PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM,
PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN
HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUELIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan
wewenang., tugas, dan fungsi Eejaksaan Republik
Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara, perlu
disusun pedoman pelaksanaan bagi Jaksa Pengacara
Negara dalam melaksanakan penegakan hukum,
bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan
hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata
dan tata usaha negara secara lebih komprehensif dengan
memperhatikan kebutuhan organisasi dan
perkembangan hukum masyarakat;

bahwa  Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penegakan Hukum, Bantuan Hulkum, Pertimbangan
Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum
di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dinilai sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan



Mengingat

Menetapkan

perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pelaksanaan
Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/O7 /2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa
Agung Nomor PER-006/A/JA/O7 /2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
443);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM,
PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN
PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA.



Pasal 1
(1} Pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan
hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain,
dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha
negara memuat:

a. pendahuluan;

b. asas;

c. penegakan hukum;

d. bantuan hukum;
pertimbangan hukum;
tindakan hukum lain:

g. pelayanan hukum;

h. pembiavaan;

pelaporan: dan

o
.

j.  penutup.

(2] Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, terhadap
penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum,
tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang
perdata dan tata usaha negara yang masih berlangsung
sebelum Peraturan Kejaksaan ini diundangkan, dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan
Jaksa Agung Nomer PER-025/A/JA/11/2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan
Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kejaksaan i dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1364



LAMPIRAN

PERATURAN KEJAKSAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HURKUM,
BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM,
TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN
HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM,
TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

BAB |
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan fungsl dan peran Kejaksaan Republik
Indonesia di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejnksaan Republik
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerjn Kejakiaan Republik Indonesia sebagaimana telah hebernpa
kali diubah terakhir dengan Pernturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021
tentung Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/O7/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksann Republik Indonesin sebagnimans
telah bebernpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Eedua atas Peroturan Joksa Agung
Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasl dan Tata Kerja
Kejaksann Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hulamm, Pertimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata



Usaha Negara yang lebih profesionnl dan berkualitas, serta sekalipus
memberikan perlindungan bagi kepentingan institusi maupun Jaksa
Pengacara Negarn.

Pedoman pelaksanaan  Penegalean Hulum, Bantuan  Hulum,
Pertimbangan Hulkum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di
Bidang Perdatn dan Tata Usaha Negarn yvang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-O25/A/JA/11/2015 sudah tdak
sesunl lagl dengan kebutuhan kualitas pelsyanan dan perlindungan Jaksa
Pengancarn Negara, oleh karenanya perlu menetapkan Peraturan
Kejaksann tentang Pedoman Pelaksanann Penegnkan Hukum, Bantuan
Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan
Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negam.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Prdoman il merupakan acusn bagl institusi maupun  Jaksa
Pengacara Negara dalam pelaksanaan fungsl Penegakan Hukum,
Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hulkum Lain, dan
Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

2. Tujuan
Pedoman inl bertujuan untuk mewujudkan standar kualitas layanan
dalam rangka meningkatkan profesionalisme, dan perlindungan bagi
inntitusl maupun Jaksa Pengacara Negarn dalam pelaksanaan fungsi
Penegakan Hukum, Bantuan Huoukum, Pertimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan
tata usaha negara.

Ruang Linghkup

Ruang lingkup Pedoman inl meliputi pendahuluan, asas, Penegalkan
Hubim, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindokan Hukum Lain,
Pelayanan Hukum, pemblayaan, pelaparan, dan penutup.

Pengertinn Umum
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Negarn atau Pemerintah adalah lembaga negora, badon negara,
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pemerintah pusat, instansi pemeriniah daerah, badan usaha milile
negara, badan usaha milik daerah, dan Badan Hukum Lain,

Badan Hukum Lain adalah badan hukum yang di dalamnya Negara
atau Pemerintah mempunyal kepentingan hulum di bidang perdata
dan tain usaha negara, antara lain badan layanan umum, badan
lnyanan umum daerah, anak perusahaan badan usnha milik negara,
anak perusahaan badon usaha milik doemh, perusahann patungan,
konsorsium dengan badan usaha milik negara, konsorsium dengan
badan usaha millk deerah, konsorsium dengnn anak perusahaan
badan usaha milik negara, atou konsorsium dengan  anak
perusahaan badan usaha millk daerah,

Kepentingan Hukum Perdaitn dari Negara atau Pemerintah adalah
kepentingan yang berkaitan dengan penyelamatan, pemullhan dan
perlindungan Keuangan/Kekayaan Negara sebagnimana yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Kepentingan Hukum Tata Usaha Negara darl Negara atau Pemerintah
adalah kepentingan yang berkaltan dengan penegakan kewibawnan
pemerintah sebagalmana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan,

Jaksa Pengucara Negara adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa
Khuwus melakukan Penegokan Hulum don Bantuan  Hulkum
dan/atau berdasarkan surat perintal melakukan Pertimbangan
Hukum, Tindakan Hulum Lain, dan Pelayanan Hulcum di bidang

perdata dan tata usaha negarn.
Surat Kuasa Khusus adalah sumt yvang berisl pemberan kunsa

kepada plhak lain yang menermanya pguna melaksanakan
kepentingan tertentu untuk dan atas noma pemberi kunsa.

Surat Kuasa Substitusi adalah surat yang berisi pengalihan
pemberian kuasa darl penerima Surat Kunan Khusus kepada Jaksa
Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingnn sebagaimana
tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.

Penegnkan Hulum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untule
mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang
perdata atau tindakan tertentu lainnya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihar ketertiban
hukum, kepastian hukum, dan melindungl kepentingan Negara atau
Pemerintanh sertn halk-hak keperdatann masyarakat.
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11.
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Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdats oleh Jaksa

Pengncara Negarn: kepodna Negarn atou Pemerintah uniuk bertindal
sebagal kuasa hulkum berdasarkan Sumt Kuasa Khusus balk secarn
Nonlitigasl dan/atau  Litigasi sebagal  Penggugat /Pengpugat
Intervensi/Pemohon / Pelawan / Pembantah  atau  Tergugat/Terpagat
Intervensi /Termohon [Terlawan/ Terbantah, sertn lnyanan di bidang
inin usaha negara oleh Jaksa Pengacarn Negorn kepada Negara atau
Pemerintah  berdasarkan Surat Kuasa  Khusus  sebagal
Tergugat/Termohon dl Peradilan Tata Usaha Negarn, sebagnl kuasa
pemerintah  dolam  pericara  Pembubaran  Partal  Politik pada
Mahkamah Konstitusi, kussa pemerintah atau pihak terkait dalam
perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa
dalam perkara Pengujinn Peramuran Perundang-undangan di Bawah
Undang-Undang di Mahkamah Agung, kunsa Termohon dalam
sengketa Perselisthan Hasil Pemillhan Umum (PHPU) dan Sengketa
Perselisthan Hasil Pemilihan Kepala Daerah [PHPKADA) di Mahkamah
Konstitusi

Nonlitigasi adalsh penyelesalan sengketa hukum di luar pengadilan
yang dilakukan dengan Arbitrase dan negosiasi.

Litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum perdata dan/atau tata
usaha negara melahu perodilan, balk di Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dil bowahnya dalam lingkungan peradilan
umum dan lingkungan peradilan tatan usaha negara danfatau di
Mahkamnh Konstitusi.

Arbitrase adalah cara penyelesalan sengketa perdata di luar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjlan Arbitrase yang dibuat secara
tertulis aleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrnse Ad Hoc adalah lembaga/badan/forum Arbltrase sebagul

sarana penyelesaian senghketa yang sifatitya tidak permanen.
Arbitrase Institusional adalah lembaga atau badan Arbitrase sebagal
sarana penyelesalan senghketa yang bersifat permanen.

Pengujion Undang-Undang adalah pengujlan yang dilakukan oleh
Mahkamoh Konstitusi meliputt pengujian formal untuk menlal
proses pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah
pengganti undang-undang dan/atau pengujian materiel terhadap
materi muatan dalam ayat, pasal danfatau bagtan undang-undang



6.

17.

18.

21.

atay peraturan pemerintah  penggantl undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang
adalah pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi
pengujian formil untuk menilal proses pembentukan peratuman di
bawah undang-undang dan/atau pengufian materiel terhadap
muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadoap undang-undang,

Perselisthan Hasll Pemilihan Umum yvang selanjutnya disingkat PHPU
adalah perselisihan antara Komisi Pemlihan Umum dengan pesertn
pemillban mengenal penetapan perolehan suarn hastl pemilihan
umim,

Perselisthan  Haosil Pemilihnn  Kepain Daerah  yang  selanjuinya
disingkat PHPKADA adalah perselisthan antara Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Independen Pemillhan Aceh, Komini Pemilihan Umum
Kota, Komisi Indenpenden Pemilihan Kota, Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten, Komisi Indenpenden Pemillhan Kabupaten, dengan
peserta  pemilthan mengenal penelapan perolehan suara  hoail
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pembubaran Partal Politik adalah pembubaran yang dilakukan
Mahkamah Konstitusi terhadap partal politik vang ideologl. asas,
tujuan, atau program partal polittk bertentangon dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesin Tahun 1945, dan/atau
kegiatan partai politik atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tahun
19435,

Pertimbangan Hulum sdalah layanan yang diberikan oleh Jaksa

Pengacara Negara kepada Negara atsu Pemerintah, dalam bentuk
Pendapat Hukum (Legal Opinion atau LO) dan/atau Pendampingan
Hukum {Legal Assistance atau LA) di bidang perdata dan tata usaha
negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang perdata.

Pendapat Hukum (Legal Opinion atau LO|) adalah layanan yang
diberikan oleh Jaksa Pengacara Negam dalam bentuk tertulis sesuai
dengan fakta hukum tentang sustu permasalahan hukum dalam
ruang lingloup hukum perdata danfatau hukum administrasi negara,
yang dibual atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk



25.
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kepentingan Negara atau Pemerintah atas permasalahan hulom
keonkret yang sedang atou akan dihadapi.

. Pendampingan Hukum (Legal Assistance atau LA) adalah layanan

yung diberikan oleh Jaksa Pengacara Negars berupa Konsultasi
Hukum dalam ruang lngkup hukum perdatn danfatau hokum
administrasi negara, secarn berkelanjutan atas suatu kegiatan
tertentu dolom  rangkn memitignsi  risiko  hukum, min kelola
fgovermance), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negarm,
Pemullhan Keuangan atau Kekayaan Negarn, pembentukan
peraturan, keputusan tata usaha negara danfatau tindakan
pemerintahan,

. Audit Huloum [Legal Audit) adalah layanan yang diberikan oleh Jakas

Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh
dan seksama terhadap keglatan yang telah dilaksanakan oleh Negama
dan Pemerintah melalul analisis dan penilainn kepatuhan dari aspek
hukum perdota dan/atay hukum administrasi negara, termasuk tata
keloln |governance} dan/atau kelayakan keputusan tata usaha

negara.

. Tindakan Hulkum Lain adaloh layanan yang diberikan oleh Joksa

Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,
Pelayanan Hukum, dan Perttmbangan Hukum dalam ranghka
menyelamatkan dan memulibkan keuangan atau kekayaan negama
serta menegakkan kewibawaan pemerintah antarm lain  untuk
bertindak sebagal fasilitator, mediator, atan konsiliator, dalam hal
terjadl sengketa atau perselisthan antar Negara atau Pemerintah,
atau antarn Negara atan Pemerintah dengan plhak lain di huar Negara
atou Pemerintah,

Fasilitasi adalah cara penyelesalun permasalahan bidang perdata
antar Negara atau Pemerintah dengan meminsilitasl pertemuan pars
pihak tanpa teralu jauh masuk dalom mater permasalahan,

Mediasl adalah cam penyelesalan sengketa melalul proses
perundingan  (musyawarah] untuk mengidentifikasi permasalahon
dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak
sendird.

. Konsiliasi ndalah carn penyelesalan sengketa melalul proses

perundingan (musyawamh) untuk mengindentifikasikan masalah,
menciptakan pilthan-pilihan, memberikan pertimbangan pilithan
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penyelesainn serta memberikan masulan, konsep, atay proposal
perjanjlan penyelesaan sengketa.

Pelayanan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa
Pengacarn Negara secarn tertulis, lisan, maupun melalul sistem
elektronik kepada masyvarakat. terkait masalah perdata dan tata
usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberdan informasl

yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atoo
Pemerintah,

. Penyelamatan Keuangan atau Kekayaon Negara adaloh hasll dari

kegiatan Bantunn Hukum, Pertimbangan Hukum, dan/atav

Tindakan Hukum Lain di bidang perdata yang diberikan kepada
MNegara atau Pemerintah dalam rangka melindungl keuangan atau
kekayaan negara dari permasalahan hukum atau potensi klaim,
tuntutan atau gugatan dari plhak lain,

Pemulihan Keuangan ot Kekoyaan Negara odalah hasil dard
kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
Hukum, dan/atau Tindakan Hukum Lain di bidang perdata yang
diberikan kepadn Negara atau Pemerintah dalam  rangks
mengemballkan keuangan atau kekayaon negar.

Penegakan Kewibawann Negara atau Pemerintah adalah citra dan
persepsi publik yang dihasilikean dari Bantuan Hukum di bidang tata
usaha negam dalam hal menghadapl gugatan penerbitan dan/atau
dibatalkannya keputusan tota usaha negara atou  tindakan
pemerintahan, penanganan Pembubaran Partai Politik, penanganan
Pengujlan Upndang-Undang atau penanganan Pengujlan Peraturan
Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang, penanganan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Perselisihon Hastl Pemilthan
Kepala Daerah, serta memberikan Pertimbangan Hulkum kepada
Negara atau Pemerintah.

. Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting

adalah permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan
pelepasan dan perolehan hak, Penegakan Hukum, peloksanann
wewenang dan tugas yang menartk perhatian masyarakat,
sinkronisasl peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang
ditentukan oleh pimpinan secara khusus sebapal permasalahan
hulum perdata dan tata usaha negara penting.



=12-=

33. Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kompleks
adalah permasalahan dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau
hukum administrasi negamn yang memiliki cakupan skala yang besar
dan penyelesalannys membutuhkan analisis yang mendalam,

34. Konsultasi Hulum adalah pemberinn  pendapat, samn, atau
pertimbangan dalam ruang lingkup hukum perdata dan /atau hukum
administrasi negara yang dilalmkan dalam bentuk lisan, tertulis
dalam bentuk nota pendapat, atau melalul sistem elektronik.

BAB I
ASAS

Pelaksanaon Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,

Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hulum di bidang perdata dan tata
usaha negara dilakukan untuk:

a. Kepentingan Hukum Perdata dari Negara atau Pemerintah;

b. Kepentingan Hukum Tata Usaha Negama darl Negara atau Pemerintah;

dan /atau

c. masyarakat;
berdasarkan asas:

Profesional

Frosedur dan tata cara pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, Tindakan Hulum Lain, dan Pelayanan Hulkum di
bidang perdata dan tata usaha negam dilaksanankan oleh Jaksa Pengacarn
Negara sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
standar operasional prosediir bidang perdata dan tata usaha negara.
Berioualitas

Pelaksannan Penegakan Hukum, Bantuan Hulum, Pertimbangan Huloum,
Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata
usaha negara terhadap masing-masing permasalahan dilaksanakan dan
diselesalkan secamn berkualitas.

Aluntabel

Hasil pelaksansan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara
teknls adminisiratiil maupun teknis yurklis serta tidak menimbulkan
benturan kepentingan |conflict of interes) dengan penanganan perkara
pidana yang sedung berlangsung atau terdapat indikasi kust penanganan
perkara pldana dikemudian hari
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4. Kernhaslann
Dalam pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
‘Hultum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang perdata dan tata usaha
negarn Jaksa Pengacnra Negara terikat pads asas menjaga kerahasinan
pemohon, yaitu Jaksa Pengacara Negara dilarang memberikan data yang

diberikan oleh pemohon dan hasil pelaksanaan kegintan kepada plhak
lain.

BAB IN
PENEGAKAN HUKUM

A, Ketentuan Umum

1. Wewenang Jaksa Pengncara Negara

Jaksa Pengacarn Negara melakukan Penegakan Hukum melalul

gugatan atou permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu

latnnym berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan,
antara lain:

a. Dalam penanganan keperdatnan atas  pemulihon  dan
pengembalian kerugian negam terkait dengan perkara tindak
pldana, termasuk:

1) perkara tindak pidona bkorupsi  yang dihentikan
penyidikannya, karena thlak culup buktl sedanghkan secara
nyata telah ada kerugian keuangan negarn;

2] perkara tindak pidann  korupsi yang dihentikan
penyvidikannya karena  tersangka meninggal dunia
sedangknn secara nyata telah ada kerugian keuangan
negara;

3} perkara  tindak pidana  korupsl  yang  dihentikan
penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia
sedangkan secara nyaia telah ada kerugian keuangan
negara;

4) perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan ontslag van
rechtssenolging, namun  terdapat  kerugian  keuangan
negara yang harus dipulihkan;

5) perkara tindak pidana korupsi yang tdak berhasil
memulthkan sehuruh kerugian keuangan negara;
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gugatan perdatn terhadap terpidans atau ahll waris
terpidana perikara  tindak pidana korupsi atas  harta
kekaynannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan
belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

penanganan tuntutan keperdataan danfatau penyelesalan
atas kewajiban Pembayaran Uang Pengganti (PUPY;

perkarn tindak pidana sclain tindak pidana  konapsi,
termasulk tindak pidana di bidang perpajnkan, cukal, atau
perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh
kerugian keuangoan negara.

b. Dalam  penanganan  keperdataan  berkaltan  dengan
pertanggungjowaban  keperdoinan terhadap orang  atau
korpornsi, termasuk:

2

3

permohonan pemeriksann dan fatau pembubaran perseroan
terbatas;

permchonan pembubaran  yayasan dan pembatalan
pengangkatan. pemberhentian, atau penggantian pengurus
dan/atau pengawas yayasan;

permchonan pernyataan pallit terhadap debitor.

Dalam penangonnan keperdatnan  berkaiton dengan  hulkum

kehiarga dan perkawinan, termasuk:

1
2

4

permohonan pembatalan perkawinan;

permohonan agor Balai Horta Peninggalan diperintahkan
mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang
yang meninggalkan tempat tinggalnva, tanpa menunjule
seorang wakil;

permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan
kekunaaannys atau  dipullhkan dari  pembebasan
kelounsannnys sebagal orang tua;

permohonan pengangkatan seseorang wall dari anak yang
belum dewasa;

permohonan pemecatan seorang wall dari anak yang belum
dewnsn.

permohonan pengangkatan pengurus pengganti  jika
pengurus waris meninggal dunia.
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d  Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdatann lainnya,
termasuk:
1) mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar;
2) mengajukan gugatan penghapusan paten.

Prinsip Layanan Penegakan Hukum
Kegiatan dan hasil kegiatan Penegakan Hulum darl Jaksa Pengacara
Negara memiliki peran penting dalam Penegnkan Kewibawaan Negam
ntau Pemerintah dan kepentingan hukum yang memiliki implikas|
publik yang luas bagi ujuan Penegokan Hukum, yaltu keadilan,
kepastian hukum sekaligus kemanfaatan bagl masyarakat. Layanan
Penegakan Hukum perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagal
berikut:
a.  Profesional
Joksa Pengacars Negars menjalankan kegiotan sesual dengan
kewenangan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan standar prosedur operasional bidang
perdata dan tata usahs negara.
b. Optimal Berkualitas
Jaksa Pengacara Negarn harus mempunyval kompetensi terkait
hukum perdata materiel dan formal yang diperluln untuk
penanganan perkara. Jika dipandang periu dapat didukung
supervisi dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negora dan mempertimbangkan hasil kegiatan Penegakan
Hukum yang pernah dibunt mengennl masalah yang sama.
¢.  Berintegritas
Joksa Pengncarn Negnra menghindar benturan kepentingan
serta segala bentuk pelanggaran hukum dan etika dalam
pelaksanaan kegiatan Penegnkan Hukum.
Pengendalian dan Koordinasi
Dalam melaksanakan Penegakan Hukum, Jaksa Pengacara Negara
dalam merumuskan dasar dinjukannya gugatan atau permohonan
melakiikan koordinas! dengan bidang terkalt guna mendukung
pembuktian dalil gugatan atau permohonan dan keberhasilan
sasaran kegintan.
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a. Dalsm Penanganan Keperdatasn atss  Pemulibnn  dan

Pengembalian Kerugian Negara Terkait dengan Perkama Tindak
Pidana

4

Koordinasi dengnn bidang teknis dan/atau instansi terkait
vang menangani perkara pidana, guna kelengkapan dali
gugatan dan persiapan pembuktian,

Koordinasi dengan bidang intelijen, pusat pemuliban oset
[PPA), bidang teknis, dan/atau instansl terkalt lainnya
untuk kemungkinan dilakukan pelacalkan aset, terutama
nset barang tetap dan barang bergerak untuk memastikan
domisili dan aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana,
termasuk kemungkinan adanya aset pelaku  yang
dintasnamakan pihak lain.

Kourdinasi sebagnimana dimaksud dalam angka 1) dan
angka 2| berikut pelaksannan kegintannys dilakukan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Penyusunan  gugatan  berikut  persiapan  rencana
pembuktinn dilaksanakan setelah koordinasi sebagalmana
dimalkeud dalam angla 3) dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari,

Rencana Penegokon Hukoum  berilut  konsep  gugatan
dilaporkan kepala satuan kerja pelaksana kepada kepala
satuan kerja setingkot i otasnya, dalam bentuk surat
tertulin bersifat rahasin, dan peloksanaannya dalam wakiu
paling lama 7 (tujuh) harl kerja setelah jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam angka 4).

Dalam hal tidak terdapat koreksi dan masukan dari kepaln
satuan kerja setingkat di ainsnva, dan tidak terdapat
jawaban tertulis dalam waktu paling lama 30 {tiga puluh)
hari setelah tanggal surmat lapomn sebagnimana dimnloud
dalam angka 3), gugatan didaftarkan di pengadilan negeri
sesunl daerah hukum domisili tergugat.

Dalam hal deerah hukum domisili tergugat berada di luar
wilayah kerjo satuan kerfa Kejaksaan Negeri dan/atau
Kejaksasn Tinggi vang menangani perkara tindak pidana,
penanganan gugatan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacam
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Negurn Kejoksaan Negerl sesuai dserah hukum domdsili

tergugat.

Penanganan gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka

7) dilakukan berdasarian surat kussa darl Kejnksaan

Negerl dan/atau Kejoksaan Tinggi tempat dimana perkam

tindak pidana ditangani.

Penanganan gugntan perdota sebagaimana dimaksud dalam

angka 7) dilakukan dengan koordinasi dan dukungan

bahan peinbukilan dari Jaksa Pengocara Negara pada

Kejnksann Negeri donfatau Kejaksaan Tinggi pemberi

kuasa.

Administrasi dan register Penegakan Hulum dilaksanakan

oleh:

a) Kejaksaan Negerl dan/atau Kejaksaan Tinggl tempat
dimana perkara tindak pidana ditanganl selaku
pemberi kuasa; dan

b} Kejaksann Negeri tempat daerah hukum domisili
tergugat selnku penerima kuasa.

Dalam  Penanganan  Keperdatoan — Berkaltan  dengan
Pertanggungjawaban Keperdataan Terhadap Korporasl,

4

Koordinasi dengan bidang teknis don/atau instansi terkoadt

yang diperlukan termasuk yang berwenang melakukan
pencatatan korporasi danfatau mengelola data pelanggaran
korporasi, guna kelengkapan dalil gugatan atau
permohonan dan persiapan pembuktian,

Koordinasi dengan bidang intelijen, pusat pemulihan aset
(PPA), bidang teknis, dan/atou instansi terkait Iainova
untuk kennungkinan dilakukan pelacakan aset. terutama
aset barang tetap dan barang bergerak, untuk memaostikan
domisill dan aset yang dimiliki oleh korporasi dan parn
pemegang saham.

Koordinasi dengan bidang teknis, instansl dan fatau pihak
terkalt yang berwenang untuk melakukan pengurusan
terhadap korporasl yang akan dimohonkan pembubaran
dan /atau pailit.

Koordinasi sebagnimana dimaksud dalam angka 1), angka
2), dan angka 3| berikut pelaksanaan keglatannya
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dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 jenam puluh)
han.

Penyusunan gugatan atau permohonan berfkut persiapan
rencana  pembuktian  dilaksanakan setelah koordinasi
sehagaimana dimaksud dalam angka 4|, dalam wak
paling lama 30 (tiga pulub) hari.

Rencana penegakan hukum berikut konsep gugatan atau
permobonan dilaporkan kepaln satuan kerja pelaksana
kepada kepala satuan kerja setinglat di atasnya, dalam
bentuk surat tertulis bersifat rahasin, dan pelaksanannnya
dalam waktu paling lama 14 {empat belas) hari kerja setelah
jangka waktu sebagaimana dimaksid dalam angka 5).
Dalam hal tidak terdapat koreksi dan masukan dari kepain
satuan kerja setingkat di atasnyn dan tidak terdapat
jowaban tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga) pulub
han setelah tanggal surat laporan sebagaimoana dimaksud
dalam angka 6), gugatan didaftarkan di Pengadflan Negeri
sesuni doerah hukum domisili tergugnt atau termohon.
Dalam hal daerah hukum domisili tergugat atau termohon

berada di luar wilayah kerja satuan kerja Kejnksann Negeri
dan/atay Kejaksaan Tinggl yang berinisiosi mengajukan
gugatan atau permohonan, penanganan gugatan atau
permohonan dilaksanakan oleh Jaksn Pengacarn Negara
Kejaksann Negeri sesuni doerah hukum domisili tergugat
atnu termohon.

Penanganan gugatan atau permohonan sebagalmana
dimaksud dalam angks 8), penyusunan gugatan atau
permohonan berikut  persiapan  rencana  pembulktian
dilaksanakan Jaksa Penpacara Negara Kejaksann Negerl
tempat daernh hukum domisill terguget otau termohon
berdasarkan surat kuasa dari Kejaksaan Negeri dan/atau
Kejaksann Tinggl yang berinisiasi mengajukan gugatan atau
permohonan,

Penanganan gugatan atau permohonan  sebagalmana
dimaksud dalam angka 8] dilakukan dengan koordinasi dan
dukungan bahan pembuktian dar Jaksa Pengacara Negam
padia Kejaksann Neperi dan/atau Kejnksasn Tinggl vang
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berinisinsi mengajukan gugatan atau permohonan selaku
pemberi kuasa.

11} Administrasi dan register Penegakan Hukum dilaksanakan

oleh:

a] Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggl yang
berinisiasl mengajukan gugatan atau permochonan
nelaku pemberi kuasa; dan

bl Kejaksaan Negerl tempat daerah hukum  domisili
tergugnat atau termohon selaku penerima kunsa]

13) Dalnm hal penanganan keperdainon sebagaimona diatur

pada baglan tnl dilaksanakan Jaksa Pengacara Negom
sebagni Kunsa dari Negara atou Pemerintah, maka
dindministrasikan sebagail kegintan Bantuan Hulouam.

Dalam Penanganan Keperdataan Berkaitan dengan Hukum
Keluargn dan Perkawinan.

3)

Eoordinasi dengan bidang telmis dan/atau instansi terkait
yang diperlukan termoasuk vyang mengelola data
kependuditkan dan/stou perkawinan, guna kelenghkapan
daiil permohonan dan persinpan pembuktian.

Eoordinasi dengan bidang Intelijen, pusat pemulihan aset
(PFA), bidang teknis danjfatou instonst terkait Iainnyn
untuk kemungkinan dilakukon pelacakan aset. terutama
aset barang tetap dan bamng berperak dalam penanganan
keperdatann  berkaitan  dengan  hukum  keluarga  dan
perkawinan,

Koordinasi sebagalmana dimaksud dalam angka 1) dan
angka 2) berikut pelaksanaan kegintannya, dilaksanakan
dalam waktu paling lams 30 (tgn puluh) han.

Penyusunan permohonan berikut  persispan  rencana
pembuktinn dilaksanakan setelah koordinasi sebogaimana
dimaksud dalam angka 3] dalam waktu paling lama 30
[tiga) puluh hari.

Rencana Penegakan Hukum berikut konsep permohonan
dilaporkan kepala satuan kerja pelaksana kepada kepala
satuan kerjn setingknt di atssnya, dalam bentulk surat
tertulis bersifat rahasia, dan pelaksanaannya dalam waktu
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paling lama 14 fempat belas) hari kerja setelah jangka
wakiu scbagnimana dimaksud dalam angka 4).

Dalam hal tidak terdapat koreksi dan masukan dar kepaln
satuan Kerja setingkat di atasnya, dan tidak terdapat
Jowaban tertulis dalam wakm paling lama 30 (tiga) puluh
hari setelah tanggal surat laporan sebagaimana dimaksud
dalam angka 35), permohonan didaftarkan di Pengadilan
Negeri atau Pengadilan Agama sesual doerah hukum
domisili termohon.

Dalam hal daerah hukum domisili termohon berada di luar
wilayah kerjn satuan Kerja Kejaksaan Negerl dan/atau
Kejaksann Tinggl yang berinisinsi mengnjukan permohonan,
penanganan permohonan  dilaksanakan oleh Jaksa

Pengacarn Negara Kejoksaan Negerl sesual daerah hukom

domisili termohon.

Penonganan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

angka 7), penmyusunan permohonan berikut persispan

rencana pembuktian dilaksanakan Jaksa Pengacara Negara

Eejaksaan Negeri tempat daemh hukum domisili termohon

berdasarkan surat kuasa dari Kejaksann Negeri dan/atau

Kejaksann Tingpi vang berinisiasi mengajukan permohonan.

Penanganan permohonan scbagaimana dimaksud dalam

angka 7] dilakukan dengan koordinasi dan dukungan

bahan pembuktian dari Jaksa Pengncara Negora padn

Kejuksaan Negerd danfatau  Kejaksaan Tinggi yang

berinisiasl mengajukan permohonan selaku pemberi kuasa,

Administrasi dan register Penegakan Hukum diiaksanakan

oleh:

a) Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggl yang
berinisiasi mengajukan permohonan selaku pemberi
kuasa; dan

bl Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum domisil
termohon selaku penerima kunsa.

dengan memberikan eatatan dalam kolom keterangan.

Dalam Penanganan Penegakan Hukum Keperdataan Lainnyva

i)

Koordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait
yang diperlukan termasuk yang mengelola data hak
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kekayaan  Intelektual danfatan  pelanpgaran dalam
pengajuan pendaftaran hak kekaysan intelektual, guna
kelengkapan dalil gugatan dan persiapan pembuktian,
Koordinasi sebagalmann dimaksud dalam angka 1) berikut
pelaksanaan  keglatannya, dilaksanakan dalam wakiu
paling lama 30 (tiga puluh) hari

Penvusunon  gugatan  berikut  persiapan rencana
pembuktian dilaksanakan setelah koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam angka 2) dalam waktu paling lama 30
{tiga) puluh hart.

Rencana Penegakan Hukum berikut konsep gugotan
dilaporkan kepala satuan kerja pelaksana kepada kepala
satuan kerja setingkat di atnsnya dalam benmiuk surat
tertulls bersifat mhasia dan pelaksanaannya dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam anghka 3).

Dalam hal tidak terdapat koreksl don masukan dar kepala
satuan Kkerja setingkat di atesnys dan tidak terdapat
Jownban tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga) puluh
hari setelah tanggal surat laporan tersebut sebagaimana
dimaksud dalaom angka <), gugstan didafiarkan di
Pengndilan Niaga sesual daemah hukum domisili tergugat.
Dalam hal domisili tergugat berada di luar wilayah hukum
Kejuksann Negeri atou Kejaksaan Tinggl yang berinisiosi
mengajukan pgugaten, moka Kejoksaan Negeri atau
Kejaksaan Tinggl yang berinlslasli mengajukan gugatan
memberikan informasi kepadn Kejaksann Negeri atau
Kejuksaan Tinggl di daerah hukum domisili tergugat untuk
mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atau
penghapusan paten.

Dalam hal daerah hukum domisili tergugat berada di luar
wilayah kerja satunn kerja Kejaksann Negeri dan/atau
Kejaksaan Tinggl yang berinisiasi mengajukan gugatan,
penanganan gugatan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara
Negarn Kejaksaan Negeri tempat doerah huloom domisili
tergugnt.
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Bl

Penanganan gugatan scbaganimana dimaksud dalam angka
7, penyusunan gugatan berlkut persiapan rencana
pembuktinn dilaksanakan Kejaksaan Negeri tempat daerah
hukum domisili tergupat berdasarkan surat kuasa darl

Kejaksaan Negeri danfatau  Kejaksaan Tinggi yang

berinisiasi mengajuknan gugatan.

Penanganan gugatan sebagnimana dimaksud dalam angkn

71 dilakukan dengan koordinasi dan dukungan bahan

pembuktian dar Jaksa Pengncara Negara padn Kejoksann

Negerd danfatnn  Kejaksann Tinggi yong berinisinsi

mengajukan gugatan selaku pember! kuasa.

Administrasl dan register penegakan hukum dilaksanakan

oleh :

a) Kejaksann Negeri danfatau Kejaksann Tinggl yang
berinisiasi mengajukan gugntan selaku pemberi kuasa;
dan

b} Kejaksann Negeri tempat daerah hukum domisili
tergugat selnku penerima kuasa.

Dalam hal penanganan Penegakan Hukum keperdataan

lninnya sebagaimana diatur pada bagian inl dilaksanakan

Joksa Pengocara Negarm sebagnl Kunsa darl Negam atau

Pemerintah, maka diadministrasikan sebagal kegiatan

Bantusn Hukum.

4. Administrasi
a. Pengadministrasian kegiatan Pencgakan Hulum pada:

2

3

)

Kejaksaasn Agung dilakukan oleh Direktorat Perdata c.q,
Sub Direktorat Penegokan Hukum;

Kejuksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdats
dan Tata Usaha Negara c.q. Seksi Perdata;

Eejaksaan Negerl dilakukan oleh Seksl Perdata dan Tata
Usaha Negara;

Cabang Kejaksasn dilnlukan oleh Sub Seksi Intelijen,
Perdata dan Tata Usaha Negara,

b. Perkembangan dan hasfl kegiatan Penegakan Hukum dilaporkan
kepada Jaksa Agung c.g. Jaksa Agung Muda Perdota don Tata

Usaha Negarn secara berjenjang.
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c. Kegintan Penegakan Hulum berpedoman pada administrasi
perkara perdaia dan tata usaha negarn.

B. Mekanlsme

1. Persiapan
a. Umum

Persiapan umum dilakukan dengon ketentuan sebagni berikout:

J)

4

Terthadap wsetlap rencana Penegakan Hukum, Jaksa

Pengncara Negara yang ditunjuk oleh plmpinan  wajib

membunt telanhan yang memunt analisis hukum yang cermat

dan lengkap untuk:

o] menentukan apakah termasuk Ungkup tugas dan
kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara;

b) mengantisipas! adanya benturan kepentingan {conflict of
interest) dengan bidang lain; dan

cf menganalisis strengths, weakness, opportunities, and
threats (SWOT) terhadap perkara tersebut;

sesunl dengan formulir administrasi perkara perdata dan tata

usaha negara

Analisis strengths, weoakness, opportunities, and threats

(SWOT) sebagnimana dimaksud dalam angka 1) bhuruf <)

berisl analisis teknis yuridis perkam darl aspek ketentuan

perundang-undangan, doktrin hokum, dan yurisprudensal

atau putusan peradilan terkait vang dapal menggambarkan

kemungkinan keberhasilan dan potensi kelemahan dari

langkah-langkah hukum yang dopat dilakukan, termasul

kewennngan  kejoksann untuk  melokukan  Penegakan
Huloumn,

Berkoordinas!  dan/atau  meminta  pendapat  ahli,
mengundang ahll atau meminta atan  pendapat resmi
lembaga atau badan yang secara khusus menguasal aspek
teknis  pemaszalahan tertentu | untuk | mendukung
keberhasilan Penegakan Huloom.

Apabila berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimnksud
dalam angka 1) disimpulkan bahwa dapat dilakukan
Penegakan Hukum. selanjutnya Jaksa Pengocarn Negara
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melakuikan Penegnkan Hukum sesual prosedur vang
berlakou.

5) Dalam hal Penegakan Hukum terhadap Permasalahan

Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, pimpinan
satunn kerjn yang akan melaksanokan Penegakan Hukum
wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan
Tata Usaha Negara secara berjenjang.

Pimpinan Satuan Kerja melakukan ekspose perkara untuk
menentukan langkah dalam proses Penegakan Hukum dan
melaporkan kepadn Jaksa Agung Muda Perdain dan Tata

Usaha Negam secam berjenjang,

Burat Kuasa Khusus

Kegintan Penegakan Hukum dilengkapl dengan Surat Kunsa
Khusus dar kepaln satuan kerfa kepada Jaksa Pengacarn
Negarn sesunl dengan ketentuan peroturan perundnng-
undangan.

Persispan Gugatan atau Permohonan

Bl

Jaksa Pengacara Negara mempersiapkan dif dengan

penguasann dan  pendalaman materi perkara, termasuk

kelengkapan bukti-bukti yang diperlukan dan hukum acara

yvang berlaku

Jaksa Pengocara Negara melalukan upaya pemantapan

melalul diskusi secara internal dan konsultasi dengan pihak

lain yang dianggap perfu.

Menyiapkan gugatan atau permohonan disertal alat bukt

yang lengkap.

Cugntan atau permohonon memuant:

a)  identitas para plhak;

b] dalil-dalil konkret/dasar serta alasan tuntutan
(fundamentum petendi;

¢} hubungan hukum antara penggugat atau pemohon dan
tergugat atonu termohon; dan

d] tuntutan atau petitum,

Ougatan atau permohonan harus memenuhl peraturan

tentang bea materal.
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d  Pengajunn Gugatan atou Permohonan

|

2

Joksa Pengacara Negam mendafiarkan gugatan atau

permohonan kepada kepaniteraan pengadilan,

membayar biaya perkars meliputh:

a) biaye kantor kepaniternan;

b) bisys panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak;
dan

¢ blaya lain-lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

e. Persidangan
Pelaksannan persidangan berpedoman pada hukum acara sesund

dengan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
terkait Penegakan Hulaim yvang dilakukan,
2. Pelaksanaan
a. Penanganan Keperdatann atas Pemulihan dan Pengembalian
Kerugian Negara Terkait Perkara Tindak Pidana

Dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara tindak

pidans korupsi kepada Jaksa Pengacara Negara karena

berdasarkan hasil penyidikan ditemukan satu atau lebih
unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukt,
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara

{vicle Pasal 32 ayat |1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl

sebagalmana telnh diubah dengan Undang-Undang Nomaor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupal selanjutnya disebut UU Tipikor), dalam

mengojukan gugotan perly diperhotikan hal-hal sebagni

berikut:

a)] Jaksa Pengocara Negaras menelil dokumen yang
berkaitan dengan perkarn dan setelah lengkap dibuat
berita acara penerimann berkas perkara dari penyidik.

b} Joksa Pengacara Negarm melakukan telsahan guna
menentukan apakah terdapat perbuatan melawan
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut
KUHPerdata) sebagni dasar mengajukan gugatan
perdata.
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Jaksa Pengocara Negara dalam menentukan lelah ada
kerugian keunngan negara secara nyata harus didasari
adanya hasil perhitungan, antar lain;

|1} Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

{2} Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKPY;
13} Inspektorat Doerah; dan/atau

{4} Akuninn Publik;

Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang
intelijen, bidang tindak pidana khusus, pusat
pemuliban aset (FPA), danfatau instansi terkalt lninnya
dalam menginventarisir aset milik calon tergugat dalam
rangka pengajusn sita jaminan guna menjamin
pengembalian keruglan keuangan negara.

Prosedur berncara berpedoman pada ketentuan hukum
acara perdata.

Dalam hal terdapat putusan bebas dalam perkara tindak
pidana korupsl, tidak menghapuskan hak untuk menuntut
kerugian terhadap keuangan negarn |vide Pasal 32 ayat [2)

UL Tipikor), untuk mengajukan gugatan periu diperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

a)

bi

Bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah
sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Fidona {selanfutnyn disebut KUHAP).

Bahwa terdapat 2 (dun) bentuk putusan dalam Pasal
191 KUHAP waltu putusan bebas (vrijspaark) dan
putusan lepas dari segaln tuntutan hukum (ontsfag van
rechisvervolging),

Dalam hal terdakwa diputus bebas memilild artl bahwa
perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan maka Jaksa Pengacara Negara tidak dapat
melokukan gugatan perdata.

Joksa Pengacara Nepara meneliti berkas perkara yang
telahh memiliki kekuatan hukum tetap dan membuat
berita ncara penerimann berkas perknr dari penuntut
UL
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Dalam hal terdakwa diputus lepas dari segala tunfutan
hulkum memiliki arti bahwa perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapl perbuntan
itu bukan merupakan suastu tindak pidana dan
perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan
negura makn Jaksa Pengacara Negara dapat
merumusknn perbuatan  tersebut sebagai  perbuatan
melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata,
Jaksa Pengacara Nepara berkoordinasl dengan bidang
intelijen. bidang tindak pidana  khusus, pusat
pemulihan aset (PPA), danfatau instansi terkalt latnoya
dalam menginventarisir aset millk calon tergugnt dalam
rangka pengojuan sita jaminan guna menjamin
pengembalian kenugian negara.

Prosedur beracarn berpedoman pada keétentuan hukum
acarn perdata.

Dalam hal penyidik menvernhkan berkas perkara kepada
Jaksa Pengncara Negara karena tersangka meninggal dunia
pada saat dilalukan penyidikan sedangkan secara nyata
telnh ada kerugian keuangan negam (vide Pasal 33 UU
Tipikor), untuk mengajukan gugntan periu diperhatikan hal-
hal sebagal berfkut:

bj

cl

Jaksn Pengacara Negara meneliti berkas periara dan
membunt berita acurn penerimaan berkas perkara dari
penyidik.

Jaksa Pengacara Negaran melakikan penelitian berkas
perkarn sebagaimana dimaksud dalam huruf o) dengan
membuat  telanhan untuk  menentukan  apakah
terdapat perbustan melawan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebogal dasor
Jaksa Pengncorn Negara dalam menentuban telah ada
kerugian keuangan negam secara nyata harus didasari
adanya hasil perhitungan keruglan keuangan negam
antara lain:

{1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

(2) Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP);
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13) Inspektorat Dasrah; dan/atau

i4) Akuntan Publik;

Jaksa Pengacarn Negara berkoordinasi dengan bidang
intelijen, bidang tindak pidana khusus, pusat
pemuliban aset [PPA), dan/atau instansl terkait lninnya
dalam menginventarisir aset millk calon tergugat dalam
rangka pengajuan sita jaminan guna menjamin
pengemballan keruglan negara.

Terkalt dengan ahll warls tersangka, Jaksa Pengacara
Negara harus mencermati  ketentuan  mengenal
kedudukan ahli warls dalam hukum perdata.

Prosedur beracara berpedoman pada ketentuan hukum

acara perdota.

Dalaum hal penuntut umum menyernhkan berkas perkam
kepada Jaksa Pengocarn Negara karena terdakwa
meninggal dunia pada soat didslukan pemeriksaan di
sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada
keruginn keunngan negara, |vide Pasal 33 UU Tipikor],
untuk mengajukan gugatan kepada ahll wards perlu
diperhatikan hal-hal sebagal berikut:

a)

bj

Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas perkara dan
membuat berlta acara penerimaan berkas perkara dar
penuntut wmm.

Jaksa Pengncnrn Negarn melakukan telonhan ains
penyernhan  berkas perkara  dimaksud untuk
menentukan apakah terdapat perbuatan melswan
hultum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365
KUHPerdatn sebagal dasar mengajukan gugatan
perdata.

Jaksa Pengacara Negarn dalam menentukan telah ada
kerugian keuangan negara secara nyata harus didasard
adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negora
antara lain:

(1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

(2] Badan Pemeriksa Kevangan Pemerintah (BPKP);
(3] Inspektorat Daerah; dan/atau

4] Akuntan Publik.
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d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan
penuntut  umum, bidang Intelijen, bidang tindak
pidana khusus, pusat pemulihan aset (PPA), dan/atau
Instansi terkalt lainnys dalam menglinventartsir aset
millk calon tergugnt dalam mangka pengajuan sita
jaminan guna menjamin pengembalian  kerugian
negarn.

¢} Terkalt dengan ahll warls tersangka, Jaksa Pengacam
Negara harus mencermati ketentuan mengenal
kedudukan ahll waris dalam hukum perdato

fi Prosedur berncara berpedoman pada  ketentuan
hulkum acarm perdata.

5/ Dalam perkara tindak pidana komapsi apabila setelah
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap diketnhul masih terdapat harta benda milik terpidana
yang diduga atsu patut diduga juga berasal dari tindak
pidana korupsl yang belum dilakukan perampasan untuk
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38b ayat (2) UU
Tipikor maka negarm dapat melakukan gugatan perdata
terhadap terpidana atau ahll warisnya (vide Pasal 38C UU
Tipikor), untuk mengajukan gugntan periu diperhatikan hal-
hal sebagal berfkut:

n) Jaksa Pengancarn Negara melakukan telanhan dan
menggunakan putusan yang telah mempunvai
kebuatan  hukum tetap sebagnl dasar dan  buktl
pengajuan gugatan.

bl Jaksa Pengocara Negarn berkoordinasi dengan
penyidik, penuntut umum, bidang intelljen, bidang
tindak pidana khusus, pusat pemulihan aset [PPA),
dan/atau instansi terkait lainmma untuk mengetabul
keberadann harta bendn milik terpidana yang diduga
atou patut diduga berasal dar tindak pidana korpsi
yang belum dilakukan perampasan untuk negara.

(5] Prosedur beracara berpedoman pada ketentuan hukum
ncara perdata.

6) Dalam perkara tindak pidana korupsi apabila setelah
putusan pengadilan yang memperoleh keluatan hukum
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tetap diketahul masih terdapat kewajiban terpidana unik

membayar kerugian keuangan negara maka dalam rangka

memulihkan keruglan keuangan negara, Jaksa Pengacar

Negara mengajukan gugatan perdatn terhadap terpidana

atou ahli warisnya, untuk mengajukan gugatan perlu

diperhatiknn hal-hal sebagnl berilout:

a) Jaksa Pengacaorn Negam melokukan telaaghan dan
menggunakan putusan  yang telab  mempunyal
kekuatan hukum tetap tersebut sebagal dasar dan
bukti pengajuan gugaian serta menentukan apakah
terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdaln sebagal dasar
mengajuknn gugatan perdata.

b} Jaksa Pengacara Negam berkoordinas! dengan
penyidik, penuntut umum, bidang intelijen, bidang
tindak pidana khusus, pusat pemulihan aset [(PPA),
dan /atau instansl  terkait lainnya dalam
menglinventarisir aset milik calon tergugat dalam
rangka pengnjuan sita jaminan guna menjamin
pengembalian kerugian negara.

¢} terkalt dengan ahlli waris terpidana, Jaksa Pengacara
Negara harus mencermati  ketentuan  mengenal
kedudukan ahli waris dalam hukum perdata.

dj prosedur beracora  berpedoman pada  ketentuan
huloum acam perdata,

7] Dalam perkara tindak pidana selain tindak pidana korapsi,
termasuk tindok pidann bidang perpajakan., cukal atau
perbankan, apabila setelah putusan pengadilan yang
memperoleh  kekuatan hukum tetap diketahul masih
terdapa! kewajiban terpidana untuk membavar kerugian
keuangan negara maka dalam rangka memulthkan kerugian
keuangan negara Jaksa Pengacarn Negara mengajukan
gugatan perdata terhadap terpidana atau ahll warisnya,
untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal
sebagal berilout:

a) Jaksa Pengncara Negarn melakukan telanhan dan
mengpunakan putusan  yang telah  mempunyal
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kekuatan huokum tetap seboagnl doasar dan  bukil
pengajuan gugatan serta menentukan apakah terdapat
perbuatan melawan hukum scbagaimana diatur dalam
Pasal 1365 KUHPerdata sebagal dasar mengajukan

pugaian perdata.

b} Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan
penyidik, penuntut umum, bidang intelfjen, bidang
tindak pidana khusus, pusat pemulihan aset (PFA),
dian fatau inatansi  terkait lalnnya  dalam
menginveniarisir aset millk calon tergugnt dalam
rangka pengajuan  sita  jaminan guna menjamin
pengemballan kerugian keuangan negara.

c¢f Terkait dengan ahll waris terpidana, Jaksa Pengacarn
Negarm  hamas  mencermati  ketentuan  mengenal
kedudukan ahli waris dalam hukum perdata.

d) Prosedur berpedoman mengacu pada  ketentuan
hukum acara perdata,

B) Dalam perkara tindak pidans korupsi yang diputus
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl, yang salnh satu
amar putusannya memerintahkan untuk membayar uang
penggantl, tetapl sampal saat fnd belum dibayarkan
terpidans atau eks terpidana, atau ahll warls terpidana atau
eksterpidana.  penyelesaiannva  dilaksanakan  dengan
mempedomani Pernturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020
tentang Penyelesalan Uang Pengganti wyang diputus
Pengadiian berdasarkan Undang-Undong Nomor 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl,

b. Terkait Penanganan Keperdatnan Berkaitan dengan
Pertanggungjawaban  Keperdatann Terhadap ©Ormang atau
Karporasi,

1) Pemeriksaan dan/atau Pembubamn Perseroan Terbatos
n) Jaksa Pengacara Negarn mengojukan permohonan

pemerik=aan suatu perseroan terbatas (wide Pasal 138
ayat [3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
mmﬁmuw telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
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Kerja yang selanjutnya disebut UU PT) dengan tujuan
untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal
terdapat dugaan bahwa:

(1) perseroan melakukan perbustan melawan hukum
vang memugikan pemegang saham atan pihak
ketign: atau

(2} anggota dircksi atou dewan komisaris melaknikan
perbuatan melawan hukum  yang merugikan
perseroan atau pemegang saham atau plhak
ketign.

Jaksa Pengncara Negamm mengnjukan permohonan

pembubaran perseroan terbatns dengon alasan sebagal

berikut:

(1) Perseroan melanggar kepentingan umum atay
milakukan perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan (ide Pasal 140 ayat (i)
huruf a UU PT).

12) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sctelah  perseropn memperoleh  status  badan
hukum, pemegang saham menjadi kurang dari 2
{dua) orang (mde Pasal 7 ayat (6) UL PT).

{3 Perseroan yang tidak menyesualkan anggamn
dusarnya dalam jangksa waktu 1 (satu) tahun sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (vide Pusal 157
ayat (%) UU PT).

Pengajunon  permohonan pembubaran  perseroan
terbatas  dengan  alasan  melanggar  peraturan
perundang-undangan sebagalmana dimaksud dalam
hurof b} butir {1} yang memiliki ancamon pidana,
disyaratkan adanya suato putusan yang telah
berkekuntan hulkum tetap yang menyatakan perseroan
terbatas tersebut melanggar peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Pengajuan permohonan pembubaran  persercan

terbatas dengan alasan melanggar peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
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huruf b) butir [1) yang tidak memiliki ancaman pidana,
disyaratkan adanya keputusan dari instansi yang
berwenang dan/atau putusan pengadilun yang telah
berkekuntan hukum tetap yang menyatakan perseroan
terbatas tersebut melanggnr permituran  perundang-
undangan yang berlaku.

Informasi tentang adanyn perseroan terbatas yang
melanggar kepentingan umum  atau  melakukan
perbuatan yang melanggar peraturan perundoang-
undangan sebagnimanna dimaksud dalam humi bj
butir (1) diperoleh dari instansl terkait, masyarakat
dan /atau internal Kejaksann,

Joksa Pengncara Negara berkoordinasi dengan instanai
terkait yang berwenang melakukan  pencatatan
perseroan  terbotas  dan/alau  mengelola  data
pelanggnran perseroan terbatas.

Berdnsarkan informasi  dan hasil  koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam humf ¢f dan huraf ),
sertn telanhan Jaksa Pengocara Negam, kepala satuan
kerja menentukan apakah Kejaksann akean melakukan
permohonan  pembubaran  dan/atau  pemeriksann
perseroan terbatas,

Permohonan pembubaran dan/atau  pemeriksaan
perseroan  terbatas  dinjukan ke Pengodiian Negeri
tempat kedudukan perseroan terbatas tersebut.

Dalam rangka pengajuan permohonan pembubaran
perseroan terbatas, Jaksa Pengacarn Negara dapat
mengusulkan likuidator yung akan melaksanakan
pemberesan harta perseroan dalam likuidasi, badk
yang bemmsal dari Balal Harta Peninggalan, Hkuidator
tndependen, atau Jaksa Pengncara Negara yang
bersangkutan.

Dalam hal lkuidator sebagaimana dimaksud dalam
buruf 1} tidak dapat melaksanakan kewajibannya
meloksanakan pemberesan horta perseroan dalam
likuidasi, Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan
permohonan kepada Ketun Pengadilan Negeri agar
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mengangkat llaidator baru dan memberhentikan
likuidator lama (vide Pasal 151 ayat (1) UU PT).

2) ¥Pembubaman Yayasan dan Pembatalan, Pengangkatan,
Pemberhentian, atau Penggantinn  Pengurus  dan/atau
Pengawas Yayasan

a)

Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan
pembubaran yayasan yang tidok menyesuaikan
anggaran  dasarmya  berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan dalam jangka waktu 3 ([tiga) tahun scjak
berlakunya undang-undang tersebut [wide Pusal 71
ayat (4] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 teniang
Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan yang selanjutnya disebut UU Yayasan).

Jaksa Pengacara Negarn mewakill kepentingan umum
mengajukan  permohonan untuk  membatallkan
pengangkatan, pemberhentian  atau  penggantian
pengurus dan/atau pengowas yvang dilakukan tidak
sesual dengan ketentuan anggnran dasar (vide Pasal 34
ayat (2) dan Posal 46 ayat (2) UU Yayazan),

Informasi tentang odanya yayasan yang tidalk
menyesualkan anggarmn dasar dan fatay
pengangkatan, pemberhentian atau  penggantinn
pengurus dan/atou pengawas yang dilakukan tidak
sesual dengan ketentuan anggamn dasar sebagnimana
dimaksud dalam hunif a) dan huruf b) diperoleh dari
instansi terkalt, masyarakat, dan/ateou intemal
Kejaksaan.

Jaksa Pengncara Negara berkoordinasi dengan instansi
terkalt yang berwenang melakukan pencatatan
yayasan.

Berdasarkan informasi  dan  hasil  koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam huraf cf dan huraf d),
serta telanhan Jaksa Pengacara Negara, kepala satusn
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kerja menentukan apakah Eejaksann akan melskukan

permohonan pembubaran  yayasan  danjatau

pembatalan  pengangkatan, pemberhentian  atau
penggantion pengurus dan /atau pengawas yayasan.

fi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a)
dan huruf b) diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat
kedudukan ynyasan tersebut.

3} Permohonan Pailit

a) Jaksa Pengacara Negara mengnjukan permohonan
pernyatann pailit dengan alasan unmuk kepentingan
umum terthadap debitor yang mempunyal dua atau
lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedildtmya
saiu uiang ynng telah jotuh tempo dan dapat ditagih
sertn tidak ada pihak yang mengajukan permohonan
pailit |vide Pasal 2 ayat (2] dan Penjelasan Pasal 2 ayal

2] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepalilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang yang selanjutrnya disebut UU Kepailitan). Adapun

“kepentingan umum” merupakan kepentingan bangsa

dan negarn dan/atau kepentingan masyarnkat huas,

misalnya:

(1) debitor melarikan diri;

{2) debitor menggelapkan bagian dari harta kekaynan;

{3) debitor mempunyal utong kepadn Badan Usahn
Milik Negara atau Badan Usaha Laln yang
menghimpun dana dari masyarakat;

{4) debitor mempunyai utomg yang berasal dar
penghimpunan dana dari masyoarakat luas;

I5) debitor tdak beritikad baik atau tidak kooperatif
dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang
telah jatuh wakiu; atau

(6} dalam hal lainnya menurut Kejaksann merupakan
kepentingon umum.

b) Kepentingan umum sebagalmana dimaksud dalam
huruf a} butir [0}, termasuk debitor yang mempunyal
utang kepada Negara atau Pemerintah.
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Informasi tentong adanya debitor yang perlu

dimohonkan pailit karena alasan kepentingan umum

diperoleh dart instans! terkait, masyarakat dan/atag
dari internal Kejaksann.

Jaksa Pengacora Negam berkoordinasi dengan kreditur

dan/atau Instansi terkait yang berwenang.

Berdasarkan  informasi dan  hasil  koordinasi

sebagaimana dimaksud dalam bhuruf of dan humf d),

serta telanhan hukum Jaksa Pengacara Negara, kepala

satunn kerjn menentukan apakah Kejnksaan akan
mengajikan permohonan pemyataan padlit.

Permohonan permmyvataan pallit diojukan kepada

Pengadilan Niagn yang daerah hukumnya meliputi

tempat kedudukan debitor atau tempat kedudukan

terakhir debitor.

Permohonan  permyatann  pailit  disjukan  kepada

Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam huruf

f) dengan memenuhl kelengkapan sesunl ketentuan

sebagal berilout:

(1} surat permohonan bermeteral diajukan kepada
Ketua Pengadilan Niagn pada Pengadilan Negeri
secara manual maupun elektronik;

(2) surat tugas dari Jaksa Agung

(3] akia pendirian perusahnan debitor;

(4} bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih
kreditor, yang salah satu utangnya telsh jatuh
waktu dan dapat ditagih:

(5} Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga
(AD/JART)  debitor, termasuk jilka ada
perubahannya;

8} daftar utang debitor;

(7] bukti awal adanya kepentingan umum yang
dilanggar,

(8} Dalam permohonan pemyatasn pailit, pemohon
dapat mengusulkan pengangkstan kurator, yaitu
Balal Harta Peninggalon atau omang perorangan
dengan persyaratan:
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Ib)

Ic)
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berdomisili di wilayah Negara Republik

indonesia;

memilill keahlinn khusus yang dibutuhlan

dalam rangks mengurus harta debitor yang

dibuktikan dengan seriifikat pelatthan kurator
dan pengurus,

terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak

Asasl Manusia Republik Indoniesta;

melampirkan sural pernyatann darl kurator

yang akan  ditunjuk, bahwa  yang
bersangkutan:

. Independen;

. tidak mempunyal benturan kepentingan
dengan para pthak;

. tidak sedang menanganl lebih dard 3
(tiga) perkara kepailitan dan penundaan
kewnjiban pembayaran utang di wilayah
hukum Indonesia, (vide Pasal 15 ayat [3)
UU Eepailitan), kecuall Balal Harta
Peninggalan;

iv. tidak sedang menjalani sanksl berat yang
dijatuhkan oleh omganisasi profesl
kntrator dan pengurus;

v, bersedin mengundurkan dirf  apabila
dikemudian har terbukti permyatasnnya
tersebut tidak benar;

vi. kumtor yang mengundurkan dinn wajib
menyerahkan semua dokumen
pengurusan dan pemberesan kepailitan
kepada loumater yang ban.

surat permohonan dibuat rangkap sesual

Jumiah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar

untuk majelis hakim dan arsip;

permohonan  disertal dengan  dokumen

elektronik (surat permohonan permnyatann

pailit don daftar bulet);



g permohonan yang diajukan secara elektronik
dilakukan  sesusi dengan  Peratuman
Mahkamah Agung tentang Administrasl dan
Persidangan Secara Elektronik.

b} Selama putusan pernyatoan pailit belum dincapkan,
Jaksa  Pengncarn Negara dapat mengajukan
permohonan kepada Pengndilan Niaga untubc
(i} meletakkan sita jaminan terhadap scbaglan atau

selunith kekayann debltor; atau

{2} menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
nj pengelolaan usaha debitor; dan

i) pembayaran kepada kreditor, pengalihan,
ntau pengagunan  kekayann debitor yang
dalam kepailiton merupakan  wewenang
kurator.

(tide Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan)

i Prosedur beracara permohonan  pernyataan  pallit
berpedoman pada UU Eepailitan dan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 109/KEMA/SK/IV/2020
tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesalan
Perkarn  Kepailitan don  Penundaan  Kewajiban
Pembayamn Utang.

c. Penanganan Keperdataan Berkaitan dengan Perkawinan dan
Hukum Keluarga
1} Permohonan Pembatalan Perkawinan

a) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan
pembatalon perkawinan dalam bhal terjadi perkawinon
yvang dilangsungkan di muka pegaowal pencatat
perkawinan yang tidak berwenang. wall nikah yang
tidak sah, atou dilangsungkan tanpa dihadid oleh 2
(dua) orang saks! (wide Pasal 26 ayat (1] Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
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Dalam hal terdapat alasan selnin dimaksud dalam
huruf aj, uniuk kepentingan umum Jaksa Pengacarn
Negara dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan.

Informani tentang adanyn perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) diperoleh dari
instansi  terkalt, masyarakat, danfatau  internal

Kejaksaan,

Jaksa Pengacara Negara berloordinasi dengnn bidang
teknis donjfaiau  instansi terknit yang berwenang
melakukan pencatatan perkawinan,

Berdasarkan Informasl dan  hasil  koordinasi
sebagnimana dimaksud dalaom huruf ¢ dan huraf d),
serta telnnhan Joksa Pengacarn Negara, kepala satuan
kerja menentukan apakah Kejaknaan aknn mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan,

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan Kepadn
Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri vang dnernh
hukumnya meliputi tempat berlangsungnya
perkawinan, di tempat tinggal kedua suami-istrl, stau
tempat tinggal suami atau istri.

Permohonan Agar Balal Harta Peninggalan Diperintahkan
Mengelola Harta Kekayaan serta Kepentingan Seseorang
yang Meninggalkan Tempat Tinggainyn, Tanpa Menunfuk
Seorang Wakil

a)

Jakan Pengacarn Negama berwenang mengajukan
permohonon kepada  Pengodilan  Negerd uniuk
memerintahkan Balal Harta Peninggalan:

(1) mengelola barang-barang dan  kepentingan-
kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat
tinggalnya tanpn memberdi kuasa untuk
mewalkdlinya dalam UraIsan-urusan dan
kepentingan-kepentingannya  atau  mengatur
pengelolasnnya mengenal hal o atsupun bila
kunsa vang diberikannya tidak berialu lagi,
sedangian keadnan sangat memeriukan mengatur



3

pengelolann i sehurubnys ateu sebagian, atau
uniuk mengusahakan walkil baginya;
{2) membela hak-hak omng sebagaimana dimaksud
dalam anghka 1); dan/atau
{31 bertindak sebagai wakil dari orang sebagaimana
dimaksud dalam angka 1).
{vide Pasal 463 KUHPerdata).
Informasl mengenal sescomng sebagatmana dimaksud
dalam huryf a), dipercleh darl instansi terkalt,
masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.
Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang
teknis dan/atau Instansl terkalt yang berwenang.
Berdnsarkan informasi dan  hasil  keordinasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan huruf ¢,
serta telnnhan Jaksa Pengacara Negara, Kepala satuan
kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam hurdf a)
dinjulan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputl harta kekayaan omang yang meninggalkan
tempat tinggalnya.
Dalam hal harta kekaysan schbagnimana dimaksud
dalam hurf e| beroda pada lebih dari | (satu) daerah
hukum Pengadiian Negeri maka permohonan dinjukan
kepada Pengadilan Negerl tempat domisill terakhir
otang yang meninggalkan tempat tersebut.

Fermohonan agar Seorang Ayah atou Tbu Dibebaskan atou
Dipulihkan dori Pembebasan Kekuasaonnya sebagal Orang

Tua

Jaksa Pengacarn Negara mengajukan  permohonan
pembebasan kekuasann ayvah atau (bu sebagal orang
tua terhadap semua anak-anaok maucpun terhadap
seomng anak atau lebih bila ternyata orang tua tidak
cakap atou tidak mampu memenuhl kewajlbannya
untuk memelihora dan mendidik anak-analmya.
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b Permohonan pembebasan kekuasaan ayah atau ibu
sebagal orang tua sebagaimana dimaksud dalam huarof
a) dilakukan untuk kepentingan anak.

] Pengajuan permohonan pembebasan kekunssann oyah
atou tbu sebagal orang mun sebagnimana dimaksud
dalam huruf a) dilakukan atas dosar:

(1] menyalahgunakan kekussasn orang tia atau
terlalu mengabalkan kewajiban memellhara dan
mendidik seorang anak atau lebih;

(2} berkelakuan buruk;

{3) dijatubl hukuman yang tidak dapat ditarik kemball
karena sengaja lkut serta dalam suatu kejahoatan
dengan seorang anak yang masih di bawah umur
vang ada dalam kekuasannnya;

i4) dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditartk kembali
karena melakukan kejahatan yang tercantum
dalam Bab XII, XIV, XV, XV, XIX, dan XX, Buku
Kedua Kitnb Undang-Undang Hukum Pidana,
terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam
kekuasannnya,

(5] dijatuhl hukuman badan yang tdak dapat ditarilk
kemball untuk dua tahun atau lebih; dan/atau

(6} daolam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga
kelkutsertaan ~ membantu  dan  percobaan
melakukan kejnhatan,

(vide Pasal 319a KUHPerdata)

dl Seiain kejahatan sebagaimana dimoalsud dalam buonaf
c) butir (4), permohonan pembebasan kekuasaan ayvah
atau ibu sebagal orang tua jugn dapat dilakukan
terhadap ayah ataug jbu sebagnl orang tua yang
dipidana dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
percobaan, melakukan, tumot serta, atau membantu
melakukan tindak pldana yang dilakukan terhadap
anak vang belum dewnsa yang diatur dalam undang-
undang di hzar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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Jaksa  Pengncara  Negara dapat  mengajulean
permohonan  pemulthan kekuasaon ayah atau ibu
sehogal omng tua yang telah dibebaskan dan
kekuasann sebagni orang tun berdasarkan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam humaf a).

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam hurf e}
dinjukan  jikm  peristiwa-peristion  yang  telah
menjgakibatkan  pembebasan, tdak lagt  menjoadi
halangan untuk pemulihan.

Informasi mengenal ayah atau fbu sebagnl orang un
yang kekuasaannya akan dibebaskan atau dipulihkan
dari pembebasan kekuasannnya sebagal orang tua
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf e,
diperoleh dar instansi terkait, masyarakat, dan/atau
internal Kejaksaan.

Joksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang
teknis danfatau Instansl terkait yang berwenang.
Berdasarkan informasi dan  hasil koordinesi
sebagoimana dimaksud dalam huruf g dan huruf ),
sertn telnahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satunn
kerja menentuban apakah Kejaksaan akan mengajukan

permohonan sebagnimana dimaksud dalam huruf a)
atau huruf &),

Permohonon sebagaimonn  dimaksud dalam horaf o)
diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal
omang tua yang dimintakan pembebasan atau kepada
Pengadilan Neger! di tempat tinggalnva vang terakhir,
atnu bila permohonan itu mengenal pembebasan salah
seorang darl orang tun yang diserahi tugas melakukan
kekuasann orang tua setelah pisah meja dan ranjang,
Permohonan sebagalmana dimaksud dalam hunif e}
diajuktan kepada Pengadilan Negerl yang memutus
permohenan pembebasan kekuasaan,



-43-

4} Permohonan Pengangksatan Scorang Wall dari Annk yang
Belum Dewasa

Jaksa Pengacora Negam mengajukan permohonan
pengangkatan seorang wall otas anak yang belum
dewasa (vide Pasal 360 KUHPendata).

Permohonanan pengangkatan wali atos anak yang
belum dewansa sebagaimana dimaksud dalam huruf a)
dilakukan terhadap anak yang tidak berada di bawah
keluasann orang tua, perwallan sebelumnya tidak
dintur dengan carn yang sah, orang tua atou walinya
tidak mampu untuk sementarn waktu melakukan
keleussann ormang tun atau perwallan, ayah atau (bunya
tidak diketahui ada tidaknya, danfatau ayah atau
fbunyva tidak diketahui tempat tinggal atau
kediamannya.

informasl mengenal esnak yong belum  dewasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf b), diperoleh dari
Instansi  terkalt, masyarakat, danfatau  internal
Kejaksaan.

Jaksa Pengacara Negara berkoordinasl dengan bidang
teknis dan/atou instansi terkait yang berwenang.
Berdansarkan informasi dan  hasil koordinasi
sehagaimana dimaksud dalam huruf ¢ dan humf dj,
serta telanhan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan
kerjn menentukan apakah Kejoksaan akon mengajukan
permohonan sebagalmana dimaksud dalam haruf a).
Permohonon sebagaimana dimaksud dalam huruf a)
disjulcan kepada Pengadilan Negeri vang di daerah
hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal.
Apabila anak belum dewnsa tidak mempunyal tempat
tinggal di Indonesia atau tempat tinggalnya tdak
diketnhui, maka permohonan diajukan kepada
Pengadilan Negerl di tempat tinggalnya yang terakhir di
Indonesia.

Jika tempat tinggal anak belum dewasa sebagaimana
dimaksud dalam huruf fj dan huruf g) tidak diketahul,



permohonan  disjukan  kepoda Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat.

%) Permohonan Pemecatan Seorang Wall dari Anak yang

Belum Dewnaa

a) Joksa Pengacara Negara mengajukan permohonan
pemecatan secorang wall darl annk vang belum dewasa
baik terhadap semua anok atou seornng anok atoo
lebth yang bernaung di bawah satu perwallan (wde
Pasal 380 dan Pasal 381 KUHPerdata),

b} Permohonan pemecatnn seomng wali sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) dilakukan untuk kepentingan
anak yang secara mutlak menghendakinyn.

¢ Permohonon pemecainn seorang wall sebagaimann
dimaksud dalam huruf a) dilakukan terhadap wali
yang
(1) berkelakuan buruk;

2] delam menunalkan persalian  menunjukkan
ketidakeakapan mereka, menyalahgunakan
kekuasann, atau mengabaikan kewajiban mereka;

{3) dipecat dari perwalian lain menurut angka (1) dan
angka (2) dalam horaf inl atau telah dibebaskan
dar kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud
dalam angka 3] huruf c) angka (1) dan angka {2);

(4] berada dalam keadann paiit;

i3 wuntuk did sendiri atau yang ayahnya, ibunya, istri,
suami atau anak-anoknya  berperkama  di
pengodiian melaowan onak belum dewasa dalam
hal yang melibatkan kedudukan, harta kekayann
atou sebagian besar harta kekayaan anak belum
dewasa;

(6) dipidana dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh  Jeebuatan hukum  tetap, karena
dengan sengaja melalkukan percobaan, tunit serta,
atauy membantu melakukan kejahatan terhadap
nnak belum dewnsn yang ada dalam leluasann
mereka:
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{7) dipidana dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh  kekustan  hulum  tetap  karena
melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam
Bab X1, XIV, XV, XV1, XIX dan XX Bulu Kedua
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang
dilakukan terhadap anak belum dewasa yang ada
dalam kekuasaan mereka;

{8) mendapat hukuman badan yang tdak dapat
diubah lagi selamn dua tahun atau lebih. Bapak
dan ibu tidak boleh dipecat, bailk karena hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam angka {4) dan angka
5), maupun kareno tidak cakap.

Selnin kejahatan sebagnimana dimaksud dalam huwrof

c) angka (7), permohonan pemecatan juga dapat

dilnkukan terhadap wali yang dipidana dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan percobaan, melakukan, turut
serta atau membantu melakukan tindak pldana yang
dilakukan terhadap anak yang belum dewnsa yvang
diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Dalam hal wali berupa suatu perkumpulan, yayasan
atau lembaga sosinl, permohonan pemecatan wall
dapat dinjukan atas dasar alasan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf o) angka (2), angka (3}, angka
(#), angka {5) dan/atau huruf d).

Selain alanan sebagaimona dimoaksud dalam haruf e),
permohonan pemecatan wall terhadap perkumpulan,
yoyasan otau lembaga sosial juga dapat disjulkan
apabila pemberitabuan tertulis sebagaimana diatur
dalam Pasal 365a alinea kedua KUHPerdata
dilalalkannyn atau apabila kunjungan yang diatur di
dalamnya dihalang-halanginya,

Informasi mengenal wall yang akan dimohonkan
pemecatnn sebagaimona dimaksud dalam huruf a),
diperoleh dari instansi terkalt, masyarakat, dan/atau
internal Kejaksaan,
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Jaksa Pengocars Negnra berkoordinasi dengan bidang
telkmis danfaton instans! terkait yang berwenang.
Berdasarkan  informasi dan  hasil  koordinasi
scbagaimana dimaksud dalam huruf g} dan buruf h),
serta telaahan Jaksa Pengacara Negama, kepala satuan
kerjn menentukan apakah Kejuksaan akan mengajukan
permohonan pemecatan wall sebognimana dimaksud
dalam huruf aj.

Permohonan pemecatan wall sebagnimann dimaksud
dalam bumnaf a) diajukan kepada Pengadilan Negeri di
tempat tinggal wall yang dimintakan pemecatan atau
kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang
terakhir

Dalam hal permohonan pemecatan wall sebagnimann
dimaksud dalam huruf a) disjukan kepada ayah atan
itbu yang diangkst menjadi wali setelah adanyn
perceralan, permohonan  pemecatan wall diajukan
kepada Pengadilan Negerd yang mengadili gugotan
perceralan.

6} Permohonan Pengangkatan Pengurus  Pengganti  Jika
Pengurus Waris Meninggal Dunio.

a)

<)

Jaksa Pengacara Negarn aktf mengumpulkan data
melalil Internal Kejaksaan serta plhak eksternal yaitu
instansi terkall dan masynrakat,

Permohonan  pengangkatan  pengurus  penggantl
diajukan kepada Pengadilon Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat  kedudukan hukum  ahdi
waris,

Tata cara pengajuan permohonon dilakukan sesunl
dengan ketentuan hukum acara yang berdaku.

d. Penasnganan Penegakan Hukum Heperdataan Lainnya
1} Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar.

Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan
pembatalan merek terdaftar (vide Pasal 76 ayat (1) jo
Paszal 20 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis
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schagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

11 Tabhun 2020 tentang Cipia Kerja] apabila merek:

(1) bertentangan dengan ideologi negara, permturan
perundang-undangan, moralitas, agaman,
kesusilaan, atau ketertiban umim;

{2) sama dengan, berkaltan dengan, atau hanya
menyebut barang don/fatou jasa yang dimohonkan
pendaftarannya,

(3) memuat wunsur yang dapat menyesatkan
masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran,
macam, fujuan penggunaan bamng danfatau jasa
yang  dimohonkan  pendaftarannya  atau
merupakan nama  varieins tanaman yang
dilindungi untuk barang danfatau jnsa yang
sejenis;

{4) memuat keternngan yang tidak sesual dengmn
kualitus, manfanst, atmu khasint dari barang
dan fatau jasa vang diprodulesi;

(3) tidak memiliki daya pembeda;

(6) merupakan nama umum dan/atau lambang milik

WML

mengandung bentuk yang bersifat fungsional;

apabila merek tersebut mempunynl persamoann
pada pokoknya atau keselunthannya dengan:

fn) merek terdaftar millk plhak lain  atau
dimohonkan lebih dahula oleh pihak lain
unfuk barang dan/atau jasa sejenis;

(b} merek terkenal miltk pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis;

{c} merek terkenal milik pibak lain untuk barang
dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhl
persyaratan tertentu; atau

{d} indikasi geografis terdaftar,

(9) merupakan atau menyerupal nama atau singkatan
nama orang terienal, foto, atan nama badan
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas
persetijuan tertulis dari vang berhalk;

3



b)

(10} merupakan tiruan atau menyerupal nama atou
singkatan nama, bendern, lambang atau simbaol
atou emblem suatu negara, atau lembaga nasional
maupun internasional, kecuall atas persetujuan
tertulls dari pthak yang berwenang;

{11} merupakan tinuan atau menyerupal tandn atau
cap atau stempel resmi yang digunokan oleh
negara atou lembaga pemerintah, kecuall atas
persetujuan tertulls darl plhak vang berwenang;
cion f ntoy

(12} Jika disjukan oleh pemobon yang beriktikad tidak
batle.

Informasi teniang adanya mereck terdafiar yang dapai

disjukan gugatan pembatalan scbagaimana dimaksud

dalam huruf a) diperoleh dari  instansi  terkait,
masyarakat, atau dar internal Kejaksann.

Jaksa Pengoacarn Negara berkoordinasl dengan bidang

teknis dan fatau instansl terkait yang berwenang.

Berdasarkan informasi dan  hasil  koordinasi

sebagalmana dimaksud dalam huraf b} dan buraf ¢,

sertn telonhan Joksa Pengacam Negoma, pimpinan
satuan kerfa menentukan apakah Kejonksaan akan
mengajukan gugatan pembatalan merek terdafiar

sebagaimana dimalosud dalam huruf a).

Gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana

dimaksud dalam huruf o) diajukan kepada Pengadilan

Niaga di deerah hukum tempat tinggal atou domisili

tergugat atau kepadn Pengadilan Niags Jakarta Pusat

apabils tergugat bertempat tinggal di luar wilayah

Negama Kesatuan Republik Indonesia.

Gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan dalam

Jangkn waktu 5 (Hma) tahun sejak tanggal pendaftaran

merek, kecuall jika terdapat unsur tktikad tidak balk

danfatau merek vang bersangkutan bertentangan
dengan ideologl negara, peraturan perundang-
undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban
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umum maka gugatan pembatalan dapat disjukan tanpa
batas waktu.
2} Gugatan Penghapusan Paten
a) Jaksa Pengacara Neparn mengajukan gugntan
penghapusan paten jika:

1

2

pemberian lisensi-wajlb ternyata tidak mampu
mencegah  berlangmungnya  pelaksanaan  paten
dalam bentuk dan cam  yang merugikan
kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dus)
tnhun sejak tanggal pembertan lisensi-wajib yvang
bersangkutan atau  sejak  tanggal pemberian

Haensi-wajib  pertama dalam hal diberikan

beberapa lisensi-wajib;

pelaksanaan  paten tidak dilalsanakan  di

Indonesin yang pelaksanaannya sebagnd beribast:

o) pelaksanaan paten-produk yang meliputi
membuat, mengimpor, atau melisensikan
produk yang diberl paten;

(bl pelaksanaan paten-proses yang meliputi
membuat, melisensikan, atau mengimpor
produk wvang dihasilkan dar proses yang
diberi paten; atau

¢} pelaksannan paten-metode, sistem, dan
penggunaan  yang  meliputi  membuat,
mengimpor, atau melisensikan produk yang
dihasilkan darl metode, alstem, dan
penggunann yang diberi paten.

(vide Pasal 132 ayat (4) jo. Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja),

bl Informasi tentang adanya paten yang dapat diajukan
gugatan penghapusan sebagnimana dimaksud dalam
huruf ), diperoleh danl Instansi terkalt, masvarakat,
dan/atau dar internal Kejaksann.

c} Jaksa Pengacara Negara berkoordinast dengan bidang
teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.
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Berdnsarkan  informasi dan  hasil  koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan huruf cj,
sertn telnshan Jaksa Pengacara Negara, pimpinan
satunn kerja menentukan apakah Kejaksaan akan
mengajukan gugatan penghapusan paten sebagaimana
dimaksud dalam huruf a).

Gugatan penghapusan paten terhadap pemegang paten
atau  pencrima  lsensi-wajib  diajukan  kepada
Pengadilan Niaga dl daerah hukum tempat tinggal atau
domisili tergugat.

BAR IV
BANTUAN HUKUM

1.  Wewenang Jaksa Pengacarn Negam
Joksa Pengacara Negara memberikan lavanan Bantuan Hukum
kepadn Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagal kuasa
hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus:
a. di bidang perdata:
secara Nonlitigasi sebagni:

(a)
(b

pemohon atau termohon dalam Arbitrase; atau
pihak dalam negosiasi.

secara Litigasi sebhogal:

()

by

fe)

penggugat, penggugat intervensi, pemohon, pelawan,
pembantah;

tergugatl, tergugat intervensl, termohon. terlawan,
terbantah;

turut tergugat, turut termohon, tunat terlawan, toruat
terbantah

b. di bidang tata usaha negara sebagal:

tergugat, tergugat intervensi, termohon, terfawan di
peradilan tata usaha negara;

2) pemohon yang mewakill pemerintah dalam perkara
permohonan  Pembubaran Partai  Politik di Mahkamoh
Konstitusi;
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3] pemberi keterangan atau plhak terkait dalam perkara
Pengufian Undang-Undang di Mahkamah Konstiiusi;

4} termohon dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung;
ata

5} termohon dalam sengketn PHPU dan senglketa PHPEADA dl
Mahkamah Konstimasi.

Prinsip Layanan Banhian Hukum

Keglatan dan haall keglatan Bantuan Hukum Jaksa Pengacara
Negarn memilild implikasi publik yvang luas bagl kepentingan citra
dan persepsi publik, sehingga periu dilaksanakan berdasarkan
prinsip sebagnl berikut!
a.  Profesional

Jaksa Pengacara Negama menjalankan kegiatan Bantuan Hukum

terbatas selaku kussn hukum sesuni perincian wewenang yang

ditentukan dalam Surat KEuasa Khusus, tidak mengambil alih
tugas daon wewenang pemberi kunsa, melaporkan rencana
kegiatan termasuk kekuntan astaupun kelemahan pembuktian,
hingga perkembangan hasil kegiatan kepada pemberi kuasa.

b. Optimal Berkunlitns

Joksa Pengacarn Negarn yvang ditugnskan harmus mempunyai

kompetensi terkait hukum materiel dan formal di bidang perdata

atau tata usaha negara, yang diperlukan untuk penanganan
perkara. Jika dipandang perfu dapat didukung supervisi darf

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan

mempertimbangkan hasil keglatan Bantuan Hukum yang

pernah dibuat mengenal masalah yang samn.
c. Berintegritas

Jaksa Pengacara Negara menghindari segala bentuk pelangparan

hukum dan etika dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum
Pengendalian dan Koordinasi

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hulum Nonlitignsi dan
Litigasi, Jaksa Pengacarn Negam dalam merumuskan dasar
diajukannya gugatan, permohonan, jawnban, tanggapan atau dalam
melaksanakan negosiasi, melakukan koordinasi dengan Negara atau
Pemerintah selaku pemberi kuasa guna mendukung pembukiian dan
keberhasilan penanganan atau penyelesaian senghketa.
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Joksa Pengacarn Negara dalam menanganl perkara tidak dapat
memilih hanya menangoni perkamm yang memilikl  tngkat
keberhasilan tinggl ataupun menolak perkamn vang berdasarkan
analisis kemungkinan besar akan dikalahkan. Jaksa Pengacara
Negara wajib melakukan upaya optimal bagi keberhasilan terbaik
pada setinp perkanra, menanganinya secara profesionnl sesunl norma
dan ketentuan bukom yang berlaku, dengan mengedepankan
integritas.

Dalam  penyelenggarann  pengendalian  dan  koordinas)
pelaksannan kegintan Bantuan Hukum, balk secara Nomiitigasi
matpun Litigasl, Jaksa Pengacara Negam setelah menerima Surat
Kuasa Khusus wajlb mempelajari dan mendeteksl ada atau tidak
adanya indiknsi perbuntan pidann di dalamnya don keterkaitan
dengan perkam pidana balk yang sedang ditangani atau mungkin
ditangani di kemudian harl, antara lain dengan:

a.  Melokukan koordinasi dan konfirmasi dengan bidang teknis dan
instansi terkait lainnya.

b. Koordinasi sebagaimona dimoksud dalam huruf a, untuk
kegiatan pemulihan keuangnn negam secara Litigasi dilakukan
atas persetufuan pemberi kuasa. Apabila diperlukan pelacakan
aset  darit calon tergugnt/termohon untuk pengajuan  sita
jaminan (conservatoir beslog), dilakukan koordinast dengan
bidang intelijen, pusat pemulthan aset (PPA), bidang teknis,
dan/atau instansi terkait lninnya.

c. Koordinasi sebagnimana dimaksud dalam huruf & dan hurf b
dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tign pulub) hard
kerjn.

d. Penyusunan gugatan, jawaban atau tanggapan berikut
persiaspan rencana  pembuktinn dilaksanakan dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) har kerja setelah jangkn wakiu
sebagaimana dimaksud dalam huraf e

e.  Melokukan koordinssi denpan  pemberi  ussa untuk
penyusunan rencana strategl penanganan perkara dan konsep
gugatan, permohonan, perlawanan, keterangan, Jawaban, atau
tanggapan yang hestlnya dibuat dan disampaikan secara tertulis
dan bersifat mhasia dari kepala satuan kerjo pelaksana kepada
permberi kunsda, dengan tembusan kepada kepaln satuan ketja
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setingkal di atasnya yang dilakukan dolam wakiu paling lama 7
(majuh) hari kerja setelah jongka waktu sebagaimana dimalesud
dalam huraf d.

£ Pengajunn gugatan, permohonan atau perlawanan yang salah
satu daernh hukum domisili tergugat, termohon atu terlawan
berada di luar daerah hukum satuan kerja Kejoksaan Negeri
don/atau  Kejoksann Tinggl, penanganannya dilaksanakan
secara bersama-sama oleh Jaksa Pengacarn Negarn Kejaksaan

Negerl dan fatau Kejaksaan Tinggl sesual daerah hukum domisill

tergugni don  Jaksa Pengoacara Negarn  Kejaksann Negeri

dan/atau  Kejaksaan Tinggl yang berinislasi mengajukan
gugatan, berdasarkan Surat Kussa Khusus dari Kepala

Kejaksaan Negeri dan /otau Kejaksann Tinggl inistator.

g Administrasi dan register Bantuan Huloum dilaksanakan:

I} HKejoksaan Negeri danfatau Kejaksnan Tinggl yang
berinistasi selaku pemberi kuasa; dan

2) Hejaksann Neger danfatau Kejaksann Tinggl tempat daerah
hukum domisili tergugat selaku penerima kuasa

dengan memberikan catatan dalam kolom keterangan.

4. Administras
Pengadministrasian kegiatan Bantuan Huloum pada:
a. i bidang perdata:

1) Kejoksaan Apgung dilakukan oleh Direktorat Perdata c.q.
Sub Direktorat Bantuon Hukum Penyelamatan, Sub
Direktorat Bantuan Hulkum Pemulthan, Sub Direktorat
Arbitrase;

2] Kejuksann Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negarn c.q. Seksl Perdata;

3) Kejoksann Negeri dilakukan oleh Seksl Perdata dan Tata
Usaha Negara;

4] Cabang Kejaksann dilnkukan oleh Sub Seksi Intelijen,
Perdata dan Tatn Usaha Negara.

b.  Di bidang tata usaha negam:

1) EKejaksaan Agung dilakukan oleh Direktorat Tata Usaha
Negara c.q. Sub Direktorat Bantuan Hulum Tata Usahn
Negara, Sub Direktorat Uji Materiil;
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L

4)

Kejaksaan Tinggl dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata
dan Tala Usaha Negara c.q;, Seknl Tain Usaha Negara;

Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksl Perdata dan Tata
Usaha Negara;

Cabang Kejaksaan dilakukan oleh Sub Seksi Intelijen,
Perdata dan Tata Usaha Negam.

c. Perkembangan dan hasil kegiatnn Bantuan Huloum dilaporkan
kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negorn secara berjenjang.

d. Kegininn Bantuan Hukum berpedoman pada adminisirosi
perkara perdata dan tata usaha negam,

B. Mekanisme

1. Persiapan
a.  Umum
Persiapan umum dilakukan dengan ketentuan sebagai berilut;

)

Terhodap setiap permohonan Bantuan Hukum, Jaksa

Pengacara Negara yang ditunjuk oleh pilmpinan walib

membunt telaahan yang memuat analisis hukum yang

cermat dan lengkap untuk:

a) menentukon apakah termasuk lingkup tugas dan
kewenangan bidang perdata dan tata usaha negam;

bl mengantisipasi adanya benturan kepentingan [conflict
of mterest) dengon bidang lain; dan

¢ menganalisis Strengths, Weakness, Opportunities, and
Threats (SWOT) terhadap perkara tersebut;

sesuni dengan formulir administrasi perkara perdata dan

tata usaha negam.

Analisis Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats

(SWOT) sebagaimana dimalsud dalam angka 1) huruf o

berisi analisis teknls yvuridis perkara, darl aspek ketentuan

perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi

atau putusan peradilan terkait yang dapat menggambarkan

kemungkinan keberhasilan dan potensi kelemahan dan

langkah-langkah hukum yvang dapat dilakukan, termasulc

keewenangan Kejaksaan untuk melakukan Bantuan Hulom.



3

4

o)

-55-

Permohonan Bantuan Hukum darl Negara atau Pemerintah
dapat diterima, kecuall Bantuan Hulkum terkait perbuatan
pldana atau perbuntan pribadl

Apabila dari hasil telanhan sebagaimann dimaksud dalam
angka 1} disimpulkan babwa dapat diberikan Bantuan
Hukum, selanjutnya Jaksa Pengncara Negara melakukan
Bantuan Hukum sesual prosedur yang beriakw

Dalkim hal Bantuan Hukum terhadop Permasalahan
Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, pimpinan
satuan kerjn yong akan melaksanakan Bantuan Hukum
wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan
Tata Usaha Negara secara berjenjang.

Kepala satuan kerja menentukan kebutuhan untuk

dilakukan ekspose perkara secarm berjenjang gunn
menentukan langkah dalom proses Bantuan Hukum.

Surat Kuasa Khusus
1) Mewakill Negara atau Pemerintah

o) Jaksa Pengocara Negars mewakill Negara atau
Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk
menanganl permasalaban hukum di bidang perdata
dan tatn usaha negara.

b} Permohonan Bantuan Hukum disampaikan secara
tertulis dengan melampirkan:

{1} Surat Kunsa Khusus dengan hak substitusi dari
Negarn atau Pemerintah kepada Kejaksaan sesual
dengan  kesetarnan  dalam  jabatan dan
pelaksannannya disesuatkan dengan
permasalahan dan tingkat kesulitannya.

{2 dokumen, antara laln gugatan atau permohanan
atau perlawanan, keputusan tata usaha negam
yang menjadl objek sengketa, surat-surat, akta-
akta, pemturan perundang-undangan dan/atau
dokumen lainnya yang terkait materi perkara.

¢/ HKesetarnan pemberian Surst Hussa Khusus dengan
hak substitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b)

angka (1):
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1) Jaksa Agung menerima Surat Kussa Khusus
dengan hak substitusl dari  Presiden, Wakil
Presiden, menteri atau pejabal negara setinghkat
mienteri selaku pemberi kuasa.

(2) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
MNegarn menerima Surnt Kuasa Khusus dengan
hak substitusi dari kepala badan, direktur atama
badan usaha milik negara. pejabat eselon | di
pusat dan/atau yang setarn selaku pembert
kuasa.

(3) Kepala Kejaksaan Tinggl menerima Surat Kuasa
Khusus dengan hok substitusi darl pejabat di
daerah yang seciara dengan Kepaln Kejoksann
Tinggl selaku pemberi kunsa,

4] Kepala Kéjaksaan Negeri menerima Surat Kuasa
Khusus dengan hnk substitusi dari pejabat di
daerah yang setora dengan Kepala Kejaksann
Negerl selaku pember] kunsa.

(5) Kepala Cabang Kejaknaan Negeri menerima Surat
Kuasa Khusus dengan hak substitusi darl pejabat
di doerah yong setarn dengan Kepala Cobang
Kejaksaan Negeri selaku pemberd kuasa,

Penerbitan Surat Kunsa Substitusi dilaloukean oleh:

{1} Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Perdata dan
Tatn Usaha Negara kepada Jaksa Pengacam
Negara pada Kejaksann Agung, Kejaksaan Tinggl,
Kejoksann Negerl, danfatou Cabang Kejoksaon
Negeri.

{2] Kepala Kejaksann Tinggl kepada Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan Negeri,
dan/atau Cabang Kejaksaan Negerl setempat.

3] Kepala Kejaksaan Negerl kepada Jaksa Pengacarn
Negara pada Kejaksaan Negeri dan/atau Cabang
Kejaksaan Negerl setempat.

(4] Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Jaksa
Pengacara Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri
setempat.
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Burat Kuasa Subtifusi berlsku sesual ruang lingkup
dan waktu vang tercanium dalam klausul Surat Kuasa
Khusus, kecunli ditentukan lain  berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Apabila diperlukan, penerbitan Surat Kuasa Substitusi
dapat dilengkapl dengan surat perintah darl plmplnan
satuan kerjn

2) Mewankill Internal Kejaksaan

u)

Pelaksanann

Bidang perdata dan tata usaha negara dapat mewalkill

internal Kejoksaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

dalam penanganan di bidang perdata dan tata usaha
negarm

Penerbitan Surat Kuasa Khusus dilakukan oleh:

(1) Jakss Agung kepada Jaksa Pengacara Negar
puds Kejaksaan Apgung, Keojaksann Tinggl,
Kejaksaan Negerl, dan/atau Cabang Kejaksaan
Negerl secarn berjenjang dalam hal penggugat
atau tergugat adalah Kejaksann Agung.

{1 Pejabat struktural atau Joksa pada Kejaknaan
Agung kepada Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksann Agung.

{3 Ketentuan sehagaimana dimaksud dalam butir (1)
dan butir {2) secarn mulatis mutandis berlnku juga
untuk Kejaksaan Tinggl, Kejoksaan Negerl, dan
Cabang Kejaksaan Negeri,

Ketentunn dalam hurif b) berlaku  juga dalam

pemberian  Surat  Kuasa Khusus kepadn  Jalosa

Pengacarn  Negaora  untuk  menanganl  perkam

Nonlitignsi

a. Penyelesalnn Perkara di Luar Pengadilan (Nonlitigasi
1) Pada prinsipnya setiap perkarn di  bidang perdata
diutamakan untuk diselesalkan di luar pengadilan,

2} Tahap persiapan:

a)

Jaksa Pengacara Negara melakssnakan  tugas
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa



Bubstitusi sesual dengan administrasl perkara perdatn

dan tata usaha negara.

bj Jaksa Pengacarn Negara melakukan pengumpulan
data dan informasi dar pemberi kuasa dan /atau pihak
terkalt lainmya.

c¢) Jaksa Pengacara Negara harus mengunsal materi yang
mencakup kasus posisl, alat bukti yang diperlukan
dan hal lain yang relevan,

d) Berkoordinnsi dan/atau meminta pendapat  ahli,
mengundang shli ateu meminta pendapat  resmi
lembaga atau badan yang secara khusus menguasal
nspek teknls pemasalahan tertentu yang dimintakan
Bantunn Hukum atas perseiujuan dan biaya pemberi
kunsn,

3) Tahop Pelaksanaan

aj Jaksa Pengacara Negamm melakukan komunikasi
dengan plhak lawan berperkara balk secara non formal
moupun secara formal dengan mengundang plhak
lawan untuk melakokan negosiasi, bila  perlu
mengikutseriakan plhak pemberi kuasa.

b} Setiap tndakan Jaksa Pengacarn Negnra dalam
melakukan negosiasi harus dikoordinasikan dengan
pemberl kunsa serta hasilnya dilaporkan kepada
pimpinan  dan disampaikon kepada pemberi kuonsa
sesual dengnn administrasl perkara perdata dan tata
usaha negara.

¢ Dalam pelnksanann negosiani Jaksa Pengocara Negarn
berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata dan wajib
memahaml ruang lngkup keuangan negara dan
kekoyaan negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan balk sebagal kekayasn negara yang
dipisahkan maupun seboagal kekayasn negarn yang
tidak diptsahkan guna:

(1) memshami adanya suatu keruglan keuangan
negara yang telah ada maupun yang berpotensi
diakibatkan oleh suatu permasalahan yang
diajukan pemohon; dan
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12 menghindari adanya legitimasl melalul mekanisme
keperdatoan dan/fatau administrnsl atss suam
perbuatan tindok pidana korupsi.

d] Apabils dalam negosinsl sebagaimana dimaksud dalam
huraf a) dicapal kesepakatan perdamaian maka
kesepakatan dituangkan dalam:

(1) kesepokatan perdamaian yang ditendatangoni
para pthak dalam bentuk akta notaris;

(2) okta yang ditandatangani para pihak dan saksl
yang dilegalisasikan padn notaris; atau

(3] kesepakatan yang ditandatangan! pam pihak dan
saksi

ynng disesuaikon dengnn bobot perkara.

¢/ Dalam hal kesepakatan perdamalan sebaganimann
dimaksud dalam huraf d) dilngkar [wanprestasi),
pemberi kuasa dapat memberikan Surat Kuasa
Khusus baru kepada Jaksa Pengacara Negara untuk
merealisanikan kesepakatan perdamalan yang telah
disekapati

fj  Apabila negosins| sehagaimana dimaksud dalam hurufl
n) tidak tercapal kesepakatan perdamaion, Jaksa
Pengacarn Negara wajlb membuat laporan kepada
pimpinan untuk selanjutnya pimpinan meneruskan
kepadn pemberi kunsa dengan saran  bahwa
penyelesalon perkara dapat dilakukan melalul Litigasi,

gl Penanganan perkara Nonlitignsi dinyatakan selesal
dengan odanya kesepakatan para pihak moopun
sepakat untuk tidak menempuh perdamalan,

hj Atas waktu penyelesalan perkara secara Nonlitigasi
berpedoman pada standar operasional  prosedur
penanganan perkara perdata dan tata usaha negara,

b. Penyelesalon Perkara Melalui Pengadilan (Litigaesi)
1) Tahap Persiapan

a) Sebagai Penggugat
{1} Jaksa Pengacara Negara melaksanakan ugas

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Sumt
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(5)

16)

(&)
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Kuasa Substifusl sesual dengan administrasi

perkara perdata dan tata usaha negara,

Joksa Pengocaran Negara wajlb  menguasal

peraturan  perundang-undangan yang berkaitan

dan pendalaman materi  perkarm  termasuk

mempersiapkan alat buktl yvang diperlukan.

Melakukan koordinasi dan disiusi  dengan

pemberi  kuasa dalam rangka penyusunan

gugntan dan alat bulkti.

Berkoordinasi dan/atau meminta pendapat ahli,

mengundang ahli atau meminta pendapat resmi

lembaga atau badan yang secara khusus

menguasal nspek teknis pemoasalahan  terteniu

yang dimintakan Bantuan Hukum atas

persetujunn dan binya pemberi kuasa.

Gugatan paling sedikdt menmmaat;

(n) identitas para pthak;

{b) dalil-dalil konkrel atou dasar serts alasan
dor mntutan (fundementum petendd;

fej hubungan hukum antarm tergugat dan
penggugat; dan

(dj tuntutan atau petitum,

Surat pugatan harus memenuhl  ketentuan

peraturan  perundang-undangan  tentang  ben

meteral,

Jaksn Pengacara Negara dapat melnkukan

ekaspose di hadapan pimpinan dan pemberi kunsa

ugar diperoleh masukan dan petunjuk terhadap

konsep gugatan.

Jaksa Pengacarn Negara mendaftarkan  surat

gugatan kepadn Ketua Pengadilan  melahul

kepaniteraan.

Pada waktu memasukkan gugatan, penggugnt

mendaftarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat

Kunsa Substitusi serta membayar biaya

pendaftaran gugatan,
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[10} Jaksa Pengocara Negara melaporkan secarn

fertulis  setlap tnhapan |kegiatan persiapan

penanganan perkara  kepada pimpinan  sesual
dengan ketentuan administrasi perkara perdata

dan tata usaha negara.

(11} Eetentuan sebagnimans dimaksud dalam angka

(1) sampal dengan angka (10) secara mutatis-
mutandis berlaku dalam  hal Kejaksaan
berkedudukan sebagal pemohon, pelawan atau
pembantah dalam perkarn di bidang perdata dan
tata usaha negara.

Sebagal Tergugat

(RY

(2

(@)

(4)

(5)

Joksa Pengocarm Negara melaksanakan tugas
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat
Kuasa Substitusi, sesusl dengnn administrasi
perkara perdata dan tata usaha negara,

Jaksa Pengocara Negara wajib  menguasal
peraturan perundang-undangan yang terkait dan
mendalami materd perkara dengan mempelajari
gugatan secarn seksama, termasuk
mengumpulkan dan mempersiapkan alat bukt
untuk membantah dalil penggugnt.

Jakaa Pengncara Negara melokukan koordinasi
dan diskusi dengan pemberi kunsa untuk
menyusun eksepsi dan  jawaban.  Apabila
diperiukan dapat menarlk pihak ketiga atau orang
lain sebagai tergugnt (vrijwaring), menyusun
gugatan rekonvensl, dan mempersiapkan alat
bukti sesunl dengan ketentuan hulum acara yang
berlalou.

Jaksa Pengacara Negara doapat melakukan
ekspose di hadopan pimpinan dan pemberi kuasa
agar diperoleh masukan dan petunjuk terhadap
Jaksa Pengncarn Negorn melaporkan secarn
tertulis  setiap tshapan keglatan persiapan
penangan perkara kepada pimpinan sesual
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dengan ketentuan asdministrasi perkara perdata

dan tata usaha negara.

{0} HKetentuan sebagaimann dimalksud dalum butir (1)
sampal dengun butir |35) secarn mutatis-mutandis
berlaku dalam hal Kejaksasn berkedudulkan
sebagal termohon, terlawan atau terbantah dalam
perimra di bidang perdata dan tata usaha negara,
sebagal pemberit keterangan ataw pilhak yang
terkalt dalam perkara Penguflan Undang-Undang
di Mahkamah Konstitusi dan sebagai termohon
dalam perkara Pengujlan Peraturan Perundang-
undangan di Bawah Undang-Undang di
Mahkamah Agung serta sebagal termohon dalam
senghketa. PHPU dan sengketa PHPKADA di
Mahkamah Konstitusi.

¢) Sebagai Pihak Intervensi (Interveniens
Jaksa Pengacara Negarn melaksanakan tugas
berdasarkan Surat Kunsa Khusus dapat bertindak
mewnkili Negara atau Pemerintah sebagal pihak
intervenal (fntervenienf) untuk masuk sebagal salab
satu pihak moaupun mewakili kepentingannys sendiri
dalam perkara perdata di pengadilan maupun di forum
Arbltrase dan dalam perkam tata usaha negara.
2] Tahap Persidangan
a) Persidangan Perkara Perdata

{1) Jaksa Pengacarn Negaran selaku penerima kuasa
berdasarkan Surat Kuooasa Khusus  sebagai
penggugat muupun sebagal tergugat harus hadir
pada  setiap persidangan dengan berpedoman
pada hukum acarmm perdata yang pada pokoknya
sebagal berfkut:

{a) Apabila penggugat stau kunsanya tidak hadir
menghadap df Pengadilan Negerl secama
berturut-turut sebanyvak 3 (tiga) kall tanpa
disertal alasan wyang sah don tdak
mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun
sudah dipanggil secara patut dan sah serta
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telah diberikan peringntan pada panggilan
ternlchir (ketign) maka sumi gugniannya
dinyatakan gugur dan penggugnt dihukum
membayar blaya perkara.

Apabiln tergugat atou kuasanya tidak hadir
menghadap di Pengadilan Negeri secara
bertunut-turat sebanynk 3 (tiga) kali tanpa
disertal alasan yang sah dan tidak
mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun
sudah dipanggil secara sah dan patut sertn
telah dibertkan peringntan pada panggilan
terakhir (ketiga) maka gupaton diputus
secnm versiek

Pada sidang pertama majelis hakim memberi
kesempatan bagi para plhak  untuk
melakukan Medlasi yang  dipimpin  oleh
mediator yang disepakatl oleh pam plhak
atoupun mediator yang ditunjuk oleh majells
hakim apabila para pihak tidak memunjuk
mediator.

Dalam melakukan Mediasi di pengadilan,
Jaksa Pengacara Negara harus berkoordinasi
dengan pemberd kunsa terkalt materi
perdamainn.

Dalam hal para pthak mencapal kesepakatan
atns sebaplan darl seluruh objek perkara
atau untuinn hukum, medintor
menyampaikan kesepakatan perdamaian atas
sebagian tersebut kepada hakim pemeriksa
perkarn sebagai lampimn lapormn mediator,
Hakim pemeriksa perkara melanjutkan
pemeriksnan terhadnp objek perkara atau
tuntutan hukum yang belum berhasil
disepakati oleh para plhak.

Dalam hal Mediasi mencapal kesepakntan
sebagian ntas objek perkama atau tuntutan
hukum, hakim pemeriksa perkara wajib
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memuat kesepakstan perdamninn atas
sebagian tersebut dalam pertimbangan dan
amar putusan.
Kesepakntan perdamalan stas  sebagion
sebogaimana dimaksud dalam hurdd (g}
berlaku padn perdamalsn sukarela tahap
pemerikanan perkara dan tingkat banding,
kasasi, atou peninjauan kemball
Teérhadap perkarn yang telah diselesalkan
dengnn kesepakaian perdamajon dalam
bentuk akta perdamalan  tidak  dapat
dilakukan banding, kasasi, atau peninjauan
kembali.
Apabila di dalam proses Meding! tidak
tercapal  kesepakatan maka — mediator
mengembalikan  perkara  kepada  majelis
hakim yang memeriksa perkara.
Majelis hakim memberi kesempatan kepada
penggugat untuk membacakan gugatan,
Terhadap gugatan secbagaimana dimaksud
dalam huruf (kj, tergugat diberi kesempatan
untuk memberi  jawnban di  muka
persidangan secam lisan maupun tertulls.
Tergugat  dapat  mengajukan  ecksepsi
mengenal:
I.  kewenangan mengudili (eksepal
kompetensi absoluti; dan/atou
il. kewenangan terkalt wilayah pengadilan
feksepal kompetensi relatif).
Terhadap ekseps| sebagnimana dimnkesud
dalam huraf (m) diterima majelis hakim,
diterbitkan putugan sela sehingga
persidangnn perkara selesal.
Terthadap ekseps| sebagaimana dimaksud
dalam huruf |m) tdok diterima majelis
hakim, diterbitkan penetapan yang pada
intinya tidnk menerima eksepsl dan
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persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan
polkok perkara.

Apabila  diperfukan, tergugat  dalam
memberikan jowaban sebagaimans dimnksud
dolam huruf (I dapat disertal  dengan
pengajuan gugatan rekonvens! [gugnt baltk)
terhadop penggugat.

Terhadap jawaban tergugat sebagaimana
dimaksud dalam huruf (I}, penggugat diberi
kesempatan  unituk membert ianggapan

(replik).

Terhadap tanggapan (replik) sebagalmana
dimaksud dalam huruf (g). tergugat dapat
membertkan tanggapan (duplik).

Pelaksanann pembuktian dilakukan dengan
mengajukan alat buktl yang terdid atas
surnt, saksl danfatau ahli untuk
mempertahankan dalilnya mapun
membantah dalil pihak lawan.

Sebelum hakim memutus perkara, masing-
masing pihak diberi kesempatan untuk
menyampatkan kestmpulan,

Selama proses persidangan, pama pithak yang
berperkara  dapat  menempuh  upaya
perdamalan (vide Pasal 130 HIR dan 154 Rbg)
yang diperiuat dengan putusan hakim (acta
van dading.

Negara atau Pemerintah pemberi Surat Kunsa
Khusus harus dilkutsertdkan dalam proses
perdamainn sebogaimana  dimoksud dalam
huruf [u).

Apabila dalam suatu perdamatan terdapat
kekeliruan dalam menghitung, pthak yang
dirugikan dapat menuntut agar kekeliruan
tersebut  diperballd  [vide Pasal 1864
KUHPerdata),
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(x) Tata cara persidangan sebagal penggugat
atau tergugat dalam gugatan sederhana
berpedoman kepada Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesalan Gugatan Sederhana
sebagaimana  diubah dengan Peraturan
Mahknmah Agung Nomor 4 Tahun 2019
tentang  Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
teniang Tata Cara Penyelesainn Gugoian
Sederhana,

{¥] Tata cara persidangan sebagnl termohon
dalam pengajuan keberatan  terkndi
penetnpan bentuk dan/atau besarmya gantl
keruginn dalam perkara pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan
umum mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata
Carn Pengajuon Keberatan dan  Penitipan
Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam
Pengandonn Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum,

Ketentuan sebagaimans diatur dalam angka (1)
secara mutatis mutandis berlnku dalam hal Jaksa
Pengacara Negam bertindak selaku penerima
kuasa berdmsarkan Surat Kuasa Khusus balk
sehagai  pemobon,  pelawan.  pembantah,
termohon, terlnwan, terbantah atau  tunt
tergugat, turul termohon, turit terlawan, turut
terbantah

b. Persidangan di Arbltrase

i)

Ketentuan umum dan mekanisme |persiapan dan
pelaksanaan] dalam petunjuk dan pelaksanaan
Bantuan Hukum ini berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pemberian Bantuan Hulum di
Arbitrase Ad Hoc maupun Arbitrase Institusional
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dengan memperhatikan  ketentuan  terkalt
Arbitrase.

Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum  di
Arbitrase Institusional Nasional maupun Arbitrase
Institusional Internasional menyesuatkan dengan
hukum acara vang berlaku di forum Arbitrase
Institusional yang digunakan.

Pelaksanaan pemberan Bantuan Hukum dl
Arbitrase Ad Hoc berdasarkan kesepakatan para
pilhak  dengan  memperhatikan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Persidangan di Luar Negeri

Petunjuk dan pelaksanann dalam pemberiaon Bantuan
Hukum di pengndilan di luar negerdd menyesuatkan
dengan hukum acara yang berlaku di negara yang
bersangkutan.
Persidangan Perkora Tata Usaha Negara

(1)

Jaksa Pengacara Negars selaku penerima kuasa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagal
tergugatl harus hadir pads setiap persidangan
dengan berpedoman pada hulum acara tata
usaha negara, yang pada pokoknya sebagal
bertlat:
fa] OCugatan dinjukan dan diterima Kepaniterann
Pengadilan Tata Usaha Negara yang
ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negarn dengan melakukan Rapat
Permusyawaratan |Dismissal Process], apabila
diperfukan Ketua Pengodilan Tata Usaha
Negara memanggil parm pihak  guna
memeriksa gugatan dan menentukan apakah
gugainn memenuhl persyaratan formal untuk
diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negam.,
{b) Cugatan yvang tidak memenuhi persvaratan
formal sebagaimana dimaksud dalam hwmaf
) Ketun Pengadilan Tata Usaha Negars
menyvatakan gugatan tidak berdasar atau
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tidak diterima dengan suntu penetapan yang
dilengkapi dengan pertimbangan-
pertimbangan.

Terhadap penctapan Ketun Pengadilan Tata
Usaha Negarn sebagaimanna dimaksud dalam
huruf (b}, penggugat dapat mengajukan
perlowanan kepada pengodilan tata usaha
negara dalam tenggang waktu 14 (empat
belas) hari diucapkan.,

Terhadap perlawanan sebagnimana dimnksud
dalam huruf (€}, Jaksa Pengacara Negam
menyampaikan tanggapan dan pemeriksaan
perlawanan  tersebut  dilakukan  dengan
pemerik=ann acarn singhkat.

Dalam  hal periawanan  seboagaimana
dimaksud dalam buruf () dibeparkan oleh
majelis hakim maka penetapan ketua
pengadilan tnta usaha negara gugur demi
hulum dan pemeriksaan pokok perkam
dilanjutkan dengan menggunakan
pemeriksnan acarn biasa.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negama
menunjuk dan menetapkan majells halkim
untuk meinkukan pemeriksaan pendahuluan
terhadap materi gugatan yvang diajukan oleh
penggugat.

Dalam pemeriksann pendahubuan
sebagaimana  dimaksud dalam  huad  (f),
majelis hokim wajib member! nasehat kepada
penggugat untuk memperballd gugatan dan
melengkapinya dengan data yang diperbukan
dalam jangkn waktu 30 (tga puluh) hari.
Apabila diperlukan, majelis hakim dapat
memanggil tergugat untuk menjelaskan latar
belakang, tujuan, dan maksud diterbitkannya
objek sengketa.
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ih) Jaksa Pengacara Negarn dapat bersama-samn

dengan pemberi luasa  hadir dalam
pemeriksaan pendahuluan dan persidangan
pertama.
Apabila pengpugat atau kuasanya tidak hadir
di persidangan pada hari pertama dan pada
hari yang ditentukan dalam panggilan yang
kedua tanpa alasan yang  dapat
dipertanggungiawabkan, meskipun setlap
kali dipangpil secarn sah dan poiut maka
gugatan dinyatakan gugur.
Apablla tergugat stau kuasanya tidak hadir
di permidangan 2 jduna) kali berturni-turui
dan/atau tidak menanggepl gugntan tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
meskipun setinp kali telah dipanggil dengan
sah dan patut maka hakim ketus sidang
dengan surat penetapan meminta atasan
tergugat  memerintahkan  tergugat  hadir
dun /atau menanggapl gugatan.
Apabila setelah lewat woktu 2 jdua) bulan
sesudah dikirimkan dengan surat tercatat
sehagaimana dimoksud dalam huruf (j) tidak
diterimn berita balk dari atasan tergugat
maupun dard tergugat maka hakim ketua
sidang menetapkan hari sidang berikutnya
don  pemeriksaan sengietn  dilanjutian
menumit  acara  blasa  tanpa  hadirmya
tergugat.
Pemeriksoan  sengheta dimulal dengan
membacakan isi gugatan dan majelis hakim
memberilcan kesempatan kepada tergugat
untuk memberikan jawaban.
Dalam memberikan  jawaban, Jaksa
Pengneara Negara dapat mengnjuloan:
I ekseps! kewenangan mengadill (eksepst
kompetensl absalut);
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. eksepsi kewenangan terkait wilayah
pengadilan [eksepsi kompetensi relatif];
dan/atau

ili. eksepsi lninnya.
Terhadap eksepsi sebagaimana dimaksud
dalam huraf (m) butir | dapat diputus dalam
putusan sela atau putusan akhir,
Terhadap ecksepsl sebagaimana dimaksud
dolam huruf [m) butir il yang diterima oleh
majelis hakim, diterbitkan puiusan sela dan
perkara tersebut selesal, Dalam hal eksepsi
tidak diterima majelis hakim. diterbitkan
penetapan yang pada intinya udak menerima
cksepsl dan melanjutkan persidangan dengan
pemeriksnan pokok perkara.
Terhadap cksepsi sebagnimana dimaksud
dalam huruf (m] butir 1 diputus dalam
putusan akhir.
Terhadap jowaban tergugat sebagaimana
dimaksud dalam huruf (I}, penggugat diberi
kesempaton untuk memberi  tanggapan
(replik).
Terhadap tanggapan (replik) sebagaimana
dimaksud dalam huraf {(g). tergugat dapat
memberikan tanggapan (duplik).
Pelaksanann pembuktian dilalukan dengan
mengajukan alat bukti yang terdiri atas surat
atayu tulisan, ahll dan/atau saksl, dan/atag
bukti lain berupa Informasi elektronik atau
dokumen elektronik, sesuni dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan
untuk mempertahankan dalilnya maupun
membantah dalil pthak lawan.

Sebehim hakim memutus perkara masing-

masing pihak diberi kesempatan untuk

menyampatkan kesimpulan.
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fu) Sebelum penyampaian kesimpulan
sebagaimana dimaksud dalam huraf (1),
pthuk  ketign vang berkepentingan dapat
mengajukan permohon untuk masuk dalam
perkarn sebagai pihak intervensi.

ivi Apabila terdapat perdamalan antarn para
pthak.  penggugat  dapat  mencabut
gugatannya secara resml  dalam  sidang
terbuka untuk umum dengan menyebutkan
nlasan pencabuianmya,

iw) Perdamalan sebagauimana dimaksud dalam
huruf (v) hanya dapat dilaloulan di lJuar
persidangan.

{x} Pencabutan  gugatan dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam huruf [v) atau
alasan lainnyn dopat dilakukan sebelum
tergugat memberikan jawaban.

ivi Apabila pencabutan sebagalmana dimaksud
dolam huruf (v dilakulan setelah tergogat
memberikan jawaban maka pencabutan
harus mendapat persetujuan dar  pihak
tergugat.

{z} Apablla pencabutan sebagaimann dimaksud
dalam huruf {vj dikabulkan, majelis hakim
dalam persidangan memerintahkan panitern
mencoret gugatan dari register perkara.

{2} Ketentuan sebagnimans dintur dalom angka (1)
secara mutatis mutandis berlnku dalam hal Jaksa
Pengacarn Negara berdasarkan Surat Kuasa
Khusus selaku terlawan atau tergugat intervensi,

Persidangan Pengujlan Undang-Undang

Jaksa Pengacara Negara selaku penerima  kuasa

berdasarkan Sumat Kuasa Khusus bertindak sebagai

pemberi keterangan atau plhak terkalt dengan
berpedoman pada tata beracara dalam perkara

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusl,

yang pada pokoknya sebagal berikut:
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Jaksn Pengocara Negara dapat mewakili Negara
atau Pemeriniah  sebagni  pembuat  peraturan
perundang-undangan dalam  perkam  Pengujlan
Undang-Undang dan dapat bertindak sebagai
kuasa pemberi keterangan atau pthak terkait yang
merupakan baglan dari Negam atau Pemerintah di
hadapan Mahkamah Konstitusi.

Jaksa Pengacarn Negara yang ditunjuk sebagal
kuasa pemberl keterangan atou kuasa plhak
terkait harus hadir di persidangan dainm sidang
panel maupun sidang pleno untuk  setlap
panggilan sidang oleh Mahkamah Konstitusd,
Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk harus
membuat dan menyerahkan ketermngan pemberi
keterangan  kepada Majelis Hakim HKonstitusi
terkait dengan undang-undang yang dimohonkan
untuk diujl.

Jaksa Pengacarn Negora yvang ditunjuk dapat
berkoordinasi dengan pihak terkait dalam perkam
Pengujian  Undang-Undang yang  sedang
disidangkan.

Jaksa Pengncarn Negama dapat mempersiapkan
ahli yang kompeten dalam bidang yang
berhubungan dengan undang-undang yang
dimohonkan untuk diujl.

Jakaa Pengncara MNegara menyerahkan
kesimpuian sebefum putusan dibacakan.
Putusan majelis hakim konstitusi bersifat final
dan mengiknt sehinggs Jaksa Pengacarn Negara
yong ditugsskan sebagni  kunsa  pemberi
keterangan atau kuasa plhak terkalt segera
melaporian  putusan majelis hakim konsitus]
kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara secara berjenjang
dan disampallcan kepada pember lozasa.
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Persidangan  Pengujian  Peroturan  Perundang-
undangan di Bawah Undang-Undang

Jaksa Pengacara Negara selaku penerima  Kkuasa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak sebagni
termohon  dengan berpedoman pada tala  camn
pengajuan Pengujlan Peraturan Perundang-undangan
di Bawah Undong-Undang di Mahkamah Agung, yang
pada pokoknya sebagal berthkut:

i1

13)

1)

(5)

Jaksa Pengacara Negarn dapat mewakill termohon
dalam perkam Pengujian Peraiuran Perundang-
undangan di Bawah Undang-Undang i
Mahkamah Agung.

Joksa Pengocara Negoara wajib membuat dan
menyerahkan  jJawaban  kepada panitern
Maohkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas)
hari sejak diterima salinan permohonan disertal
dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus,
Dalam  menyusun  jawaban  sebagnimana
dimaksud dalam huruf b, Jaksa Pengacam Negarn
berkoordinasi dengan termohon dan/atau plhak
lain yang berkaitan dengan materi permohonan.
Joksa Progacarn Negarm  wajlb  memantau
perkembangan penanganan perkara.

Apabiln Mahkamah Agung iteloh mengirimkan
salinan putusan perkarn maka Jaksa Pengacam
Negarn hanus segern melaporkan kepada Jakss
Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Totn
Usaha  Negara  secara  betjenjang  dan
menyampaikan putusan tersebut kepada pemberi
kunsa.

Persidangan PHPU atau PHPKADA

i)

Jaksa Pengacara Negara selalu penerima kuasa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak

sebagal termchon dengan berpedoman pada tata
beracara dalam PHPU di Mahkamah Konstitasi,

yang pada pokeknya sebagal bertkut:
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Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili
Komisi Pemilihan Umum dalam PHPU di

Mahkamah Konstitusi,

Tahapan pemeriksasn penanganan perkara
PHPU terdlri atas:

i  pemeriksann pendahulunn; dan

it. pemeriksann persidangan.

Padn tahap pemeriksaan  pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) butir
i, Joksa Pengocara Negara wajib menyusun
Jjawaban termohon dan diajukan paling lama
2 |dua) hari sebelum sidang pemeriksaan
pendahuluan.

Jawaban sebagnimana dimaksud dalam
huruf f¢] memuat identitas termohon
don/atou kussa hukom, umian tanggapan
terhadap permohonan, dan wajlb dilengkapt
dengnn alat bukti dan daftar alat bulkti.
Dalam pemertisann persidangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf {b) butir
. para plhak diberi kesempatan untul
menyampatkan dalil-dalilnya secarn  lsan
maupun tertulls disertal bukti-bulkti berupa
surnt ata tulisan, keternngan pama pihak,
saksi, ahli, ksterangan plhak lain, alat bulku
lain, dan/atau petunjuk sesual dengan
ketentuan peratuwrnn perundang-undangan.
Joksa Pengacara Negam wajlb memantau
perkembangan penanganan periara PHPU.
Apabiln Mahksmah  Konstitusi  telah
mengirimkan sallnan putusan perkara maka
Jaksa Pengacarn Negara harus segera
melaporkan kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
secara  berjenjang secara berjenjang dan
menyampatkan putusan tersebut kepadn
pemberi kuasa.
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Ketentuan sebagaimana distur dalam angha [1)
secarn mutatis mutandis berloku dalam hal Jaksa
Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa
Khusus mewakill Komisi Pemilihan Umum
Propinsi, Komisi Independen Pemiliban Aceh,
Komisl Pemilihan Umum Propinsi Kabupaten atau
Kota, atau Komisi Independen Kabupaten atau
Kota, selaku termohon dalam PHPKADA,

h. Persidangan Permohonan Pembubaran Partal Politik
Jaksa Pengacarn Negara selaku penerima kuasa yang
ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus mewakill Jaksa

Agung sebagal bunsa pemerintah dalam persidangan
permohonan Pembubaran Partal Politik di Mahkamah

Konstitusl  bertindak  sebagal  pemohon  dengan
berpedoman pada tata berocara Pembubaran Partal

Polittk, yang pada pokoknya sebagal bertkut:

(1)

2

(3)

(4

Pemohon dalam perkara Pembubaran Partal

Politik di Mahkamah Konstitusi yaitu pemerintah

yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung yang

ditugankan oleh presiden.

Termohon merupakan partal politik vang divwakili

oleh pimpinan partai pelitik yang dimohonkan

untuk dibubarkan.

Termohon sebagaimana dimaksud dalam angka

{2) dapar didompingl atou diwakill oleh kunsa

hukumnya.

Alnsan Joksa Pengncarn Negamn mengajulkan

permohonan Pembubamn Partal Polittk sebagnl

berikut:

fa) ideologl, asas, tujuan, program partal politik
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negarn Republik Indonesta Tahun 1945;
dan /atau

{b) kegiatan partai politik bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang
ditimbulkannya hertentangan dengan
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Undang-Undang Dasar MNegara Republile
Indonesia Tahun 1945,
Tahapan permohonan Pembubaran Partal Politik
meliputi pendaftaran permohonan, persidangan,
rapat permusyawaratan hakim, dan putusan.
Permohonan Pembubaran Partal Politik diajukan
secara tertulis dalom bahasa Indonesia oleh
pemohon  atau  kuasanya kepada Mahkamah
Konstitusi,
Permohonan sebagaimann dimaksud dalam anglka
i6) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya
dalam 12 (dua belas) rangkap.
Permohonan sebagnimann dimaksud dalam angka
(6) paling sedikit memuat:
ia] identitns lengkap pemohon dan kuasanya jika
ada wvang dilengkapi Sumat Kuasa Khusus
untuk itu;
{b) wuralan yang jelas tentang alasan permohonan
Pembubaran Partai Politik; dan
el alat bukil yang mendukung permohonan.
Dalam persidangan diberikon kesempatan kepada
parn pthak untuk menyampalkan dalil-dalilnya
secara lisan maupun tertulls disertal  bul,
berupa:
{n) surat atsu tulisan;
(b} keterangan soksi;
il keterangan ahli;
td) keternngan para pihak;
(e} petunjuk; dan
ifi alat bukt lninoya.
Rapat permusyawaratan hakim diselenggarakan
untuk mengambil putusan setelah pemeriksann
persidangan  oleh majelis hakim  konstitus|
dipandang cukup.
Putusan vang telah diambil dalam rapat
permusyawaratan hakim diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum.
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[12) Jakss Pengacara Negara wajib melaporian
secars  tertulis  setinp tohapan  proses
penanganan perkara kepada Jaksa Agung c.q.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara secarn berjenjang dengan melampirkan
dokumen atau berkas pendukungnya.

(13) Berdasarkan laporan sebagnimana dimaksud
dalam angka [12), Jaksa Agung melagorkan hasil
penanganan perkara kepada Presiden selalou
pemberi kunsa.

Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Jaksa Pengacara Negarn selaku penerima kuasa yang

ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus dapat mewakili

Komisi Pemilihan Umum Provinsl, Komis! Independen

Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihon Umum Kota, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Independen

Pemillhan Kota, atau Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten sebagai tergugal sengkein tata usaha

negara pemilihan harus hadir pada setiap persidangan

dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Carn Penyelesaian

Sengheta Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa

Pelanggarnn Administrasi Pemllthan, dan peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelesaian

sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa
pelanggaran  administrasi  pemillhan, yang pada
pokoknya sebagol berfkut:

(1} Gugatan sengketn tats usaha negara pemilthan
dinjukan secara tertulis ke pengadilan tempat
kedudukan tergugat paling lambat 3 (tign) hari
setelah dikelunrkannya putusan Badan Pengawas
Pemiliban Umum Provins!, Panitia Pengawas Kota,
atau Panitia Pengawas Kabupaten.

(2} Objek gugatan sengketa tata usaha negama
pemiliban vaitu Komisi Pemillhan Umum Provinsi,
Komisli Independen Pemillhan Aceh, Komisi
Pemilihan Umum Kota, Komisl Pemilthan Umum
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Kabupaten, Komisl Independen Pemilihan Kota,
atou Komist Independen Pemilihan Kabupaten
tentang penetapan pasangan calon kepala daerah
dan cnlon wakil kepala doerah.

Setelah seluruh upaya administratif di Badan
Pengawns Pemilihan Umum Provinsi, Panitia
Pengawas Kota, atau Panitin Pengowas Kabupaten
telah digunakan, gugetan diajukan kepada
Pengndilan Tinggl Tata Usaha Negara.

Tahapan persidangan sengheta tata usaha negara
pemilihan meliputi pembacoan gugatan, jawaban,
pembuktian, kesimpulan, dan putusan.
Pemeriksann dan putusan sengketn tain usahn
negarn pemilihan diselesalkan paling lambat 15
(ima belas)] hard terhitung sejak gugatan
dinyatakan lengkap.

Para pihak vang keberatan dengan putusan
sebagaimana dimaksud dalam angka (5) dapat
mengnjukon permohonan kasasi dalam tenggang
waktu 5 (ima) harl terhitung sejak divcapkannya
putusan atau sejak pengiriman putusan.
Penyerahan memord kasasl paling lambat sebelum
berakhirnyva tenggang waktu permohonann kasas|
sebagaimann dimaksud dalam angka (6).

Jaksa Pengacara Negora selaku kunsa termohon
kasasi mengajukan kontra memori kasasl paling
fombat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengiriman
memori kasasi sebagaimona dimaksud dalam
angka (7).

Jaksa Pengacara Negara wajlb melaporkan
putusan sengketa tata ussha negara pemilihan
tingkat pertama dan kasasi kepada Jaksa Agung
c/. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negars secara berjenjang dan dilkutl dengan
penyampalkan kepada pemberi kunsa.
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Persidangan Sengketa Pelangparan Administrasi
Pemilihan
Jaksa Pengocara Negara selaku penerima kuasa yang
ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus dapat mewnkili
Komisi Pemilihan Umum Provinai, Komisi Independen
Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisl
Pemilthan Umum Kabupaten, Komisi Independen
Pemilthan Kota, atou Komisl Independen Pemilihan
Kabupaten sebagal tergugnat dalam senghetn tata usaha
negara pemilihan hares hadir pada setinp persidnongan
dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesalan
Benghketn Tatn Usaha Negara Pemilihon dan Senghketa
Pelunggarnn  Administrasi  Pemillhan, termasuk
perubshannys dan peraturan  perundang-undangan
yang mengatur penyelesaion  sengketa tata usaho
negara  pemilthan  dan  sengketa  pelanggaran
administrasi pemilihan, yang padn pokoknys sebagal
berikut;

{1} Objek  sengketa pelanggaran  administrasi
pemilihan  yvali  Keputusan Komisi Pemillhan
Umum Provinsl, Komisi Independen Pemilthan
Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi independen
Pemilihan Kota, atau Komisi [Independen
Pemilihan Kabupaten tentang pembatalan sebagal
pasangnn calon kepala dacrah dan calon waldil
kepada daerah yang diambil berdnsarkan putusan
Badan Pengawas Pemillhan Umum atau Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinst (vide Pasal
228 dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor | Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemillhan
Gubernur, Bupat!, dan Walikota Menjadl Undang-
Undang).
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[2) Tahapan persidangan sengketa pelanggaran
adminisirani pemillhan meliputi  pengajuan
permohonan, pembulktian, dan putusan

I13) Jaksa Pengncars Negara wajib menyusun dan
mengirim jowaban kepada Panitern Muda Perkara
Tatn Usaha Negara Mahkamnh Agung. paling
lambat 3 (uga) hari sejok dikdrim surat
permohonan  didengkapl  alat  bukti, berupa
keputusan objek sengketa, putusan Badan
Pengawas Pemilihan Umum aton Badan Pengawns
Pemilthan Umum Provinsi, dan pemturan
perundang-undangan yang relevan.

{4} Hakim menentukan apa yang hams dibukiikan,
beban pembulktian beserta alat bukti vang akan
digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk
sahoya pembuktisn diperfukan paling kurang 2
fdua) alat bukti berdasarknn kevakinan hakim.

I5) Putusan sengketa pelanggaran administrasi
pemitlihan bersifat final dan mengikat, serta tidak
dapat dinjukan peninjauan kemball.

(6) Jaksa Pengacarn Negara wajlb  melaporkan
putusan sengketa pelanggaran  administrasl
pemilihan kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung
Muda Perdata dan Tatn Usaha Negam secarn
berjenjang dan  disampalkan kepada pemberi
kuasn.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Jaksa Pengncam Negaran selaku penerima kuasa yang

ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus mewakill Komisi

Pemilihan Umum  Provinsi, Komisi Independen

Pemilihan Aceh, Komisi Pemilthan Umum Kota, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Independen

Pemilihan Kota, atau Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten sebagal tergugat  dalam  menangani

penyelesainn  senghketn  proses  pemilihan  umum

berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor
5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaisn
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Bengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata
Usaha Negamm dan peraturan perundang-undangan
yung mengatur  penyelesalan  sengketa proses
pemilihan  umum, yang pada pokoknya sebagal
berikut:

(1) Objek sengketa proses pemillhan umum yaitu

2

3)

(4

(5

Keputusan Komisi Pemlihan Umum tentang Partal

Politik calon Peserta Pemilihan Umum, Keputusan

Komisi Pemillhan Umum atau Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihon Umum Kota

atau Komisl Pemillhan Umum tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggola Deéwan Perwaldlan

Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyst Daerah Kota, Dewan

Perwanldlan Rakyat Daerah Eabupaten, atau

Keputusan Komisi Pemillhan Umum tentang

Pasangan Calon Presiden atau Wakil Presiden.

Cugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha

Negara di tempat kedudukan tergugat.

Tahapan persidangan sengketn proses pemillban

umum meliputl pembacaan gugatan, jawaban,

pembuktian, dan putusan.

Joaksa Pengocara Negara wajib menyusun dan

mengirim jawaban, menyusun dan menyernhkan

bukti dan doftar bukti sesunl dengan |jadwal

persidangan.

Alnt bukti sengketn proses pemilihan umum

berupa:

la) surat atan tulisan;

(b) keterangan saksi,

lej keterangan ahll;

(d) pengakuan parn pthak:

le) pengetahuan hakim; dan fatau

(i alat bukti lain berupa informasi elektronik
atau dokumen elektrontk.
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6) Majelis hokim memutus sengketa proses
pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu)
hari terhitung sejak gugatan dinvatakan lengkap.

7] Putusan sebagaimana dimnksud dalam angka [6)
bersifor final dan mengikat serta tidak dapat
dilakukan upaya hukum banding. kasasi, atau
pendnjouan kembali.

(8) Jaksa Pengacara Negam wajlb melaporkan
putusan sengketa tatn usaha negarm pemilihan
tingkat pertama dan kasasi kepada Jaksa Agung
cq. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Megara secara berjenjang don  disampalkan
kepada pemberi kuasa.

3) Upaya Hukum
Jaksa Pengacarn Negara mewakili Negara atau Pemerintah
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalom melalkukan upayn
hukum berpedoman pada hukum acara perdata dan
peraturan  perundang-undangan, yang pada pokoknya
sebagai berilout:
a) Upaya Hukum Biasa

(1} Perlawanan [Verzef

{n) Perlavanan yang selanjutnya disebut vermet,
dilakukan olesh tergugat yang dikalahkan
dalam putusan dimana tergugat tidak hodir
pada  persidangan  selanjutnya  disebut
putusan verstek Putusan cerstek yang
mengatulkan gugatan penggugnt
diberitahukan oleh juru sita pengadilan
kepada tergugat dengan penjelasan bahwa
tergugat berhnk mengajukan verzet kepadn
Pengadilan Negerl vang — memeriksa
perkaranyn.

(b) Verzet sebagaimans dimaksud dalam borof
{a) dilakukan dalam tenggang waktu 14
[empat belas) hari sejak  permberitahuan
diterima tergugat.
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Verzet sebagaimans dimaksud dalam huruf
(o) dibuat secara tertulls dalam bentuk
gugatan.

Dalam hal pemeriksann verzet seboagaimana
dimaksud dalam huruf (a) tidak dihadiri oleh
pthak terlawan  (penggugat asal] maka
pemerikanan dilanjutian tmnpa  kehadiran
terlawan (contradictoin,

Dalam hal pemeriksann weraet sebagnimana
dimaksud dalam huruf jn) tidak dihadiri oleh
pelawan  (tergugat asal] maka hakim
menjatuhlan putusan versiek untuk kedua
kalinya.

Terhadap putusan merstek yang dijatuhkan
kedun kalinya sebagnimana dimaksud dalam
huruf |ej, pelawan (tergugat asal) tidak dapat
mengajukan verzet lagl tetapl pelawan dapat
mengajukan upays hukum banding,

Perlowanan Pithok Ketign (Derden Veraeg

()

id)

Pihak ketiga yang bukan plhak dalam
perkarn asal dan mersa dirugikan dapat
mengajukan perlawanan plthak  ketign
selanjutnyn disebut derden verzet.

Pihnk yang mengajukan derden vermet
sebagnimana dimaksud dalam  buraf [a)
terhadap suatu putusan tidak cukup hanya
mempunyai kepentingan saja, tetapi harus
nyata diruglkan hak keperdatasnnya.
Derden verzet! sebagnimana dimaksud dalam
huruf ja} dibuat secarn tertulls dalam bentuk
gugatan dan diajukan kepada Pengadilan
Negeri yang melakukan penyitann dengan
menggugat pihak-pihak yang berperkara
pada perkara asal

Pihak vyang mengajukan derden verzet

disebut sebagal pelawan sedangkan pihak
yang digugat disebut terlawan.
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le} Pemeriksaan derden verset sebagalmana

dimaksud dalam huraf {(a) sesual dengan
ketentuan dalam hukum acara perdata;
Derden verzet  tidak mencegah atau
menangguhkan pelaksanaan putusan
perkara asal, kecuali Ketua Pengadilan Negeri
memerintanhkan supaya pelakannann putusan
perkarn asal ditunda menunggu putusan
pengadilan negerl dalam perkara derden
tarreet,

Terhadap derden verzet yang dinjukan untuk

membatalkan pernmpasan  barang buktl

dalam amar puiusan perkarn pidana yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Jaksa Pengacaran Negarn selaku Kkuasa

terlawan wajib memperhatikan beberapa hal

antara lain:

i. pelowan merupakan pemilik aset yang
dirampas;

i pelawan bekerjasama dengan terpldana
untuk  menyelamatkan  aset dar
perampasan dengan merckayasa
terjadinyn ~ perbuntan  keperdataan
pengalthan aset sebelum tempus deficts;
atau

li. ‘terpidana menipakan pemilile
sebenarmya {bencfinory oumer) dari aset
yang secara format  distasnamakan
pelowan.

Dalam hal Jaksa Pengacam Negara bertindak

selaku  kuasa  terlawan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf (g, penanganannya
memeriuknn dukungan informasi dan data
antara lain:

i. kebenoran dan riwayat kepemilikan
pelawan terhadap aset yang menjodi
objek derden verzet, dan
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. kebenaran ada aotou tidak adanya
indikcasi tindak pidana dalam perbustan
keperdataan pengalihan aset.

Amar putusan derden verset yang
menyniakan putusan pengadilan  yang
diajukan  perlawanan  ‘tidak  memiltkl
kekuatan mengikat’, didasarkan  pada
terbuktinyn kepemilikan pelawan atas objek
sengketa dan pelawan dapat dikategorikan
sebagnl ‘pelowan yang baik dan benar”.

(31  Partif Verzet dalam Eksekusi

(4

fa)

[|]]

Pihalkk terekselousi terhadap sita barang
bergerak dan barong yong tidak bergerak
dapat mengajukan perlowanan  ekesekusl
(partij verzeq.

Tata cam untuk mengajukan perlawanan
eknekusl (partif verzef) dan pemeriksann di
sidang pengadilan mengacu poda hukum
acar perdata.

Banding

()

tl

()

Masing-masing pilhak doapat mengajukan
permohonan  banding terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama.

Jaksn Pengocara Negara atas persetujunn
pemberi kuasa dapat mengajukan
permohonan banding dengan mencantumkan
alasan permohonon banding.

Joksa Pengacarn Negara wajib  membust
memor! banding.
Permohonan banding sebagnimana dimnksud
dalam huruf (b} dapat diajukan kepada
panitera  pengadilan tingkat pertama dalam
waktu 14 jempat belas) bard terhitung
keesokan harinya setelah putusan divcapkan
otau setelah  diberitnhukan kepada pihalk
yang tidak hadir dalam pembacaan putusan,
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Dalam hal pthak lawan mengajukan banding
maka Jaksa Pengacara Negarn sebagni kuasa
terbanding wajib membuat dan menyerahkan
kontra memor banding kepada panitera pada
pengadilan  tingkat  pertama  yang
bersangkutan.

Penyompaion memor  banding dan/atau
kontra memori  banding  sebagaimann
dimaksud dolam huraf (o] dan huruf (e,
disernhkan kepada pengadilan  tingkai
pertama yang menjatubkan putusan sebelum
berkns perkara dikirimkan ke Pengadilan
Tinggi atou Pengadilan Tinggl Tata Usahn
Negara.

Jaksna Pengacarn Negara wajlb melaporkan
secarm terfulis penyampaian  memori

dun/atau kontra memorl banding Kepada
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara  secara  berjenjang  dengan
melampirtkan  dokumen  atau  berkas
pendulungnya  dan  difkutt  permberitahuan
kepada pembert kuasa,

Kaansi

Jaksa Pengancara Negara sebagal pihak yang
berperkara dapat mengajukan permohonan
kasasl kepada Mahkamah Apung terhadap
putusan banding melalui panitern pengadilan
tingkat pertama  yang telah  memutus
peritaranya dalam tenggang waktu 14 (empat
belns) hari sesudnh putusan atau penetapan
pengadilan yang dimaksud diberitahukan.

Dikecualikan  dalam mengajukan upaya
hikum kasasi tethadap Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara sesual dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 14 Tohun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kall diubah terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (selanjutnys disebut UL
Mahkamah Agung), sebagai berthut:

i putusan perkara tnta usaha negara yang
objek gugatnnnyn berupa keputusan
pejabat  daerah  yang  jangkauan
keputusannya berlalon di wilayah dasrah
bersanghkutan; dan

. putusan Pengadilan Tata Usaha Negam
terhadap permohonan penilaian ada atau
tidnk adanya penyalahgunnan wewenang
dalam keputusan dan/atau tindakan
peiabat pemerintahan.

Jaksa Pengacarn Negarn harus membuat dan

menyampaikan memori kasasl dalam jangka

waktu paling lama 14 (empat belas] hari
setelah mengajukan permohonan kasasi.

Permohonan kasasi harus memuat alasan

kasasi sebagnimana  ditetapkan  dalam

undang-undang, yaltw:

I.  Pengadilan Tingpl tidak berwenang atau
melampati batas kewenangan.

H. Pengadilan Tinggl salah menemplkan

atau melanggar hulkum yang berlalo.

ii. Pengadilan Tinggi lnlai memenuhi syarat-

syarat yvang diwajibkan oleh pematuran
perundang-undangan yang mengancam
kelalaian tersebut dengan bataloya
putusan yang bersangkutan.

e} Alasan keberatnn sebagnimana dimaksud

n

dalam hunif (d) harus ditujukan terhadap
putusan pengadilan tingkat banding,

Jaksn Pengacara Negara wajlb menyimpan
tanda terima penerimaan memori kasas| yang



-88-

diberikan oleh panitera pengadilan tingkat

pertama.

(] Apabila pihak lawan mengajukan kasasi
maka Jaksa Pengacara Negara sebagal kuasa
termohon  kasasi  wajilb  membuat dan
menyernhkan kontra memorl kasasi kepada
panitern  pengadilan tingkat pertama dalam
Jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari sejak tanggal dierimanya salinan
memori kasasi.

(h} Joaksa Pengacara Negara walib melaporkan
secara  tertulls penyampalon  memori
don/ntau  konira memor kasasi  kepada
Joaksn Agung Muda Perdata dan Tatn Usaha
Negara  secara  berjenjang  dengan
melampirkan dokumen  atau berkas
pendukungnys  dan  disampaikan  kepada
pemberl kuasa.

b} Upaya Hukum Luar Biasa
{1} Peninjauan Kembali

{a) Terhadap putusan perkara yang telah
memperoleh  hukum  tetap  (inkracht  van
geuysde)  dapat  diajukan  permohonan
peninfouan kembali  kepada Mahkamoh
Agung melalul  kepaniternan pengadilan
tingkat pertama yang memiutus perkara
berdasarkan alasan sebagai berikut:

I apabila putusan didasarkan pada suaty
kebohongan atau tipu muslihat pihak
lowan yang diketahul setelah perkaranya
diputus atau didasarkan pada bukti-
bukti yang kemudian oleh haldm pidana
dinyatakan palsu;

. apabila setelah perkora diputus,
ditermukan surat-surnt  buktl  yang
bersifat menentukan yang pada waktu
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perkarn  diperiksa tidak  dapat
ditentukan;

apabils telah dikabulkan suatu hal yang
tidak difuntut atau leblh daripada yang
dituntut;

apabila mengenal sesuatu bagian darl
tuntutan  belum  diputus  tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;
apabila antara pihak-pthak yang sama
mengenal suniu soal yang sama, aias
dasar yang sama olch pengadilan yang
sama atau sama tingkatnya telah
diberikan putusan yang bertentangan
satu dengan yang laln; atau

apabila dalam suatu putusan terdapat
suatu kekhilofan bakim atau suatu
kekeliruan yang nyata.

{b) Tenggang wakiu untuk mengajukan
permohonan Peninjauan Kemball paling lama
dalam waktu 180 (seratus delapan puluh)
har sejak:

diketahul kebohongan atau tipu
muslthat atau sejak putusan hakim
pidana  memperoleh  kekuatan  huloum
tetnp, dan telah diberitahukan kepadn

parn pihak yang berperkara (hari dan
tanggal diketahuinya kebohongan dan
tipu muslihat tu harus  dibuktikan
secara tertulis);

ditemukan sumat-sumt  bukti  yang
bersifat menentukan vang pada waktu
periara  diperiksn tdok  dapat
ditemukan, yang harl serta tanggal
ditemukannya harus dioyatakan di
bawah sumpah doan disahkan oleh

pejabat yang berwenang,
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Hi. putusan telnh memperoleh kekuatan

hukum tetap dan telah diberitahukan
kepada plhak yang berperkara, terhadap
perkara yang telah dikabulkannya suatu
hak wyang tidak dinmtut atou lebih
daripada wvang dituntut, mengenal
sesuntu  bagian dari muntotan  belum
diputus tanpa dipertimbangkan scbab-
sebabnya, dan apabila dalam suatu
putusan  terdopat  sunfu  kekhilafnn
hakim atau suatu kekelirvan yang

nyata;

iv. putusan ielsh memperoleh kekunian

hukum tetap dan telah diberitahukan
kepada pihak yang berperkara terhadap
perkara yang antara pihak-pthak yang
sama mengenal suatu soal yang sama,
atas dasar yang sama oleh pengadilan
yang sama atou sama tngkatnya telah
diberikan putusan yang bertentangan
sam dengan yang lain.
(vide Pasal 69 UU Mahkamah Agung)
Tenggang waktu untuk mengajukan kontra
memori  peninjounan  kemball  paling fama
dalam waktu 30 (tign puluh) har setelah
tanggal diterfimanya salilnan permohonan
peninjounn kembali dengan memperhatikan
alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam
huruf bj.
Peninjauan kemballi pada prinsipnya hanya
dapat diajukan 1 (satu) kall sebagaimana
diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah
Agung dan Pasal 24 ayat (2] Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, dalam hal terhadap 1 (satu)
objek perkara terdapat 2 (dua) putusan yang
saling bertentangan balk dalam perkara
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perdata, pidana, agama moupun tata usaha

negarn, dan salah saunya merupakan

putusan peninjouan kembali, dapat diajulcan
peninjauan kemballi oleh |Jakss Pengacara

Negara) untuk kedua kalinya sebagaimana

diatur dalam:

i. Surat Edarnn Mahkamah Agung Nomor
10 Tahun 2009 tentang Pengajuan
Permohonan Peninjatan Kembali;

. Surat Edaran Mahkamnh Agung Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pemberdakuan
Rumusan Hasil Roapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagal
Pedoman Pelaksannan Tugas Bagl
Pengadilnn; dan

. Surat Edamn Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasll Rapal Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagal
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagl
Pengadilan.

Apabila Jaksa Pengacara Neganra mengajukan
upaya hukum peninjauan kemball maka
wajib membunt dan menyemhkan memori
peninjauan kemball paling lama 180 (seratus
delapan puluh) har sesusl dengan ketentuan
peraturan  perundang-undongan  melaboi
kepaniteraan  pengadilan  tingkat  pertama
yang memutus perkara tersebut.

Apabiln pihak lawan mengajukan upayn

hukum peninjavan kembali maka Jaksa

Pengnearn  Negarm  wajib  membuar  dan

menyerahkan kontra memori peninjauan

kembali paling lama 30 (tign puluh) hari
sesunl  dengan  Jeetentuan peraturan
perundang-undangan melalul kepaniteraan
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pengadilan tingkat pertama yang memutus
perkarn tersebut.

Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan
secarn  terfulls penyampaian = memord
den/atau kontra memor peninjouan kemball
kepada pimpinan secara berjenjang dengan
melampirkan  dokumen  atou  berkns
pendukung dan menyampalkannya kepada
pemberl kuasa.

{2} Kosasi Demi Kepentingan Hukum

(a)

b}

t)

Kasasl deml kepentingan hukum diajukan
Jaksa Apung untuk meluruskan putusan
pengndilan berkekuntan hulam tetap yvang
mengandung kesalahon penerapan hukum
atou mengandung pertanyaan  hukum
(question of lauy yang penting bag
perkembangan hukum yeng apabila diputus
oleh Mahkamah Agung dapat menjadi suatu
yvurisprsdensi baru. Kasasi demi kepentingan
hukum hanvalah untuk kepentingan hukum
semata, bukan kepentingan dari para pihak
yang bersengketa.

Kasasi demi kepentingan hukum dapat
dinjukan setinp sant setelah putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk
kepentingan hukum dan putusannya tidalk
merugikan para pihnk.

Pengajuan kasasi deml kepentingan hukum
hanya dapat diajukan 1 {satu) kali oleh Jaksa
Agung.

Apabila Jaksa Pengacara Negara menemukan
putusan yang memperoleh leluatan hukum
tetap mengandung kesalnhan penerapan
hukum atau mengandung pertanyaan hukum
iquestion of low) malka Jaksa Pengacara
Negara dapat memberikan pendapat untuk
mengajukan kasasi demi kepentingan hukum
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kepnda Jaksa Agung melalui Jaksa Agung
Mudn Perdata dan Tata Usaha Negara secara
berjenjang.

e} Jaksa Agung setelah menerima pendapar diarl
Jaksa Pengacara Negarm sebagaimana
dimaksud dalam huruf (d}, akan menentukan
periu atau tidalmya diajukan kasasi demi

kepentingan hukum,

() Apablla pendapat Jakss Pengacara Negara
sebagaimana dimaksud dalam  haruf d)
disetujul, Jaksa Agung memberikan Surmat

Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara
Negora wuntuk mengajukan kasasi demi
kepentingan hukum atas nama Jaksa Agung.

{g) Permohonan kasasi demi kepentingan huloam
diajukan secarn tertulls kepada Mahkamah
Agung melalul panitera pengadilan tingkat
pertama yang memutus peritara tersebut.

{hi Permohonan sebagnimana dimaksud dalam
huruf (g disertal dengan alasan pengajuan
permohonan kasasi demi kepentingan hulum
yang berpedoman pada Pasal 43 UU
Mahkamah Agung.

ffi Tenggang waktu permohonnn konsani demi
kepentingan hukum tidak dibatasi dengan
suatu jangka waktu tertentu.

(i «aksn Pengocarmn Negora wajib melaporkan
secara  tertulis  pelaksanansn kasasl deml
kepentingan hulum kepada Jaksa Agung e.q.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara secara berjenjang.

¢l Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase
{1} Arbitrase Nasional

{a) Putusan Arbitrase pada dasarnya bersifat
final don mengikat dan hanya dapat diajulan
permohonan pembatalan terhadap putusan
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Arbitrase vang diduga mengandung unsur-

unsur sebagai berikut:

L sural atau dokumen yang dajukan
dalam pemeriksann, setelah  putusan
dijatublan,  diakui  palsu  atau
dinyatakan palsu;

f. wetelnh putusan diambil ditemukan

dokumen yang bersifit menentukan,
vang disembunyikan oleh pihak lawan;
aiau
i  putusan diambil dari hasil tipu muslihat
yang dilakukan oleh salah satu pihak
dalam pemeriksann senghketa
|vide Pasal 70 Undan-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa)
Permohonan pembatalan putusan Arbitrase
diajuknan secara tertulls dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak penyerahan dan pendaftaran putusan
Arbitrase kepada panitera Pengondilan Negeri.
Putusan atas permohonan pembatalan
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama
30 (uga puluh) hard sejak  permohonan
diterima.

Terhadap putusan pengadilan negeri yang
membatalkan  putusan  Arbitrase  dapat
diajuknn banding ke Mahkamah Agung vang
memutus dalam tingkat pertama dan
terakhir.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud
dalam huruf (d) dapat dinjukan dalam walctu
14 (empat belas) harl terhitung keesockan
harinva setelah putusan diucapkan atau
setelah diberitahukan kepada pihak yang
tidak hadir dalam pembacaan putusan,
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Mahkamah Agung mempertimbangkan serta
memuiuskan permohonan banding tersebut
dalam Jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh] hari setelah permohonan banding
diterima oleh Mahkamah Agung,

(2} Arbitrase Internasional
Dasar bukum dan pelaksanaon  pembatalan
putusan Arbitrase Internasional disesualkan
dengan hukum negara dimana tempat kedudukan
Arbitrase fseat of arbitration) berada.

4) Eksekusl

n) Eksekus! Perkara Perdata
(1) Eksekusi PFulusan Pengadilon

o)

Eksekusi putusan pengadilon perdata yang
telash memperoleh kekuatan hukum tetap
hanya dapat diloksanakan terhadap putusan
yang berial penghukuman kepada plhak
{condemnatoin.
Eksekusi putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat
dilaoksanakan wsecara sukarela oleh para
pihak.
Apablla plhak yang kalah dalam putusan
tidok mau melaksanakan isi putusan secarn
sukarela moaka pelaksanaan  eksekusi
dilakukan oleh pengadilan negerd yang
memeriksa dan memutus perkara padn
tingkat pertama dengan cara sebagal berkut:
L. Ekselusi Riil
i} Amar putusan berisi agar pihak
vang kalah melakukan suatu
tindakan vang nyata atou tindakan
il
) Pemohon eksekusi mengajukan
permohonan ekselkusi kepada Ketun
Pengadilan Negeri,
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Ketua Pengadilan Negeri
memerintahlan  juru site untuk
memanggll pthak yang kalah untuk
diperingatkan  dalam  persidangan
inaidentil agar menjalankan
pemenuban  putusan dan  Ketua
Pengadilan  Negeri  menentukan
batas waktu pemenuhan putusan
paling lama 8 (delapan) hart
[earmuarning).

Apablla dalam jangka waktu
peringatan sebagimana dimaksud
dalam huruf itfj pthak yang kalah
tidak menjalankan pemenuhan
putusan dan masa peringatan telah
dilampaui, Ketun Pengadilan Negeri
secara  ex offide  mengeluarkan
surat penetapan yang  berisl
perintah kepada paniters atou juru
sita untuk menjalankan eksekusl
riil.

Panitera atau juru  sita  dalam
melnksanakan ehekuai riil
schagnimona  dimoaksud — dalam
huraf v) dapat meminta bantuan
aparat keamanan.

ii. Elsekuni Pembayamn Sejuminh Unng,

i)

)

Amar putusan berisi penghukuman
pembayaran sejumlah nang.
Pemohon elsckusi  mengajukan
permohonan eksekusi kepada Ketua
Pengndilan Neperi.

Ketun Pengadilan Negeri
memerintahkan juru  sita untuk
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pemenuhan  putusan dan  Ketua
Pengndilan  Negeri  meneniukan
batns waktu pemenuhan putusan
paling lama 8 (delapan) hari
{oanmaning,

Apabils pihnk yang kalah tdak
hadir memenuhi panggilan
peringatan  (aanmaning)  tanpa
alasan yang sah atau setelah masa
peringatan  dilampaul tetop  tidak
mau  memenuhl putusan maka
Ketun Pengadilan Negerl secara ex
officio mengeluarkan surad
penetapan  yang berisl  perintah
kepada paniters atau juru  aita
untuk melakukan sita  eksekusi
terhadap harta kekoyaan plhak
yang kalah.

Panitera atau Jjuru sita
memberitahukan  kepada plhak
tersita mengenal tmnggal dan hari
pelaksanaan sita eksekusl,

Pada hari yang ditentukan paniters
atau jury sita yang ditunjuk datang
ke tempat dimana barang yang
hendak disita untuk melihat sendiri
jenis  maupun ukuran dan letak
barang, bersama-sama dengan 2
dua) orang saksi dengan dibuatian
berita acara.

apablla barang yang hendak disita
merupakan barang tdak bergerak
maka sita eksekusi  diumumban
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vili} Penjualan barang vyang disita
dilnkukan dengan peraniaraan
kantor lelang atau oleh omng yang
melakukan penyvitann itu atau oleh
orang lnin  yang cakap dan
terpercaya vang ditunjuk oleh ketua
pengadilan negert yang bertempat
tinggal dimana penjualan  akan
diselenggarakan.

fd] Jaksa Pengacara Negara wa|lb melaporkan
secam tertulls pelaksanaan eksekus! putusan
pengadilan  kepada  pimplnan  secara
berjenjang dengan melampirkan dokumen
atau berkas pendukung dan
menyampaikannya kepada pemberi kuasa
Arbitrase
Jaksa Pengacarn Negarn sebagal kuasa hukum plhak
pemohon mengajukan permohonan  pelaksanann
putusan Arbitrase nasional dan Arbitrase internasional
sesual  dengan ketentuan pemturan  perundang-
undangan yang mengatur mengenal Arbitrase dan
alternatil penyelesalan sengketn, yang pada pokoknya
sebagnl berilout:
{1} Arbitrase Nasional
(o) Dalam waktu paling lama 30 {tiga puluh} hart
terhitung sefak tanggal putusan diucapkan,
lembar asli atou salinan otentik putusan
Arbitrase disernhkan dan didaftorkan oleh
arbiter atau kuasanya kepada panitera
Pengndilan Negeri
{b) Penyerahan dan pendaftaran sebagabmana
dimaksud dalam huruf [a) dilaloukan dengan
pencatatan  dan  penandatangonan  pada
bagian akhir atau di pinggir putusan eleh
panitera Pengodilan Negeri dan arbiter atou
kuasanya yang menyerahkan, dan catatan
tersebut merupakan akta pendaftaran.
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e} Arbiter atau kuasanva wajib menyerahkan
putusan dan lembar asll pengangkatan
sebagal arbiter atau salinan otentiknya
kepada panitera Pengadilan Negeri.

(d} Semua blaya yang berhubungan dengan
pembuatan akta pendaftaran  dibebankan
kepoada para plhalk.

f¢) Putusan Arbitrase bersifat final dan
mempunysl  kekustan hukum tetap dan
mengikat parn pihak schingga apabila parn
plhak tidak melaksanakan putusan secara
sukarela maka putusan dilaksanakan
berdasarkan perintah keiua pengadilan
negeri atas permohonan salah satu plhak
yang bersengketa.

(i Perintah Ketua Pengadilan Negeri atas
permohonan  salah  satu  plhak  yang
bersengketa schagaimana dimaksud dalam
huruf (e} diberikan dalam waktu paling lamn
30 (tga puluh] harl setelah permohonan
ekseiusi didafiarkan  kepada  panitera
pengadilan negert.

{g) Perintah Ketun Pengadilan Negeri atas
permohonan  salnh  satu  pihak  yang
bersengketa sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ ditulis pada lembar asll dan salinan
otentik putusan Arbitrase yang dikehuarkon,

(h) Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi
perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri
dilaksanakan sesusi ketentuan pelaksanaan
putusan dalam perkara perdata yang
putusannya telah mempunyal lekuatan
hukum tetap.

{2l Arbitrase Internasional

fa] Putusan Arbitrase internasional hanya diakoul

serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum



-100

Republik Indonesia apabila memenuhl syarat

sebagai berikut:

I putusan Arbitrase internasional
dijatuhkan oleh arbiter atau majelis

arbiter di sustu negara vang dengan

negara Indonesia terkalt pada perjanjian,
baik sechrn bilateral maupun

il.  putusan Arbltrase internasional
schagnimana dimaksud dalam huraf |
terbatas pada putusan yang menurui
ketentuan hulum Indonesin  termasuk
dalam lingkup perdagangan;

fil. putusan Arbitrase internasjonal
sebagaimana dimaksud dalam humf |
hanya dapat dilaksanakan di Indonesia
terbatas pada  putusan yang tidak
bertentangan dengan ketertiban umum;

iv. putusan Arbitrase internasional dapat
dilaksanakan di [ndonesia setelah
memperoleh  eksekuatur dorl  Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

¥, putusan Arbitrase internasional
sehagnimana dimaksud dalam hamif |
yang menyangkut Negarm Republik
Indonesin sebagal salah satu pthak
dalam sengk=ta hanya dapat
dilakzanakan seteloh memperoleh
eksekuatur dari  Mahkamah Agung
Republik Indonesin yang selanjutmya
dilmpahkan kepada Pengadilan Negerl
Jakarta Pusai.

(b} Permohonan pelaksanoan putusan Arbitrase
internasional dilakukan setelah putusan
tersebut diserahkan dan didafiarkan oleh
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arbiter atau kuasanya kepada panitern

Pengndilan Negeri Jakarta Pusat.

Penynmpaian berkas permohonan

pelaksanann putusan Arbitrase internastonal

harus disertal dengan:

i. lembar asli atau salinan otentik putusan
Arbitrase internasional, sesual ketentuan
perihnl otentikns! dokumen asing, dan
naskah terjemahan resminya  dalam
bahasa Indonesia;

fi. lembor onsli stou  salinen otentik

perjanjian yang menjadi dasar putusan
Arbitrase Intermnasional sesual ketentuan
perihal otentikasi dokumen asing, dan
naskah terjemahan  resminyn  dalam
bahasa Indonesia; dan

il. keterangan dori perwakilan diplomatik

Republik Indonesia dl negara tempat
putusan Arbitrase internasional tersebut
ditetapkan, baik secara bilateral maupun
multlaral  dengan  Negara  Republik
indonesim perihal pengnkuan dan

pelaksanaan putisan Arbitrase
internasional

(dl Terhadap puiusan Ketua Pengadilan Negeri

(e}

Jakarta Pusat yang mengakul dan
melaksannkan putusan Arbitrase

internnsional, tidak dopat dinjukan banding
atnu knsasi.

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakul
dun melaksannkan suatu putusan Arbitrose
internasional, dapat diajulcan kasasi.
Terhadap pengajuan kasasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf je) Mahkamah Agung

mempertimbangkan  serta memutuskan
dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan
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puluhj hari setelah permohonan  kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung,

(@ Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat memberikan perintah eksekusi malka
pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada
Ketua Pengodilan Negeri yang secara relatif
berwenang melaksanakannya.

(hj Tata cara penyitaan serta pelaksanaan
putusan  dilaksannkan sesusl dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan
dalam hukum acara perdata,

¢} Eksekusl Perkara Taln Usaha Negam

i1

Eksekusi Perkara Tnta Usaha Negara dengan

Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negarn

Jaksa Pengacars Negara sebagal kunsa tergupnt
dan tergugat intervensi dalam pelaksanaan
putusan perknra tatn usaha negara berpedoman
sesual dengon Ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai peradilan tata
usaha negara, yang poda pokoknya sebagal

atas perintah  ketua pengadilan yang
mengadili dalam tingkat pertama selambat-
lnmbatnya dalam waktu 14 jempat belas) harl
kerjo.

(b Eksekusi putusan Pengadilan Teta Usahn
Negar dilaksanakan oleh badan stau pejabat
tatn usaha negarn selaku tergugat, oleh
karena itu Jaksa Pengacara Negara setelah
menerima putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara yang telah berkeluatan huloum tetap,
wajlb segera menyampalkan salinan putusan
kepada badan atau pejabat tata usaha negara
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sebagal pembert kuasa melalul kepala satuan
kerja.

Terhadap putusan pengadilan yang
memerintahkan tergugat untuk mencabut

objek sengketa, namun setelah 60 fenam
puluh} hari kerjn putusan pengadilan yang
telash memperoleh keluatan hukum tetap
tersebut tidnk dilnksannkan maka keputusan
tata usaha negarm yang menjadi objek
senghketn tidak mempunyal kekuatan hulum

Ingt.

{d} Terhadap putusan yang memerintahkan

tergugat untuk menerbitkan keputusan tata
usaha negara yang baru, namun setelah 90

sembilan pulith] hari kerja ternyata tergugat

pengadilan  sebagaimana dimaksud dalam
huruf (d) maka Jaksa Pengacarn Negara
memberitahukan  hal  tersebut  kepada
Presiden  sebagal pemegang kekuasaan
pemerintah tertinggl untuk memerintahkan
pejabat yang bersangkutan melaksanakan
putusan pengadilan dan kepada lembaga
perwaldlan rakyat untuk menjalankan fungsi
pengawasan.

Dalam  hal tergugat tidak  bersedia
melaksanakan putusan pengodilan  yang
telah berkekuatan hukum tetap, terhadap
pefabat yang bersangkutan dikenal upaya
paksa berupa pembayaran sejumlah uang
paksa dan/atau sanksl administratif serta
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divmumkan di media massa oleh panitern
pengadilan tingkat pertama.
(2} Eksekusi Perkarn Tata Usaha Negara dengan
Objek Sengketa Tindakan Pemerintahan
Jaksa Pengacara Negarn sebagal kuasa terpugat
dalam pelaksannan putusan sengketa tindakan
pemerintahan berpedomoan  sesual  dengon
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenal  penyelesalan  sengketa
tindakan pemeriniahan dan perbuatan melovwan

hukum olth badan danfatau  pejabat
pemerintahan [onrechtmatige overheidadaad), yang
pada pokoknya sebagai berikut:

{n) Salinan putusan pengadilan yang telah
memperoleh  kekuntan  hukum  teiap,
dikirimkan kepada para pihak dengan surat
tercatnt oleh panitera pengadilan setempat
otns perintnh  ketua pengodilan yang
mengadili dalam tingkat pertama selambat-
lnmbatnya dalam waktu 14 [empat belas) hari
kerja.

(b} Dalam hal tergugat ditetapkan harus
melnksanokan kewajiban untuk melaloukan
atau tidak metakukan tindakan
pemerintahan dan menghentikan  tindakan
pemerintahan, penggugat  mengajukan
permohonnn kepada ketua pengadilan agar
pengadilan memerintahkan tergugat
melaksandkan putusan pengadilan tersebut.

(cd Eksekusi tindakan pemerintahan
dilaksanakan cleh badan atau pejabat tata
usaha negnra selaku tergugat, oleh karena
ity  Jaksa Pengocara Negara setelah
menerima putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara yang telah berkeluatan huloum tetap,
wajlb segera menyampalkan salinan putusan
kepada badan atau pejabat tata usaha negara
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sebagal pembert kuasa melalul kepala satuan
kerja.

dj Eksekusi Perkorn Pengujian Undang-Undang

(4

(2

Putusan Maohkamah Konstitusli yang amar
putusannys menyatakan bahwa pembentukan
undang-undang atau perppu, materi muatan ayat,
pasal, dan/atau  bagian  undang-undang
bertentangan dengan  Undang-Undang Dasar
Negarm  Republik Indonesia Tabun 1943,
pembentukan undong-undang atau  perppu,
materi muatan avat, pasal, dan/mtau  bagiom
undang-undang tersebut tidak mempunyal
kekuatan hukum mengikat dibacakan dalam
persidangan.

Putusan Mahleamah Konstitus! yang mengabullean
permohonan dimuat dalam Berita Negars dalam
jangka wakiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak putusan diucapkan.

Elmekunsi Perlarn Pengujlan Pernturan  Perundang-
undangan di Bawah Undang-Undang

()

2)

3)

Apabila permohonnn  Pengujlan  Peraturan
Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang
disampaikan secara langsung kepada Mahkamah
Agung moka pemberitnhuan sl putusan
Mahkamah Agung terhadap  permohonan
keberatan disampalkan dengan menyerahkan
antau  mengirimkan salinan puiusan Mahkamoh
Agung dengnn surat tercatat kepada para plhak.
Apabila  permohonan  Pengujlan  Peraturan
Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang
disampalkan melalul pengadilan negeri setempat,
maka penyerahan atau  pengiriman  salinan
putusan Mahkomah Agung disampaikan kepada
Pengadilan Negerl yvang mengirim.

Mahkamah Agung mencantumkan  petikan
putusan dalam berita negam,
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4) Eksekusi putusan Mahkamah Agung
dilaksanakan oleh badan atau pejabat tain usaha
negara pembuat peraturan perundang-undangan
selnku termohon, oleh karenn itu Jaksa Pengacarn
Negara seteinh menerima puitusan Mahkamah
Agung., wajib segera menyampatkan salinan
putuson kepadn badon atau pejabal tata usaha
negara sebagal pemberi kuasa melolul kepala
satuan kerja.

(5 Apabiln dalam jangka wokiu 90 (sembilan puluh)
har setelah putusan Mahkamah Agung dikifim
kepadn badan atau pejabat tata usaha negara
yang menerbitkan  peraturan  perundang-
undangan ternyata pejabat yang bersangkutan
tidak melaksanakan kewajibannya maka demi
hukum peraturan  perundang-undangan yang
bersangkutan tdak mempunyal kekuatan hukum.

f) Eksekusl Sengketa PHPU

{1) Putusan PHPU berupa:

{n} putusan, dengan amar:

i. permohonon tidak dapat diterima. bila
permohonan  tdak memenuhl  syarat
formil;

fi. permohonan ditolak. bila permohonan
tidak beralasan menurut hukum; atau

. permohonan dikabulkan, bila
permohonan terbukti bernlasan menurut
hukum dan selanjutnya Mahlkamah
Konstitusi menyatakan membatalkan
penetapan hastl perhitungan perolehan
suara serta menetapkan haafl perolehan
suara yang benar.

(b} putusan sels berfsi berisi perintah kepada
tergugat untuk melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesustu vang berkaitan

dengan objek yang dipersengketakan; atau
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e} penetapan dalam hal permohonan ditarik
kemball olth pemohon, atan permohonan
dinyatakan gugur.

Salinan putusan disermhkan kepada para pihak

dapat dilskukan secara elektronik pada laman

Mahkamah Konstitusi dalam jangka wakiu paling

lnma 3 (1iga) han kerja sejak pengucapan.

Jaksa Pengncarm Negarn melaporican putusan,

putusan sela atau ketetapan kepada plmpinan

secara berjenjang dan pemberi kuasa.

Eksekusi Sengketa PHPKADA

(1)

{3

(3

4)

Putusan PHPKADA dapat berupa putusan atau

ketetapan.

Salinan pufusan atou  keteinpan sebagaimana

dimaksud dalam angka (1] diserahkan kepada

para pihak dapat dilakukan secara elekironik

pada laman Mahkamah Konstitusi dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) han kerja sejak

peagucapan.

Adapun amar putusan Mahlkamah Konstitus)

menyatakan:

{a) permohonan tdak dapat diterima, bila
permohonan tidak memenuhi syarat formal,

{b) permohonan duelak, bila permohonan
memenuhi  syarni  formal dan  pokok
permohonan  tdak  beralasan memurat
hukum; atau

{cj permohonan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, bila permohonan memenuhl
syarnt formal dan pokok permohonan
beralasan menurut hukum sebagian atau
seluruhnya,

Ketetapan dikelusrkan Mohkamah Konstitusi jika

pemohon  menartk  kembalik  permohonan,

Mahkamah Konstitusl tidak bewenang mengadili,

atau permohonon pemohon dinvatakan gugur.
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Bila dipandang perlu, Mahlkamah Konstitusi dapat
menjatublan putusan seln berisl perintah kepada
tergugnt untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek
vang dipersengketakan.

Jaksa Pengecara Negara melaporkan putusan
atau  ketetapan sebagnimona dimaksud dalam
angka (1} kepada pimpinan secara berjenjang dan
pemberi kuasa,

Eksekusi Permohonan Pembubaran Partal Polittk

L

2

13)

Putusan terhadap permohonan Pembubaran

Partal Politik dapat berupa:

fa] permohonan tidak dopat diterima  (miet
ontvankelifk verklaard);

(b} permohonan dikabulkan apabils permohonan
beralasan; atau

{el permohonan ditolak apabila permohonan
tidak beralasan,

Dalam hal permohonan dikabulkan, amar

putusan:

{a) mengabulkan permohonan pemohon;

(b} menyatakan membubarkan dan
membatalkan status badsn hukum partal
politik yang dimohonkan pembubaran; atau

ft) memerintahlan kepada pemeriniah untuk:

i. menghapuskan partal politlk yang
dibuharkan dari daftar pada pemerintah
paling lambat dalam jangka woaktu 7
(tujub) hari  kerja sejak  putusan
mahkamah diterima;

I. mengumumkan putusan mahkamah
dalam Beritn Negara Republik Indonesin
paling lambat 14 [empat belas) hari sejak
putusan diterima.

Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah

Konstitusi yang mengabulkan permohonan
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sehagaimana dimaksud dalam angka (2] yang

antara Inin berkaitan dengan:

{a} pelarangan hak hidup partal politik dan
penggunann simbol-simbal partal tersebut di
seluruh Indonesia;

(bi pemberhentian seluruh anggota Devwan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwnkilan
Rakynt Daernh yang bermsal dari parai
politik yang dibubarkan;

ley  pelarangan terhadap mantan pengurus partal
politik yoang dibubarkan untuk melakukam
keglatan politik; dan

i) pengambilaliban oleh negara atas kekayaan
parini politik yang dibubarkan.

{4) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang
Pembubaran Partnl Politik dissmpaiknn kepada
pemerininh sebagni pemohon, termohon, Komisi
Pemillhan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat,
Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia,

dan Kejaksaan Agung.
(5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagabmans
dimaksud dalam angka (1), Jaksa Pengacam

Negara wajib melaporkan putusan Pembubaran
Partal Politik tersebut kepada Jaksa Agung untuk
diteruskan lepadn  Fresiden selaku pemberi
kuasa.

BABV
PERTIMBANGAN HUKUM

A Ketentuan Umum
Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan Pertimbangan Hulum kepada
Negnm atau Pemerintah dalam mewujudkan kepastion hukum, kepatuhan
hukum, tata kelola yang batk (good governance) dan pencegahan loripsi,
balk atas dasar permohonan ataupun diberikan tanpa  didahulul
permohonan,
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Ruang Lingkup dan Wewennng Jaksa Pengacarn Negara

Jaksa Pengacama Negara dapat memberikan pertimbangnn hukum
untuk memitigasi risiko hukum administrasi negara, hukum perdata,
dan /atay hukum pidana, meliputi:

Pendapat Huloum {Legal Opinion/ LO)J

Jakna Pengacara Negura memberikan pendapat hubkum atas
permasalahon  hukum konkret di bidang bukum pendata
dan/atau hukum administrasl negara yang sedang atau akan
dihadapl, termasuk mitignsl risiko hulum, tata kelola
(governance), Penyelamatan Keunngan stou Keknvaan Negorn,
Pemulihan Keuangan atau Kekayann Negora, pembentukan
peraturan, keputusan tata usaha negara, dan/atau tindakan
administrasi pemerintahan
Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA}

Joksa Pengacarn Negors memberikan pendampingan hukum
terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan Negamn
atau Pemerintah dalam rmang Ungkup hulaim perdata dan/atau
hukum administrasi negara yang memilild potensi timbulnya
permasalaban hukum, dalam rangka memitigasi risiko hukuam,
tata keloln (governance], Penyelamatan Keuangan atau Kekaynan
Negarn, Pemulthan Keuangan atau Kekayann Negara,
pembentukan peraturan, keputusan tata usaha npegam,
dan/atou tindakan administrasi pemerintahan,

Audit Hukum (Legal Audit)

Jaksa Pengacara Negara melakukan sudit hukum dalam nuasng
lngkup hukum perdata dan/atau hukum sadministrasi negara
techadap kegiatan yang telah dilnksanakan oleh Negara atau
Pemerintah melulul analisis dan penilajan kepatuhan dari aspek
hukum perdata dan/atau administrasi negarn, termasult tata
kelola (governance] dan/atau kelayakan keputusan tatn usaha
negara.

Pertimbangan Hulum Tidak Atax Permohonan

Kejaksoan dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa
permohonan dalam bentuk pendapat kepadn Negara atau
Pemerintah  berupa  surat Pertimbangan Hukum yang
ditandatangani oleh kepaln satuan kerja berisi analisis dan
penilalon dari aspek hukum perdata danfaton administras)
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negara, terkalt suatu tindakan hulum atau kegiatan yang
dilaksarniakan dalam rangka memitigas| risiko hukum, tata kelola
igovernance), Penyelamainn Keunngan aimu Kekayoan Negara,
Pemulihan Keuangan atsu Hekayann Negara, serta kebijakan
publik berbentuk peraturan dan/stau keputusan tata usaha
negara.

Prinsip Layanan Pertimbangan Hukum

Kegininn dan hasil kegintan Pertimbangan Hukuom dori Jeksa
Pengacara Negara memiliki implikasi publik yang luas bagl
kepentingan citra dan persepsl publik terhadap Kejaksaan sehingga
periu dilnksanakan berdasar prinsip sebagal beriboat:

a. Objekttf Profesional

Joksa Pengacarn Negara memberikan Pertimbangan Hulkum
menggunakon analisis objektil pada aspek yuridis formal bukum
perdata danfatau hukum adminsitrasi negara, dan sekaligus
dilenghkapl aspek good governance dan mitigasi stnu pencegahan
risiko hukoum.

Kerahasinan

Hanll Pertimbangan Hukum bersifat rohasia hanyva ditujukan
kepada pemohon Pertimbangan Huloom.

Berkualitas

Joksa Pengncara Megara harus mempunyal kompetensi terkadt
permasalahan yang dimohonkan Pertimbangan Hukum agar
menghasilkan Pertimbangan Hukum yang berkumlitas. Jika
dipandang perlu dapat didukung supervisi dari Jaksa Agung
Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan
mempertimbangkan Pertimbangan Hukum yang pernah dibunt
mengenal masalah yang samn.

Menghindari Benturan Kepentingan

Joksa Pengacaras Negarn tidak memberikan Pertimbangan
Hukum apabila terdapat keterkaitan dengan penanganan
perkara pldana yang sedang berlangsung atau terdapat indikasl
kuat penanganoan perkarn pidana di kemudinn hari.

Pengendabion dan Koordinasi
a Setelah menerima permohonan Pertimbangan Hukum, Jaksa

Pengocara Negnra wajib mempelajori dan mendeteksl adanya
indikas! perbuatan pidana di dalamnyn, keterkaltan dengan
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perieara pidana yang sedang ditangani, atau terdapat indikasi

kuat penanganan perkara pidana di kemudian harl, antara lain

dengan:

I} koordinasl dan mencar informasi dari aparst penegak
hukum, termasuk melalii nota dinas meminta informasi
dari bidang intelijen, bidung tindak pidana khusus, bidang
tindak pidana umum, dan/atan bidang pldana militer.

2) koordinasl scbagaimana dimaksud dalam angka 1) berikut
pelaksnnann keglatannya, dilakukan segera dan dalam
wakiu paling lnmn 14 jempai belas) har kerjo

b. Pemberian Pertimbangan Hukum dapat dibentikan apabila
pemohon tidak kooperatlf antara loin tidak menyampalkan data
don/atau dokumen yang lenghkop danjfatoun yang diyakini
kebeparannya untuk membuat Pertimbangan Hubum yang
berkualitns.

4. Administrasi

a, Pengadministrasian kegiatan Pertimbangan Hukum yang objek
permasalahannya beraifat keperdataan pada:

(1} Eemksaan Agung dilakuikan oleh Dircktorat Pertimbangan
Hukum;

(2) Kejaksann Tinggi dilakukan oleh Asisten Bidang Perdota
dan Tata Usaha Negarn c.q. Seksl Pertimbangan Hukum;

(3) Kejoksaan Negeri dilakulkan oleh Seksl Perdata dan Tata
Usaha Negara; don

(4) Cabang Kejaksaan Negeri dilakuknan ocleh Sub Seks)
Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara;

b Pengadministrasian kegintan Pertimbangan Hukum yang objek
permasalahannya terkait pembentukan peraturan perundang-
undangan, Keputusan Tatas Usaha Negara, danfatau tindakan
sdministrasi pemerintahon padoc
(1) Kejaksann Agung dilakukan oleh Direktorat Tata Usaha

Negarn c.g. Sub Direktorat Penyelenggoraan Pemerintahan;
(2} Kejaksaan Tinggl dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara ¢.q. Seksl Tata Usaha Negars;
13) Kejaksann Negeri dilakukan oleh Seksi Perdatn dan Tata
Usaha Negarn; dan



113

(¥} Cabang HKejaksann Negeri dilakukan oleh Sub Seksi
Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara.

c. Perkembangan don hasil kegiatan Pertimbangan Hukum
dilaporkan secarn berjenjang kepada Joksa Agung c.q. Jaksa
Agung Muda Perdala dan Tata Usaha Negara.

3, Metodologi Penyusunan dan Analisis Pertimbangan Hukum

a.  Analisis Yuridis Normatil
Pemberian  Pendapnt Hukum heorus  disosun berdasarkan
analisis yuridis normatid yaitu metode pengkajlan terhadap
permasalahan yang dimohonkan berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan, ketentunn hukum yang berkaitan, dan
sumber hukum latonya.

Joksa Pengncara Negara dapat melakukan penafsiran peraturan

perundang-undangan sebagal bertlout:

1) penafsiran otentik, yaitu penafsiran terhadop suatu kata,
frasn, alnu istilah menurut pembentulk undang-undang.

2] penafsitan gramatikal, yaitu penafsiran yang didasarian
padn maksud perkatann menurut tata bahasa atau
memurut Keblasann; dan

3] penafsitan sistematis, valiu metode yang menafsirkan
peraturan  perundang-undangan  sebagal  baglan  dari
seluruh sistem dalam arti tidak ada sustu permiiran
perundang-undangan yang berdirt sendiri melainkan hars
dipahami memillki kaitan dengan peraturan perundoang-
undangan yang lain.

Joksa Pengocarn Negara dilsrang melakukan penafsiran jika

ditemukan adanya pertentangan terhadap 2 |dus) atau lebih

peraiuran  perundang-undangan yvang merupakan  kewenangan
Mahkamah Konstitusl atau Mahkamah Agung.

Analisis yuridis normatif dilaloukan dengan cara sebagal berilout:

i] Pemahaman Kedudukan Pemohon Selaku Badan Hukum
Dalam  memberikan  Pertimbangan Hukum, Jaksa
Pengacarn Negarn wajib memahami kedudukan pemohon
selaku suatn badan hukum berdasarkan dasar hukum
pendiriannya  dan  ruang  lingkup, tugas pokok, dan
fungsinyn atau lingkup kegiatnn usahanyn.
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Pemahaman Peraturan yang Berlaku Bagi Pemohon

Jaksa Pengacarn Negara wajib memahami peratuman
perundang-undangan yang bersifat scktoral atau khusus
bagi pemohon selalou badan hubnam.

Verifikasi Terhadap Permasalahan Hukum

Joksa Pengacara Negama wajlb untuk melakukan verifilasi
terhadap permasaiashan yang diajukan oleh pemohon guna
memastikan bahwa permasalahan yang diajukan berada
dalam ruang Ungkup perdata dan tata usaha negara serta
tidak memiliki implikasi bhukum lain di  luar dari
permasalahan yang diajukan,

Limitasi Permosalahan Hukum

Jaksa Pengacara Negorn wajib  memberikan  limitasi
terhadap analisis yang dilakukan yakni terbatas pada objek
permasalahan hukum yang diajukan dan kurun waktu
permasalahan  hukum  dengan memberikan  permyataan
bahwa Jaksa Pengacara Negara tiduk melakukan verifikasi
terhadap permasalahan hukum di luar objek dan kurun
waktu objek permasalahan.

Analists Permasalahan Hukum yang Dimohonkan Oleh
Pemohon

Jaksa Pengacara Negara wajib melakukan analisis
peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang
berkaitan, dan sumber hukum lainnyva, baik secara vertikal
maupun horizontal, serta hubungan satu dengan lalnnya
dan penerapannya terhadap kedudukan pemochon selalos
subjek hubum moupun terhadap permasalahon yang
dimehonkan.

Pemahaman Ruang Lingkup Keuangan Negara dan
Kekayann Negara

Jaksa Pengacara Negara wajib memahaml ruang lingkup
keuangan negarn dan  kekayoan negara berdasarkan
peraturan  perundang-undangan, baik sebagal kekayaan
negara yang dipisahkan maupun sebagal kekayaan negam
yang tidak dipisahkan, guna menghindari adanya legitimasi
melalyl mekonisme perdata danfatau administrasi atas
suntu perbuatan tindak pidana korupsi.
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b. Verifikasi Dokumen
Joksa Pengancara Negara tidak melakukan wverifikasi terhadap
kebenaran materiel dokumen yang diteima dari pemohon,
kecuall dalam pelaksanaan Andit Hukum (Legal Audi,

c. Tnin Bahasa
Pertimbangan Hukum disusun secam lugas, jelas, dan cermat
dengan menggunakan tata bahasa yang benar dan aistematis
sertn disusun secarn tepat,

d.  Pertimbangan Hukum Tidak Mengikat
Hasil kegintan Pertimbangan Hukum tdok mengikat untuk
dilaksanakan oleh pemohon, akon tetapi hanva merupakan
pendapat dart segl hukum terhadap permasalahan yang
disampalkan oleh pemohon sehingga pelaksanaan suatu
Pertimbangan Hukum bergnniung pada pemohon iiu sendiri.

B. Mekanisme
1. Persiapan

a.  Terhadap setinp permohonan Pertimbangan Hukum wajib dibuat
telashan oleh Joaksa Pengacaras Negara yang ditunjuk oleh
pimpinan satuan kerja yvang memuat analisis hukum yang
lenghap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan
kewenangan bidang perdain dan tatn usaha negara dan untuk
mengantisipasi adanya benturan kepentingan (conflict of interest)
dengan bidang lain vang dopat disertal analisis Strengths,
Weaknesz, Opportunities, and Threats [SWOT) terhadap
permohonan tersebut, sesual dengan formulir administrasi
perkamn perdata dan tata usaha negara.

b. Apabila dari hasil telanhoan sebagaimana dimaksud dalam hurof
a disimpulkan bahwa dapat diberikan Pertimbangan Hukum
selonjutnya Jaksa Pengacars Negarn melakukan Pertimbangan
Huloum sesuni prosedur yang berlnku,

¢ Kepala satuan kerja yang melaksanakan Pertimbangan Hukum
terhadap Permasalahan Hukum Perdatn dan Tata Usaha Negarn
Penting wajib melapotkan kepada Jaksa Agung Muds Perdata
dan Tata Usaha Negara secara berjenjang.

d. Joksa Pengucarn Negarn wajib melakukan ckspose kepada
kepala satuan kerja secaran berjenjang dalam proses kegilatan
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Pertimbangan Hulum, sebelum hasll Pertimbangan Hulom
disampaikan kepada pemohon,

e. Joksa Pengacara Negara melakukan Pertimbangan Hukum
berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala satuan

kerfa.

2. Pelaksanaan

a.  Pendopat Hukum
1} Akuntabilitas dalam pembuatan Pendapat Hukum (Legal
Opinion/ LOy:

a)

b

c}

d)

Pendapat Hukum disusun berdasarkan metode analisis
yuridis normatlf,

Pendapat Hulkum disusun seciara lugns, jelas dan
cermai dengan inta bahasa yang benar dan sisiematis
serta disusun secara tepat.

Pendapat Hukum harus diberikan secara  jujur,
objektifl, dan faktual.

Pendapat Hukum tidak bersifat mengikat bagl
pemohon.

Joksa Pengncara Negarm tidak melakukan verifikasi
terhadap kebenaran formal dan materiel dokumen
vang diterima dari pemohon dan hanya bertanggung
jowab sebatas Pendapat Hubkum yang disusun
berdasarkan dolkumen dan data yang diberikan oleh
pemohon;

2) Metode Analisa Yuridis Normatif Pemberian Pendapat
Hukum

o

Jaksa Pengacara Negarn wajib memahami kedudukan
pemohon selaku badan hukum berdasarkan:

1) dasar hukum pendirian;

(2} ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansi,

lembaga negara, lembaga pemerintah atau neang
lingkup leegintan usaha bagi Badan uszaha Milik

Negarn atau Badan Usaha Milik Daerah serta
Badan Hukum Lain; dan

|3} pematuran perundang-undangan berikut
ketentuan lainnya yang berlaku secara sektoral
bagi pemohon.
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Jaksa  Pengacara  Negara  wallb  memahami
permasalahan hukum yang dimohonkan oleh pemohon
dengan cara;

1) melakukan analisis  terhadap  peraturan
perundang-undangan, ketenfuan bukum yang
berkaitan, dan sumber hukum lainnya balk secarn
vertikal maupun horizontal, serta hubungan satu
dengan |ainnyn dan penerapannyn  terhadnp
kedudukan pemohon selaku subjek hukum dan
permasalahan yang dimohonlkan; dan

(2} beriontinnsi, meminta pendapat ahli  atoo
pendapal resmi lembaga atmu lembagn vang
secara khusus menguasal aspek teknls
pemasalahan yang dimintakan pendapat hulouam,
atas persetujuan dan biayn pemohon Pendapat
Hukum,

Jaksa Pengacamm Negara wajib melakukan veriflicasi
terhadap permasalahan yang disjukan oleh pemohon
guna memastikan permasalohan dimoksud bernda
dalam runng lingkup perdata dan tata usaha negarn
sertn tidak memilikd implikasi hulum lain di luar
permasalahan yang dinjukan.

Jaksa Pengncam Negarn wajib memberikan Hmitas|

terhadop analisis yang diakukan terbatas pada

permasalahan yang dinjuknn berdasarkan:

{1) objck permasalahan; dan

12} kurun waktu objek permasalahan,

dengan  memberikan  pernyaiann  bahwa Jaksa

Pengacarn Negara tidak memberikan pendapat hukum

di lunr objek permasalshan dan kurun waktu objek

permasalnhan yang dinjukan.

Jak=a Pengacarn Negara wajlb memahaml ruang

lingkup keuangan negara dan  kekaynan negara

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  balk
sebagnl kekayann negara yang dipisahkan maupun
scbagni kekavaan negara yang tidak dipisahkan guna:
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I} memahami adanya suntu kerugian keuangan
negara yang telah ada maupun mengantisipasi
potensi  keruglan  keuangan  negarn  yang
diakibatkan olth sustu permasalashan vang
diajulean pemohon; dan

2) menghindar adanya legitimasi melalul mekanlsme
keperdataan don/amu administrasi otas suatu
perbuatan tindak pidana korupsi.

3) Format Penyusunan Pendapat Hukum (Legel Opinion/ LO)
a) Dasar

Dasar beris! dasar penyusunan dan dasar hukum

Jaksa Pengacara Nepara memberikan Pendopat

Hubkum,

b} Kasus Posisi
Kasus ponisi berisi gambaran wumum tentang
permasalahan terkait permohonan Pendapat Hukum.
& Dokumen dan Data

Dokumen dan data berisi rincion dokumen, dota, dan

informasi materiel yang berbentuk tertulis moaupun

lisan yang diperoleh dari pemohon maupun darl plhak
keotiga lainnya dan jugn berisi informasi tambahan
yang terkait tapl tidak termasuk permturan perundang
undangan dengan penjelnsan setinp dem balk dalam
bentuk dokumen asli, salinan atau fotokopl. atau
dalam bentuk dokumen atau informasi elektronik serta
sumber perolehannya.

dj Permosalnhan

Permasalahan berisi pertanyaan atnu masalah pokok

terkalt pemberian Pendapat Hukum.

¢] Batasan Pendnpat Hukum

1} Pendapat Hukum  dibuat dan  disusun
berdasarkan dolumen yang disernhkan pemohon
kepada Jaksa Pengncarn Negara dengan asums|
bahwa:
ja] tanda tangan pada dokumen yang diberikan

atau diperithatkan kepada Jaksa Pengacara
Negara adalnh asli;
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(b) dolumen yang diperlihatkan kepada Jaksa
Pengncara Negara adalah otentik; dan /atau

icd =malinan wmiou  fotokopi  dokumen yang
diberikan kepada Jaksa Pengacarn Negara
adalah sesual dengan aslinya,

dan sesuai ketentuan peratumn  penmdang-

undangan.

Pendnpat Hulkum ditujukan terhadnp

permasalahan  yang dimobonkan dan tidak

ditujukan bagi masalah lain yang tidak

dinyaitnknn secara  terfulis  dalam  Pendopat

Hukum,

Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggpung jawab
npabila terdapat kesalnhan atau kekelinuan baik
schagian atau seluruh Pendapat Hukum yang
dinkibatkan karena adsnya kesalnhoan dalam
dokumen, data dan informasi yang diberilkan
dalam penyusunan Pendapat Hukuim,

Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggung jowab
terhadap penyimpangan atau kesalahan dalam
pelaksanaan  sebagian atau seluruh  Pendapat
Hukum, vang tidak sesual dengan kesimpulan
dan rekomendasi Jaksa Pengacara Negam dalam
Pendapat Hulaum.

Pendnpat Hulum disusun hanya berdasarkan
aspek yuridis normatif

Pendapat Hukum bukan merupakan suatu
legitimasi ntou  justifikosi untuk mengajukan
suntu hak tertentu atau kiaim kepada pithak lain.

Analinis
Analisis terdiri dari:

analisis fakta, bertsi fakta dan dokumen dalam
nspek ruang lingkup permasalahan yang disusun
sesual urutan waktu dan keterkaitan; dan

analisis yuridis, disusun secara yuridis normatil

dengan menguraikan ulasan permasalahan dan
beris! keterkaitan dan kesesualan antara fakta
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dan/atau dokumen dengan peraturan perundnng-
undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan
sumber hukum |lainnya, doktrin, dan/atay
putusan atau  yurisprodensi,  tata  keloln
(governance] dan mitigaad risfico hukum, termasuk
good governance dan  Asas-asas  Umum
Pemerintahan vang Baik (AUPB).
Jaksa Pengocara Negara  tidak  berkewajiban
menganalisis dan menjawab permasalahan hukum
vang tidak atau belum konkret.
) Kestmpulan
Kesimpulan berisl Intl jawaban atas permasalihan
pokok dan dapat dilengkapl pokok hasil kajian tata
kelola yang baik dan mitigasi risiko hukum. Butir-butir
kesimpulan dapat merupakan satu keaatuan
kesimpulan dari beberapa permasalahan yang saling
berkaitan.
bl Samn
Saman berisi rekomendasi atas permasalahan yang
dimohonkan. Jakss Pengacara Negara dapat
memberikan saran jika dipertukan.
Pendapat Hukum dard Jaksa Pengacara Negam harus
mendapat persetujuan darl kepols satuan kera. Untuk
kepentingan terpenuhinya akurmsi dan standar kualiins
atsu dalam hal terdapat keragu-raguan atas Permasalahan
Hukum Perdatn dan Tala Usaha Negara Kompleks vang
dimohonkan Pendapat Hukum maka konsep Pendapat
Hukum dapat dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Mudns
Bidang Perdatn dan Tatn Usaha Negara.
Pendapat Hukum disampaikan kepada pemohon dengan
surat pengantar darl kepala satuan kerja yang bersifat
rahasia.
Dalam hal terdapat dugaan tindak pidana yang ditangani
aleh aparat penegak hukum terhadap objek permasalahan
yang dimintakan Pendapat Hukum, pelaksanaan pemberian
Pendapat Hulkum dihentikan dengan memberitahukan
kepada pemahon.
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b. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA)
1} Akuntabilitns dalam Pendampingan Hukum

aj

bj

€)

Pendampingan Hukum dilakukan terhadap kegintan

yang akan atou sedang dilaksanakan terbatas pada

ruang lingkup hukum perdata dan/atan  hukom
sdministrasi negara, dengan sasaran mitigasi risiko
hukum, tata kelola yang balk (good governance),

Penyelamninn amu  Pemulihon Keunngan  atou

Kekayaan Negama, dan  pembentukan  peraturan,

Keputusan Tata Usnha Negara dan/atau tindakan

administras| pemerintnhan,

Dalam melakukan Pendampingan Hukum, Jaksa

Pengacara Negara:

1) bertindnk profesional, berhati-hatl, dan objektif;

2] bertindak terbatas memberikan Konsultas|
Hukum yang tidnk mengikat;

3) udak mencampuri kewenangan lembaga dan/atau
pejabat  yang berwenang dalam pengambilan
keputusan;

4} tidak melakukan suatu tindakan yang berpotensi
memberikan legitimast terhadap kegiatan yang
didampingi;

5) tdak berwenang untuk memutuskan suatu
tindakain;

6) tidak masuk dalam organisani pekerjann;

7 tdak melakukan analisis yang bersifat non-yuridis,
misalnya kajian blanis, nilad keekonomian, stud|
kelaynkan dan/atau analisis yang bemifat teknis
lninnya;

8) dapat berkoordinasi, meminta pendapat ahll atau
pendapat resmi  lembago/badan yang secarn
khusus menguasasi aspek teknls pemasalahan
vang dimintakan Pendampingan Hukum, atas
perseiujuan dan biaya pemohon.

Pendampingan Hukum dilaksanskan dalam |anghka

waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitknnnya

surat perintah untuk melakukan Pendampingan
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Hukum dan apabiln diperiukan pemohon dapat
mengajukan  perpanjangan  Pendampingan  Hukum
kepada  kepals satuan  kerfa.  Perpanjangan
pendampingan Hukum dapat diberikan untuk waktu
paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam proses Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara

Negara dapat:

1} memberikan Konsultasi Hukum secara lisan dan
membiuat notula yang ditandatangani para plhak
selanjutnya dilaporkan kepada kepala satunn
kerja.

2) meénerbitkan nota pendapal yang ditandatangani
oleh Jaksn Pengacarn Negara atas permasalahan
hukum yang disampalkan pemohon setelah
dilakukan ekspose atau dikonsultasikan kepada
kepala satuan kerja atan pejabat yang berwenang
di bidang perdata dan tata usaha negara yang
ditunjuk oleh kepala satuan kerja; atau

3} memberikan Pendapai Hukum, dalam hal
terdapat Permasalahan Hukum Perdata dan Tata
Usaha Negarn Kompieks dan memerfukan analisis
mendalam berdasarkan surat permohonan darl
petmohon, yang dilaksanakan sesunl dengan

prosedur pemberian Pendapat Hukum dimulal
dari surat perintah untuk membuat Pendapat

Huloum.

Joksa Pengacara Negora melaporkon perkembangan
kegiatan Pendampingan Hukum kepada kepala satuan
kerjo, antara lain berisi waktu, tempat dan kegiatan
yang dilaksanakan, permasalahan yang diajukan oleh
pemohon dan Konsultasl Hukum yang diberkan eleh
Jaksa Pengacara Negora.

Jaksa Pengpcarn Negam dapat meminta informasi
keglatan yang didampingl kepada pemohon untuk
dilaporkan kepada kepala satuan kerja dalam bentulk
laporan Pendampingnn Hulum.
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g Jaksa Pengacarn Negara walib mewaspadal adanva
fakta berupa:

{1} indikasi adoanyn perbunian yang bersifai melawan
hukum;

12) adanya iktikad tidak balk dari pemohon sehingga
tidnk memungkinkan melaksanakan prinsip
lnyanan dan kegiatan Pertimbangan Hukum vang
efektif, misalnyn menvembunyikan deokumen atau
kegiatan yang diperiukan untuk melaksanakan
Pendampingan Hukum;

(3} dugaan tindak pidana yang ditangani oleh aparat
pencgak hukum terhadap objek permasalahan
vang dimintakan Pendampingan Hukum; atau

() penyimpangan pada kegiatan yang didamping

dengan memanfaatkan Pendampingan Hukum,
h) dalam hal ditemukan keadann sebagaimana dimaksud

dalam bhurnd g, Jaksa Pengacara Negara harus
melaporkan kepada kepaln satuan kerja untuk
mempertimbangkan menghentikan kegintan
Pendampingan Hukum.
) dalam hal  kegiatan  Pendampingan  Hukum
sebagnimana dimaksud dalam huruf h) dihentikan,
kepala satuan kerja
(1) memberitahukan penghentian Pendampingan
Hukum kepada pemohon meiafui surat tertulis
yang bersifat rahasia; dan

2) memerintahkan pemberkasan atas seluruh
dolkumen dan berkas yang diperoleh dan dibuai
oleh Joksa Pengacarm Negara selama kegintan
Pendampingan Hukum.

c. Audit Hukum {Legal Audin
1) Objek Audit Hukum berupa:

a) Badan Hukum
Objek sasoran Audit Hukum berupa badan hukum
dilakukan terhadap keadasn, dalam kurun waktu
tertentu atas suatu badan hukum dor aspek hukum;
dan fatau
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Kegiatan
Audit Hukum dilakukan terhadap suatu kegintan
tertentu yang telah dilaksanakan, melalui analisis dan
penilaian darl aspek hukum perdats dan/atan huloam
administrasl negam, termasuk tnia kelola (governanod
dan/atau  kelaynkan keputusan tata usaha negara.
Khusus untuk audit hulkum yang dilakukan terhadap
keputusan tatn usaha negara, dilakukan atas

permohonan pejabat pembuat keputusan tata usaha
negara atou  atasan  langsungnya. Keputusan tata
usaha negara yang i audit tidak termasuk dalam
kewenangan peradilan tata usaha negam dan/atau
pengujian peraturan perundang-undangan.

2)  Tujuan Audit Huboum {Legal Audify untuk:

a)

bj

cj

memperoleh status hukum atau penjelasan hukum
terhndap objek Audit Huloum;

memeriksa legalitus suatu badan hukum dar aspek
hukum;

memeriksa  tngkat ketaatan badan hukum dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
leetentuan Ininnya; dan

memberikan penilalan terhadap suatu keglatan yang
telnh dilakukan, dart aspek hukum perdata dian/otau
hukum administrasi negar.

3} Tahapan Audit Hukum |Legal Audif) meliputi:

a)

b
¢l

memastikan tujuan pelaksanaasn Audit Hulkoum;
membunt perencanasan Audit Hukum;
penandatangnnan  Perjanjian  Jaminan Kerahasiann
|Confidentinfity Agreemenf) antara Jaksa Pengacarn
Negam dan pemohon. Jaksa Pengacara Negam wajib
untuk menjaga kerahasian data, bahan, dan
keterangan yang didapat dalam rangkn proses Audit
Hukum kepada pilhak slapapun juga, kecuali
ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau putusan atau penetapan
pengadilan;
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dj melakukan pengumpulan dokumen lerknit Audit
Hukum,

¢ melakukan analisis terhadop dokumen yang
dikumpulkan,

i membuat laporan hasil Andit Huloum;

gl melakukan ekspose laporan hasil Audit Hukum; dan

h) menyampalkan hastl Audit Hukum kepadn pemohon.

Akuntabilitas dalnm pembuatan Audit Hukum (Legal Audig:

a) Jaksa Pengacara Negarn melakukan Audit Hukum atas
permintaan darl Negara atau Pemerintah;

bl  Audit Hukum harus dilakukan  secarn telii dan
scksama, termasuk  terhodnp  legalitas dan
kelengknpan dokumen, sertn aspek hukum perdata
don/ainy  hukum adminisirasi pegarm darl  suain
kegiatan;

¢ Audit Hultum harus diberikan secarn objeltif, konkret,
dan profesional; dan

di Audit Hukum disusun secarn akurat, cermat dan
sistemnatis sertn mengpunakan tats bahasa vang benar
dan jelas.

Audit Hukum [Legal Audit) Badan Hukum

Jaksa Pengoncarn Negara memeriksa dan membuat penilaian

atas dokumen yang relevan sesual sasaran audit mengonal

keadann badan hulaim dalam kaurun waktu tertentu, antara

Inin:

a) dokumen dan legalitas dasar pendirian badan bukum
beserta perubahannya;

bl dokumen mengenal nset badan hakum;

¢} perjanjlan vang dibuat dan ditandatangani oleh badan
hukum dengan plthak ketiga:

d] dokumen mengenal peridnan badan hukum;

¢) dokumen yang berkaltan dengan permasalahan
leotenagakerjnan badan hukum;

fi dokumen mengenai asuransi;

gl dokumen mengenal pajak; dan

h) dokumen tentang terkait atau tidaknya badan hulam
dengan tuntutan dan/atau sengketa batk di dalam
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maupun di  luar pengadilan, yvang berasal dari
perusahaan atou berdasarkan konfirmasi dari pihak

ketign yang kompeten dan relevan.
6]  Audit Hukum (Legol Audit] Keginian

Jaksa Pengacarn Negarn melakukan Audit Hukum (Legal

Audit) terhadap kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan.

Audit Hukum (Legal Audit) dilaksanakan menggunakon

metode analisis yuridis normatif berdasarkan peraturan

perundang-undangan, lketentuan hukum yang berkaitan,

dan sumber hukum lannya, atas dokumen disertal

verifiknsi terthadap kebenaman formal dokumen, batk

keseluruhan atau menggunakan metode sampling

sistemaiis  yang dilakukan secara objekili dengan

memperhatikan  klasifikasi  data  atau  dokumen

berdasarkan:

aj jenis dan sifatnya balk secarn kuantites moaupun
kualitas;

bj kurun waktu; dan

¢ varabel lain vang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

7] Metode Analisa Yundis Normatif Penyusunan Audit Hulum

a) Jaksa Pengacara Negara wajlb memahami aspek
hulum korporasi dan aspek hukum perdata Ininnya,
antara lain hukum kontrak, hukum pertanahan,
hukum pengadann bamang atou jasa, sesual objek
audit hukum, dan dilaksanakan dengan carm:

{1} melakukan analisin berdasarkan peraturan
perundang-undangan, ketentuan hukum yang
berkaitan, dan sumber hukum [ninnya, baik
secarn vertikal maupun horizontal, dan dari aspek
hukum perdata dan/atau hukum administrasi
negarn yang relevan, termasuk  tatn kelola
(governancel; dan

(2} berkoordinasi, meminta pendapat ahli atau
pendapat resmi lembaga atau badan yang secara
khusus menguasal aspek teknis sasaran audit
hukum.
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Jaksa Pengacara Negara wajlb memberikan limitasi
terhadap analisis yang dilakukan terbatns pada ruang
lingkup yang diajukan dan korun wakiu objek oudit
hukum dengan memberikan pernyataan bahwa Jnksa
Pengascorn Negora tidak melakukan verifiknsi di luar

ruang lingkup yang diajukan dan karun wakta objek
audit bukum.

B} Format Penyasunan Audit Hukom (Legal Audir):

al

c)

e}

Dasar
Dasar berisi dasar penyusunan dan dasar hukum
Joksa Pengacarn Negara untuk  melakokan  Audil
Hukum.
Daltn
Datn berisi uminn teninng peraiumn  perundang-
undangan dan ketentunn lainnya vang relevan,
dokumen dan/atau informasi materiel yang berbentuk
tertulis maupun lisan baik elektronik maupun non-
elektronik yang diperoleh, ditemukan maupun berasal
dari plhak ketign yong relevan terkait dengan objek
Audit Hukum.
Tujuan, Sasaran, dan Obyek Audit Hukum
Berisi tujuan dan sasaran  Audit Hulum, serta
kejelasan objek sesaal keadnan atau kurun waktu
tertentu, balk pada Auwdit Hulkum badan hukum
maupun Audit Hukum kegininn.
Pokok Permasalahan
Dalam hal terdapat pokok permasalahan yang menjad|
topik dan permasalohan sasaran dalam Audit Hukum,
Batasan Audit Hukum
{1} Analisis dan pendapat pada Audit Hukum dibuat
dan disusun berdasarkan dokumen yang
diperoleh Jaksa Pengacarn Negara dengan
penjelasan perincian dokumen dan hasil verifilasi
dari pihak tertentu, dengan asumsi bahwa:
{a) tanda tangan pada dokumen yang diberikan
atau diperlihatkan kepada Jaksa Pengnscara
Negora merupakan tanda tangan asli;
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ib) dolumen asli vang diperlihatkan kepoda
Jaksa Pengacarm  Negam  merupakan
doloumen otentik; dan/atau

i} salinan atau fotokopl dokumen vang
diberikan kepada Joksa Pengacarn Negara
merupakan salinan atau fotokopl dokumen

yang sesual dengan aslinya,
dan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

{2} Audn Hukum ditujukan terhadap permasalahan,
tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, dan tidak
sertn merta berlaku bagl permasalahan, tujuan,
dan sasaran Inin yang tidak dinyatakan secarn
tertulis dalam Audit Hukum.

[3) Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggung jawab
apabila terdapat  kesalahan atan  kekeliruan
sebagian atau seluruh  Audit Hukum yang
dinkibatkan karens ndanya kesalahan dalam data
atau dolumen yang diberikan oleh pemohon yvang
dipergunakan dalam penyusunan Audit Hukam,

fi Analisis

Analists disusun secarn yuridis normatif dengan

menguralkan ulasan terhadap dokumen atau data
yang relevan dengan objek Audit Hukum dikaitkan

dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan
hukum yang berkaitan, dan sumber hulaum lalnoya
dori aspek  hukum perdain  danfatau  hukum
administrasl negar, dan tata kelola (govermancoe),
g Kesimpulan
Kesimpulan berisi resume hasil analisis terkait dengan
tufuan Audit Huloum,
Audit Hukum dar Jaksa Pengneara Negara horus mendapat
persetujuan  dard  pimpinan  satuan  kerja.  Untuk
kepentingan terpenuhinya akurasl dan standar kualitas,
atou dalam hal terdapat kerngu-rnguan atss Permasalahan
Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kompleks yang
dimohonkan Audit Hukum maka konsep Audit Hukum
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dapat dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang
Perdatn dan Tatn Usaha Negarn.
Khusus uniuk Audiit Hukom yoang dilakukan terhadap

keputusan Tata Usaha Negarn, Jaksa Pengacara Negara
wallb melakukan ekspose secara berjenjang kepada Jaksa
Agpung Muda Perdaoia dan Tata Usaha Negara.

9) Hastl Audit Hukum disampaikan kepadn Pemohon dengan
surnt penganinr dari kepals sntusn keria ynng bersifat
rahasia.

10) Pelaksanasn pemberian Audit Hulkum dihentikan dengan
membernitnhbukan kepadn pemohon dalam hal terdapar:
fa} dugaan tindak pidana yang ditangani oleh aparat

penegak hulkum terhadap objek permasalohan yang
dimintakan Audit Hukum;
[b} pengajuan gugatan terhadap keputusan tatn usaha

negara yang menjadi objek Audit Hukuam,
Pertimbangan Hukum Tidak Atas Permohonan

permohonan berupa masukan dan saran dari Jaksa Pengacara
Negam kepadna Negara atau Pemerintah, berisi penilajan dari
aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasl negara,
dalam rangka mitigasi ristko hukum, tata kelola (governancs
yang balk, Penyelamatan Keuangan atau Kekayoan Negarn,
Pemullthan Keuangan atau Kekayanon Negara, sertn kebljakan
publik berbeniuk peraturon dan/atou kepuiusan inin usahn
negar.

1) Akuntabilitas Dalam Pembuatan Pendapat Hukum Tidak

Atas Permohonan

(a) Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan hanya
dapat disampalkan pimpinan satuan kerja dalam
bentuk surat dengan sifst rahosin dengan tembusan

atasan langsung ditujukan kepada pimpinan Negara
atau Pemerintah berdssarkan hastl telanshan dan
pendapat dari Jaksa Pengacara Negara.

{b} Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan disusun
secara jelas dan cermat.
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Pertimbangan Hukom tidak atas permohonan harus
diberikan secara jujur dan objekiif atas permasaiahan
yung konkret.

Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan
merupakan masukan yang tidak bersifat mengikat.
Untuk kepentingan terpenuhinya akurasi dan standar
loualites, serta dalam hal terdapat kemgu-raguan atas
Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negam
Kompleks yang dimohonkan pendapat hulum maka
konsep Pertimbangan Hukum tidak atas permohonan
dapat dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negarn.

Format Penyusunan Pertimbangan Hukum Tidak Atas
Permohonan
jn} Daln

fel

Data berisi umaion tentang informasi materie] yang
diperoleh.

Permasalahan

Permasalnhan berisi temuan isu hukum yang dapat
menimbulkan risiko hukum, tata kelola (governance)
yang balk, Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan
Negarn, dan/atau Pemulihan Keuangon atau Kekayoan
Negara.

Analisin

Analisls disusun secarn yurldis normatif dengan
menguratkan ulasan terhodap lsu hukum dikaitkan
dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,
k=tentuan hukum yang berkaitan dan sumber hukum
lainnya yang relevan, dan aspek hukum perdata
don/atay hukum administrasi negam,

Saran

Pertimbangan hukum tidak atss permohonan pada
hakikatnya berisi samn kepada Negara atau
Pemerintah.
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BAB VI
TINDAKAN HUKUM LAIN

A Eetentuan Umum

1. Wewenang Jaksa Pengacarn Negam
a) Jaksa Pengacara Negam berwenang melakukan Tindakan

Hukum Lain untuk bertindak sebagai fsilitntor, mediator, atau

konsilintor dalam sengketa atan perselisihan perdata:

I} antar Negarn atou Pemerintah: atau

2) antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar
Megarn ainu Pemerininh.

Seclaln Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam

hurul a), Jaksa Pengacara Negara jugn berwenang melakukan
Tindakan Hukum Lain sebagaimana dinfur dalam keteniuan

peraturan perundang-undangan,

2. Akuntablilitas dalam Keglatan Tindakan Hukum Lain

Fasilitasi, Medinsi, otou Konailiasi merupakan meknnisme
penyelesalan sengketn atau perselisithan secarn sukarela. Salah
satu atsu para pihak setiap sast berhak untuk tidak
melonjutkan ateu mundur deri  Fasilitnal, Mediasi, atau
Konsilinsi.

Fasilitasi, Mediasi, atau Konsiliasi masing-masing merupakan
kegiatan terpisah, yang tidak dapat digabungkan dengan
kegiatan Bantuan Hukum dan/atau Pertimbangan Hukum.

D luar peran sebagal fasilitator, Jaksa Pengncara Negarn
terbatas pada menawnrkan alternatifl solusi penyelesaian
sengketn, balk sebagion atou secara keseluruhan, untuk
disusun dalnm perjanjian atau  kesepaknian  penyelesaion
sengketa oleh para pihak.

Jaksa Pengocara Negarn vang bertindak selaku fasilitator,
mediator, atau konsiliator hams profesional, objektif dan tidak
memihalk

Joksa Pengacara Negara harus memiliki kompetensi sebagal
fasilitator, mediator, atau lkonsilistor sertn menguasal aspek
hukum perdata atas pokok senghketn atau perselisthan.



a.

4.

-132

Prinsip Layanan Kegiatan Tindakan Hukum Lain

Kegintan dan hasil kegiatan Tindakan Hukum Lain oleh Jaksa
Pengacara Negam memilild implikasi publlk vang luas bagl
kepentingan citra dan persepal publik terhadap Kejaksann, sehinpgn
perlu dilaksanakan berdasar prinsip sebagni beribout:

a.  Objektif Profesional

Joksa Pengocaorn Negara menjoalankan kegiaton Tindakan
Hukum Lain tidak berpthak dalam mengupayakan pencapalan

kesepakatan sebagal solusi penyelesnlan sengketa atau
perselisthan sesunl etika dan ketentuan hukum yang berlaku,

sertn walib mengundurkan did dalam hal memiliki benturan
kepentingan.

Kernhasinan

Joksa Pengncara Negarn menjaga kernhasinan identitas pam
plhak, data, dan proses penyelesainn sengketn atau perselisthan
demi kepentingan para pilhak, kecuall atas persetujuan kedua
belah pihak atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan.

Berkualitas

Joksa Pengacara Negara harus mempunyal kompetensi yang
diperiukan untuk penyelesaion sengketa atou perselisithan
sesual dengan prosedur dan mencegah terjadinym kesepakatan
yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika
dipandang periu pelaksanonn  penyelesaion  sengloeta  atau
perselisthan dapat didukung supervisi dard Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tota Usaha Negara.

Berintegritas

Jaksa Pengacara Negara menghindor segala bentuk pelanggamn
hukum dan menjaga etika dalam pelaksanaan kegiatan
Tindakan Hukum Lain.

Pengendalian dan Koordinasi

Setelah menerima permohonan layanan, Jaksa Pengacara
Negara wajib mempelajari dan mendeteksi adanya indikasi
perbuatan pidana di dalamnva, keterkaltnn dengan perkara
pidana yang sedang ditnnganl atou mungkin ditangani di
kemudian harl, antara lain dengan koordinast dan mencari
informasi dari aparat penegak hukum, termasuk meminta
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informasi dari bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus,
bidang tindak pidana umum dan/atan bidang pidana militer.

b. Koordinasi sebagaimann dimaksud dalam burif a dilaknkan
segern dan dalam wakiu paling lama 14 [empat belas) hari.

B. Mekaniame

l. Persiapan
a  Umum

4

Pemberion Tindakan Hukum Lain diswali dengan adanya
surat permohonan dengan kejelasan Tindakan Hukum Lain
yang diperfukan berupa Fasilitnsl, Mediasl, atau Konsiliasi.
Terhadap setinp permohonan Tindakan Hukum Lain, Jaksa
Pengacarn Negara wajlb membuat telashan yang memuat
gnmbaran singkat nins:
a) permasalahan atau kasus posisi;
b aspek lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata
dan tata usaha negara; dan
¢) ada tidaknyn benturan kepentingan (conflict of interest)
dengan perkara pidans yang sedang atau mungkin
akan ditangani terkait objek sengkein  atu
perselisthan.
Apabila dari hasil telnahan sebagnimana dimalksud dalam
angka 3), disimpulkan bahwa dapat diberikan layanan
Tindakan Hukum Lain, selanjutnya Jaksa Pengacara
Negara menentukan piilhan Tindnkan Hukum Lain.
Kepala Satuan Kerja yang memberikan layanan Tindakan
Hukum Lain terhadap Permasalahan Hulum Perdata dan
Tata Usahn Negam Penting wajtb melaporkan kepadn Jaksa
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara secarn
berjenjang.
Eepala satunn kerja dopat melakukon ekspose dalam
pelaksanaan Tindakan Hulkum Lain secara berjenjang guna
menentukan langkah dalam proses Tindakan Hukum Lain.

b. Jaksa Pengacarn Neganra memberikan layanan Tindakan Hukum
Laln berdasarkan surat perintah dari kepala satuan kerja

dengan menyebut secara jelas perintnh kepada Jaksa Pengacara
Negam sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator,



134

Pelaksanann

a. Tindakan Hulum Lain yang dilaloakan baik sebagal fasilitator,
mediator, atau konsilintor, harus didasarkan atas persetujuan
dari kedua belah plhak secara tertulls termosuk  klausul
menjaga  kernhasioan proses Tindakan Hulkum Lain doan
menyampaikan data dan informasi dengan sebenarnya.

b. Sebagni fosilitator, mediator, atau konsiliator, Jaksa Pengacara
Negara merupakan plhak netral yang tidak memihak salah satu
plhak |imparsial untuk membantu menyelesallean senghetn atay
perselisthan antara para pihak.

¢, Joksa Pengocarn Negam  tidak  dapat  dimintakan
pertangpungiawaban atas risiko hukum yang muncul sebagal
akibat dari kesepakaton para pihalk

d Dalam Fasilitasi, Jaksa Pengacarn Negara bertindak sebagni
fnsilitator yang membantu dan menjajaki kesedinan para pihak
untuk menyelesatkan sengketa atau perselisihan tanpa terlalu
jauh masuk dalam materl permasalahan, antara lain dengan
memfasilitngl pertemuan antara para plhak dan menyerahkan
para pthak untik merumuskan penyelesalan sengheta

e,  Dalam Mediani, Jaksa Pengacarn Negara bertindak sebagal
mediator dan mempunyni kewajiban membantu menyelesalkan
sengketn atau  perselisthan para  plhak melahy  proses
perundingan penyelesalan senghetn dengan mengidentifikasi
permasalahon konkret dan membantu tercapainya kesepakatan
yang dibuat para plhak.

f. Dalam Konsilinsi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagni
konsilintor dan mempunyal kewajiban membantu menyelesaikan
sengketn  atnu perselisthan  parm  plhonk  melalul  proses
perundingan penyelesalan sengketa aton perselisthan dengan
mengindentifikasi permosalahan  konkret dan  memberikan
pertimbangan pilthan penyelesalan sengketa atau persellsthan,
sertn  memberikan masukan, konsep danjfatau  proposal
perjanjian penyelesaian sengleta atau perselisihan,

g Fasilitasi dilnkukan dengan tahap sebagal berikut:

1) mengundang para pihak;
2} penjelasan maksud dan tujuan serta sifat Fasilitasi kepada
para pihak;
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para plhak menyampaikan sengketa atau perselisithan yang
dimohonkan Fasilitasi;

Negosiasl parn pthak yang pada pelaksannannyn, fasititntor
bersifat pasif dan hanya mengatur jalannya negoslasi agar
tertiby;

pamm pihak menumuskan dan menyusun kesepakainn.
Dalam pelaksanasnnya, fasilitator hanya memberl saran
dan/atau menyampailkan pendapat apabila diminta pars
pihak; dan

para pihak menandatangani kesepoakatan,

Medinsi dilakukan dengan tahap sebagal berikut:

)
2)

3

4

mediator mengundang para pithak;

penjelasan maksud dan tujuan serta sifat Mediasi kepada
para pthak;

para plhak menyampaikan sengketa stau perselisthan yang
dimohonkan Mediasi;

mediator merumuskan kesepahaman awal dan identifiknsi
masalah untuk menyepaknti hal-hal yvang menjadi sengheta
atau perselisihan serta cara penyelesaian yang dilnginkan;
penyusunan jadwol Medias: bersama para pihak;
perundingan, termasuk penyampalan bukti darl para pihak,
mendengarkan keterangan ahll atau plhak lain;

para plhak menemukan alternatif kesepakatan penyelesalan
sengketn;

para pihak berhak untuk tidak melanjutkan proses Medinsg;
dan

penyusunan dan  penandatanganan  berita  acama
kesepnkaian otou perjonjian penyelesaian sengketa oleh
para pihak.

Konsiliasl dilakukan dengan tahap sebagal berikut:

il
2)

konsiliator mengundang parm pthak;

konsiliator menjelaskan maksud dan tujuan serta sifat
Konsiliasi kepada parn pihak:

parn pthak menyampaikan sengketa atoua perselisthan yang
dimohonkan Konailiasi;



-136

4} konsilistor merumuskan kesepahaman awal dan identifikasi
masalah untuk menyepakati hal-hal yang menjadi sengheta
atau persclisthan serta corn penyelesalan yang dinginkan;

5) penyusunan |adwal Konsaillasi bersama para pihak;

0] perundingan, termasuk penvampaian bukti dari para plhak,
mendengarkan keternngan ahll atau pthak loin;

7)1 konsiliator mengusulkan pilthan penvelesaian sengketa,
memberikan pertimbangan pillhan  penyelesalan  serta
memberiknn masultan, konasep atnu proposal perjanjian
penyelesaian sengkein;

B) pam plhak menemukan atau menyepakat! alternatif
kesepakntan penyelesalan senghketn;

9 pura pihok berhak untuk tidak melanjutkan  proses
Konsiliasl; dan

10) Jiks tercapal kesepakatan dilanjutkan dengan penyusunan
dan penandstanganon perjanjlan penyelesaian  sengheta
aleh para pihak.

Joksa Pengacara Negara menyusun laporan  pelaksanaan

Fasilitasi, Medias), atau Konsiliasi.

Proses Fasilitnsi, Medias|, atau Konsillinsi berakhir setelah

semua tahapan dilahd, meskipun tidak tercapal kesepakatan

para pthak.

Fosilitasi, Medingl dan Konailinsl diloksanoakan dolam waltu

paling lama 4 fempat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama

2 (dua) bulan atas kesepakatan para pthak dan persetujuan

kepala satian kerjn.

Joksa Pengocara Negamm wajib melaporkan kepodn  kepaln

satuan kergn secara berjenjang tentang hasil Fasilitasi, Medinsi

atau Konailissi, baik apabila tercapal kesepoakatan maupun
tidak.

Kepala satuan kerja menyampaikan hasil pelaksanaan Fasilitasi,

Medinsi ntnu Konsiliasi kepada para plhak.
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BAB VIl
PELAYANAN HUKUM

A Eetentunan Umum

Wewenang Jaksa Pengacara Negara
Jaksa Pengacara Negara berwenang memberikan Pelayanan Hulam
yang bertujuan untuk membangun kesadoran hukum masyarakat,
membantu masyarakat atas akses terhadap bukum, mencegah
terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus menerima pengaduan
bukum dari masyarakat. Peloyanan Hukum dilaksannkan dalam
bentuk kensultasi dan pemberian informas! di bidang hukum perdata
atnu taln usaha negura kepadn masysmkat, balk peromangan atau
badan hukum, yang dapat diberikan secarn lsan, tertulls maupun
melahal sistem eleldrontl.

Ruang Lingkup Pelayanon Hukum.

a  Pelayanan Hukum terbatas pada permasalahan perdata dan tata
usaha negara.

b. Joksa Pengacara Negara tidak melakukan analisis dan verifilas)
secarn formal don materiel terhodoap diota dan fakita yang
disampaikan oleh pemohon, oleh karena itu Jaksa Pengacara
Negarn tidak dapat memberikan penilalan ataupun pembenaran
terhadap permasalahan yang disampaikan. namun hanya
memberikan konsultasl mengenal permasalaban hukum yang
disampalkan berdasarkan hukum serta peraturan perundong-
undangan. termasuk hak dan kewajiban pemohon.

Prinsip Peloyanan Huloum

Kegiatan Pelayanan Hukum dilaksanakan berdasur prinslp sebagal

berikout:

a. Objektif Profesional
Joksa Pengacara Negara memberikan Nonsultasi Hukum secara
objektif pada aspek hukum formal di bidang hulomm perdata
dan/atau hukum adminsitrasi negara.

b. Tanpa Menimbulkan Beban Biaya
Pemohon tidak dibebani biaya atas Pelayanan Hukum yang
diberikan Jaksa Pengacara Negara.

¢. Berkualitas
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Joksa Pengacara Negara harus mempunyal kompetensi terkait
permasalahon yang disampaikan pemohon. Jika dipandang
periu pelaksanaan pelayanan hukum dapat dikonsultasikan
kepada pimpinan satuan kerja,
Menghindari Benturan Kepentingan

Joksa Pengacarn Negnra memberikan pelaynnan  hokum
menghindari benturan kepentingan dan tidak mencampuri
proses penanganan selanjutnyn atas permasalahan hukum yang
ditanyakan.

Pengendalian dan Koordinasi
Pelayanan Hukum tidak diberikan terhadap:
a perorangan atau badan hukum bukan milik negara yang telah

b.

didampingi oleh advolkat;

perorangan atau badan hukum bukan milik negara yang sedang
atau telah menjalani proses hukum di pengadilan, untuk
menghindari adanya perbedann pendapat hukum atau
mencampuri proses hulkum yang sedang bertangsung; atau
permohonan yang jugn dialamatkan kepadn instansi lain, untuk
menghindari adanyn perbedaan pendapat hukum atau
mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.

Administrasi
a.  Pengadministrasinn  kegiatan Pelayanan Hukum di  bidang

hukum perdata pada:

1) Kejouksann Agung dilakukan oieh Direktorat Pertimbangan
Hukum c¢.g. Sub Dircktorat Tindakan Hukum Lain dan
Pelayanan Hukum;

2) Kejoksaan Tinggl dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara ¢.q. Sekal Pertimbangan Hukum;

3) Kejoksaan Negeri dilakukan oleh Seksl Perdata dan Tata
Unaha Negara; dan

4] Cabang Kejoksaan Negerl dilakukan oleh Sub Seksi
Intelijenn, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pengadministrasinn  kegiatan Pelaymnon Hukum di  bidang

hukumn tatn usaho negara pada:

1) Keiaksann Agung dilakulan oleh Direktorat Tata Usahn

Negnra .- Sub Dircktorat Pelayanan Hukum;
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2) HKejaksaan Tinggl dilakukan oleh Asisten Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara c.q. Seksl Tata Usaha Negara:

3) Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tam
Usaha Negara; dan

4) Cabang Kejaksann Negeri dilakukan oleh Sub Sekst
Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara.

B. Mekanisme
1. Persiapan

a.  Joksa Pengncara Negarm membunt telenhon ains permohonom
Pelayanan Hukum yang diajukan secara tertulls, yang memuat
analisis hukum yang lengkap dengnn kategori:

1} pemohon lavak mendapat pelavanan hukum;

2] pemohon tidak didampingl advokat;

3] objek permasalahan dalam ruang lingkop hukum perdata
dan/atau hukum tata usaha negara; dan /atau

4} tdak mengandung conflict of inferest dengan tugas dan
fungsi Kejoksaan padna bidang Inin.

b. Permohonan Pelayanan Hukum secara lsan yang memenuhl
kntegori sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat langsung
diberikan Pelayanan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negars atas
persetujuan kepala satuan kerja.

e Kepala satuan kerja yvang memberikan Pelayanan Hukum
Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting
wajib melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara secara berjenjang,

d.  Surat perintah kepada Joksa Pengacam Negara untuk
melakukan Pelayanan Hukum dapat bersifat insidentil ataupun
untuk wilnyah atau waktu tertentu, termasuk piket Jaksa
Pengacara Negara pada pos pelayanan hukum gratis.

2. Pelaksanaan

a. Pelayanan Hukum Secara Lisan
Joksa Pengacarn Negam dalam memberikan Pelayanan Hukum
secarn lisan, dalam bentuk konsultasi dan pemberian Informasi

kepada pemochon yang ditindaklanjuti dengan laporan dalam
bentuk nota dinas kepada kepala satuan kerja.
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b.  Pelayanan Hukum Seécarn Tertulis
1] Jaksa Pengacora Neganra dalam memberikan Pelayanan
Hukum secara tertulis disusun dalam format sederhana,
akurat dan berkualitas dengan persetujuan kepala satuan
kerja.
2] Jaksa Pengacam Negara membuat kajian Pelayanan Huloom
dengan format sebagal berikut:
a) Dasar
Dasar berini dasar pemberian Pelayaran Hukum.
bl Permasalahan
Permasalahan berisi pertanyaan atau masalah pokok
yang disampaikan pemohon.

c] Analisis
Analisis berial ulasan terhadap kosus pertanyasn atau
masalah  pokok dikaitkan dengan  peraturan
perundang-undangan yang relevan.

dj Kesimpulan
Kesimpulan berisi jowaban atas pertanyaan atou
masalah pokok sehagnimana dalam huruf bj.

¢] Samn
Jaksa Pengacarn Negara dopat membertkan saran jlka
diperiukon.

3) Berdasarkan kajlan Joksa Pengacara Negamm sebagaimann
dimaksud dalam angka 2), pimpinan sataan  kerja
menyampaikan hasil Pelayanan Hukum dalam bentuk surat
kepada pemohon Pelayanan Huloum.

BAB VIl
PEMBIAYAAN

{. Biaya perkara dan blaya operaslonal kegiatan Penegakan Hukum
dibebankan sepenubnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
{DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Biaya perkara dan binya operasional kegintan pemberian Bantuan Huloum
kepada:
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a. Negarn atau Pemerintah dibebankan sepenuhnya kepada pemberd
kuasa; dan
b, internnl Kejnksann dibebonkon kepada Daftor Isinn Pelnksanann
Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Rincian blaya yang dibebankan kepada pemberi kuasa sebagaimana
dimaksud dalam angiea 2 huruf a sebagal berikut:
biayn pendaftaran gugatan atau permohonan;
biaya pendaftaran Surat Kuasa Khusus dan Sumt Kunsa Subtitusi;
panjar blayn perkara;
binya ahli atau salksi;
binyn nazegellen bukti;
biaya transportasi dan akomodasi;
biaya pengajuan atau pendaftaran banding:
binyn pengajuan ato pendaftaran kasasi;
binya pengajuan atau pendaftaran peninjavan kembuali;
biaya pengambilan putusan tingknt pertama sampal dengan tingkat
terakhir;
k. biayn ekselusi pumusan; dan
I, blaya lain yang relevan dan dapat dipertanggunglawabkan.
4. Blaya opernsional Pertimbangan Hukum dibebankan sepenuhnya kepada
pemohon.
5. Biayn operanional Tindakan Huloum Lain dibebankan sepenuhnyn kepada
Pemohon.

6. Blaya operaslonal Pelayanan Hukum dibebankan sepenuhnya kepada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggnran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.

7. Haosll Pemulihan keuangen negera yang diperoleh dari pemberian layanan
hukum yang dilnkukan Jaksa Pengacara Negarn merupakon Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Republik Indonesla sesual dengan
ketentuan peraturan penundang-undangan.

e FpE Sy pp PP

BAR IX
PELAPORAN

i. Setinp kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
Hukum, Tindakan Huokum Lain, dan Pelayanan Hukum dilaporkan

kepada pimpinan secara berjenjang. sesunl dengan format laporan
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sebhagaimana diatur dalam administrasi perkara perdata dan tata usaha
negarna.

2. Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan
Hukum Laln, dan Pelayanan Hukom terthadap Permasalahan Hukum
Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, selain dilaporkan secara berkaln
sebaganimana diatur dalam administrasi perkara perdata dan tata usaha

negam, wajib dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja mengpunakan
format lnporan sewakiu-wakiu (nsidentd).

BAB X
PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini wajib ditasti dan dilaksanakan dengen sebaik-
baiknya cleh Jaksa Pengacara Negarn dan selurub unit atau satuan kerja di

linglungan Kejaksaan vang membidangi fugss dan fungsi penanpinan perkara
perdata dan tata usaha negara.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

tid

BURHANUDDIN



